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SAMBUTAN 


“ 


2014 diimplementasikan di seluruh desa se-Tanah Air. 
Dalam kurun waktu ini, tentu telah terjadi berbagai 
transformasi dan dinamika perubahan di desa-desa. Walau kita 


- mpat tahun sudah Undang-undang Desa No. & Tahun 


sadari bahwa secara tekstual Undang-undang Desa memang 
bukanlah solusi utama bagi pembangunan desa, tetapi ia 
menjadi pintu masuk yang sangat strategis untuk mengawal 
perubahan desa dari keterpurukan dan keterbelakangan 
seperti selama ini menuju desa yang mandiri, demokratis, dan 
sejahtera. 


XI 


Sambutan 


Undang-undang Desa setidaknya menjadi solusi atas 
pelaksanaan pembangunan yang bias kota (urban bias). Sebagai 
pusat sebaran kependudukan, desa adalah kantong utama 


kemiskinan dan keterbelakangan. Dari sekitar 37 juta rakyat 
Indonesia yang miskin, 63,58 persen di antaranya adalah 
orang desa dan 70 persen- nya adalah petani. Membangun 
desa, karena itu, sama halnya membereskan lebih dari separuh 
problem kemiskinan di Indonesia. Undang-undang ini juga tidak 
hanya membahas masalah pemerintahan desa, melainkan juga 
masalah pembangunan desa. Karenanya, Undang-undang Desa 
telah membahas sejumlah isu krusial yang selama ini menjadi 


pokok persoalan pembangunan perdesaan, yakni masalah 
edudukan dan kewenangan desa, perencanaan pembangunan 
desa, keuangan desa, alokasi anggaran dari APBN dan APBD 
untuk desa, sumber-sumber ekonomi desa, termasuk tata 


elola sumber daya alam, demokrasi, dan birokrasi desa. 


1 


Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 


dan Transmigrasi telah mengidentifikasi beberapa saluran 
berkat yang menjadi nyata karena kehadiran Undang-undang 


Desa. Di antaranya, terdongkraknya penghasilan masyarakat: 
pembangunan infrastruktur desa yang terasa: ekonomi desa 


menggeliat: pariwisata desa berbenah dan menjadi sumber 
pendapatan desa. Ini kabar gembira. Kabar bahwa Undang- 
undang Desa telah mulai menjawab kerinduan dan harapan 


masyarakat di desa-desa. Dengan alokasi anggaran yang 


meningkat setiap tahun, yang mana tahun ini dialokasikan 


60 triliun, maka harapan bersama kita adalah dana desa 
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dapat menjadi dana berkat: dana yang memberdayakan dan 
menciptakan keselamatan bonum commune. 


Dana desa telah menghadirkan roh yang hidup di desa- 
desa. Jika sebelum-sebelumnya suasana desa terasa sepi 


karena banyak anak-anak muda yang meninggalkan desa untuk 
mencari uang, sekarang justru sebaliknya. Banyak anak muda 
yang berusaha di desa karena uang ada di desa. Setiap tahun, 
uang 1-2 miliar berputar di desa. Peluang kerja terbuka, peluang 


wirausaha tercipta. Saya pernah ke Desa Nita di Kabupaten 
Sikka, Hores - NTT. Tahun 2016 desa ini dinobatkan sebagai 
juara lomba desa tingkat nasional. Di desa ini, dana desa dikelola 


dengan sangat baik dan masyarakat mendapatkan manfaatnya. 


Keterbukaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi terhadap elemen-elemen lain 
yang mendukung pengawasan pengelolaan dana desa juga luar 
biasa. Pihak kementerian menjalin kerja sama dengan lembaga- 
lembaga agama untuk turut mengawal dana desa. Tanggal 21 
Oktober 2017 lalu, Kemendes PDTT melakukan MoU dengan 
Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) untuk maksud tersebut. 
Kerja sama ini penting untuk memastikan bahwa dana desa 
itu dikelola secara baik. Apalagi pihak gereja memiliki struktur 
yang jelas hingga ke lapisan warga paling kecil. 

Banyak keberhasilan, kemajuan dan pembaharuan positif 
yang terjadi karena hadirnya dana desa patut kita apresiasi. 
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Namun, kita tentu tidak menutup mata terhadap satu dua 
problem yang dialami masyarakat dalam implementasi dana 
desa. Perlu usaha lebih serius lagi untuk meningkatkan 
partisipasi masyarakat desa terhadap pengelolaan dana desa. 
Roh pemberdayaan harus dimunculkan dan dihidupkan dalam 
setiap aktus dana desa. Tata kelola fasilitator atau pendamping 
desa juga mempunyai catatan sendiri. Kiranya terus dibenahi 
agar dana desa benar-benar hadir sebagai berkat bagi warga 
di desa. 

Saya mengapresiasi dan menyambut baik penerbitan 
buku bertema “RURAL EKOnomics II, Meyakini Desa Mau 
& Mampu Membangun” yang digagas Kementerian Desa, 


Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ini. Ini 
adalah habitus yang bagus. Setiap tahun menerbitkan buku 


yang mendokumentasikan berbagai dinamika yang terjadi di 
desa karena hadirnya dana desa. Kiranya buku ini tidak saja 
mendokumentasikan berbagai best practice (praktik cerdas) 


pengelolaan dana desa, tetapi juga sanggup melahirkan spirit 


membangun bangsa dari desa: memartabatkan desa dari pusat. 
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SAMBUTAN 


K4 


uja dan puji syukur saya haturkan kepada Allah SWT, 
», Tuhan semesta alam. Berkat bimbingan dan izin-Nya, 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi dapat berkiprah dan berkarya memberikan 
yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Terima kasih juga 
kami sampaikan kepada masyarakat dan pemerintah desa 
semuanya, karena telah menjadi partner kementerian yang 
baik. Kami menyadari bahwa keberadaan kami sebagai 


kementerian pemegang mandat Undang Undang Nomor & 


Tahun 2014 tentang Desa merupakan bagian hasil perjuangan 
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Desa. Karenanya, pada kesempatan ini perkenankan kami 


menyampaikan sebagian hasil kerja kami melalui buku ini. 


Para pembaca budiman, sebenarnya kami ingin secara 


langsung menyapa dan bertatap muka dengan masyarakat, 
pemerintah desa, dan elemen desa lainnya, lalu memaparkan 


keberhasilan kerja kami selama empat tahun melaksanakan UU 


Desa. Namun karena keterbatasan yang kami miliki, semoga 
buku ini dapat diterima sebagai manifestasi kehadiran kami di 


tengah-tengah Anda sekalian. 
Buku berjudul RURAL EKOnomics II: Meyakini Desa Mau 


& Mampu Memba 


ng 


un ini merupakan kelanjutan dari Buku 


RURAL EKOnomics: Menggerakkan Roda Ekonomi Desa yang 


Desa, Pembangun 


telah diluncurkan satu 
melengkapi tentang apa yang telah dilaksanakan Kementerian 


tahun sebelumnya. Kedua buku ini saling 


an 


Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 


dalam melaksanakan amanah dari Presiden Republik Indonesia 
Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf 
Kalla dalam mengawal implementasi penggunaan dana desa 


sesuai dengan nawacita ketiga, membangun Indonesia dari 
pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam 


kerangka Negara kesatuan. 


Penyusunan bu 


kuinijugaadalahsalahsatu bentuk komitmen 


kami membangun akuntabilitas publik atas kinerja kami sebagai 


pengemban amanah dan pelaksana mandat Undang Undang No. 


6 Tahun 2014 Tent 


ang 


secara kolektif kepada 


apa tujuan luhur U 


Desa. Buku ini, berupaya mengingatkan 
kita pertama tentang mengapa dan 


ndang Undang No. & Tahun 2014 Tentang 
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Desa. Kedua mengingatkan bagaimana seharusnya kita bekerja 
merealisasikan misi luhur UU Desa tersebut. 

Pembaca sekalian, Dalam konteks pembangunan 
perdesaan, melibatkan masyarakat perdesaan dalam proses 


pembangunan merupakan keniscayaan yang mutlak. Mereka 
adalah subjek pembangunan. Sesuai Data Bappenas 2018, 
jumlah penduduk Indonesia tercatat 238,5 juta pada 2010 dan 
diprediksi mencapai 318,7 juta jiwa pada 2045. Dari jumlah 
tersebut, 50,36 persen tinggal di perdesaan dan 49,64 persendi 
perkotaan. Dari angka tersebut sudah jelas bahwa masyarakat 


desa harus disiapkan untuk menghadapi pesaingan global. 
Saya ingat pada salah satu pesan Presiden Joko Widodo 
yang menyimpulkan bahwa persaingan antarnegara sekarang 
ini semakin ketat. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo 
memberikan arahan akan arti pentingnya membangun 
daya saing. Presiden mengingatkan di masa mendatang, 
akan ada perubahan lanskap ekonomi global secara total. 
Bahkan interaksi sosial politik global ikut berubah. Menurut 
Presiden, saat ini tidak berlaku lagi diktum Negara besar akan 
mengalahkan Negara kecil. Melainkan Negara yang lambat 
akan ditinggalkan Negara yang cepat. Arahan Presiden ini pada 


hakikatnya memandu kita agar bergerak dan bekerja cepat dan 
cerdas di tengah dunia yang dilipat. 
Jika boleh dikaitkan dengan arahan Presiden di atas, 


menurut saya UU Desa merupakan salah satu jawaban 
strategis bagi Indonesia sehingga dapat menyejaman 
dengan era globalisasi yang bergerak cepat. Terlebih ketika 


XIX 


Sambutan 


membangun 
desa semakin 


untuk beberapa lama tert 


pinggiran. Maka potensi dari UU 
keberdayaan dan kedaulatan 


kokoh. UU 


sentralisasi dan desentralisasi. 


Konsep sentralisasi 
yang dulu dijalankan oleh Orde Baru selama kurang lebih 
32 tahun hanya mampu memakmurkan daerah-daerah 
yang berada di dekat kekuasaan dan pusara pertumbuhan 
ekonomi. Tidak hanya itu, geliat pembangunan tak menyentuh 
daerah terpencil, apalagi desa. Lalu, pada tahun 2000 konsep 

n 
n 
Uu 


sentralisasi diganti dengan desentralisasi. Lagi-lagi sekalipu 


didekonsentra 
mengangkat 
Karena itu, 


harus membu 
“Membangun 


kesejahteraan, 


Salah satu bidang kehidupan yang akan semakin 
menjadi lokus persaingan global adalah ekonomi. 


utupkan debu pem 


ktikan bahwa dengan UU 
Indonesia”. Dan, sekali lagi, kami bersama desa. 


ehadirannya bersambutkan Nawacita Preside 
yang bertekad membangun kesejahteraan 


Desa menjad 


Desa telah membu 
egotong-royongan membangun Indonesia d 


tata kelola fiskal pembangunan sudah didesentralisasi da 
sikan ke daerah, tetap saja belum mamp 


an 


n Joko Widodo 
ndonesia dari 
i energi kinetik 
ndonesia dari 
a kembali era 


ari desa yang 


bangunanisme ala 


pengelolaan pembangunan nasional 


utamanya masyarakat desa. 
etika UU Desa meletak 
pembangunan nasional kepada desa, maka saatnya Desa 


detak jantung 


Desa 


, Desa mampu 


etat 


UU Desa 


telah menyublimasikan energi luar biasa kepada desa untuk 
bangkit membangun diri sehingga pilar-pilar ekonomi nasional 


akan semakin kokoh. Energi tersebut di antaranya berupa 
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kewenangan desa untuk berprakarsa secara mandiri mengurus 


danmengatur sumber daya alam yangdimilikinyauntuksebesar- 


besar kemakm 


semakin ketat i 
desa memform 


hanya mampu 


e pentas perda 


dan “percepatan 


uran warganya. Persaingan ekonomi yang 
ni, tentu harus dibarengi dengan kemampuan 
ulasi kelembagaan ekonomi lokal yang tidak 
memproduksi barang ekonomi dengan skala 


egaralain. Salahsatu kuncinyaadapada managemen “kecepa 


besar, tapi mampu memompa daya saing pemasaran produknya 


gangan global. 


Tentang kekayaan bahan baku Desa sangat berlimpah, tapi 
mengapa kita malah yang sering kebanjiran produk ekonomi dari 


3, ” 


tan 


” kita berinovasi pada setiap mata rantai produksi 


ekonomi. Karena itu, kami, Kementerian Desa Pembangunan 


Desa ke dalam 


demikian kami, 


& 


tentang kinerja 


butiran program prioritas yang secara tepat dapat menfasilitas 
bekerjanya cita-cita membangun Indonesia dari desa. 
Semoga kelahiran serial buku RURAL EKOnomics II ini 
dapat menghadirkan potret kinerja kementerian dan yang 
tertampil benar-benar bercitrakan evidence jujur. Meski 


Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terus berupaya secara 
onsisten bersama-sama Desa menerjemahkan amanat UU 


kerangka kebijakan strategis menjadi butiran- 


meyakini penilaian yang benar-benar luhur 
kami membangun desa, tetap ada di tangan 


masyarakat dan desa. Maka dari itu, saya mengajak pembaca 
sekalian untuk tetap kritis dan terus memberikan umpan balik 
epada kami demi meningkatnya kinerja kami melaksanakan 


UU Desa. Demikian, terima kasih dan selamat membaca. 
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KATA PENGANTAR 


4 


mpat tahun kelahiran Undang-Undang (UU) Nomor 6 
- Tahun 2014 Tentang Desa, membawa era baru bagi desa 

sebagai titik fokus pembangunan di Indonesia. Dengan 
UU yang mengamanahkan dana desa yang langsung dikelola 
oleh para kepala desa dan warganya, telah membawa suatu 
perubahan yang mencerahkan. Pembangunan infrastruktur 
masif dilaksanakan di desa-desa, sehingga desa kini mulai 
muncul ke orbit dunia dan cukup diperhitungkan. Desa 
bukan lagi menjadi halaman belakang negeri ini. Pusat-pusat 


pembangunan dan pertumbuhan kini bermunculan di desa. 


XXIII 


Kata Pengantar 


Orang desa tak lagi banyak mencari penghidupan di kota. 
Situasi ini sekarang mulai dirasakan orang-orang di kota yang 


hasil dar 


untuk bekerja. 
Pembaca budiman, buku yang Anda baca ini merupakan 


esulitan mencari tenaga dari desa. Misal mencari tenaga 
sopir atau pembantu rumah tangga, orang kota makin sulit 
menemukan. Bila di desa sudah banyak pekerjaan yang bisa 
dikerjakan penduduk desa, mereka pun tak perlu lagi ke kota 


penerapan dilapangan dari teori yang dipaparkan 
dalam buku yang sudah terdahulu lahir, RURAL EKOnomics: 
enggerakkan Roda Ekonomi Desa. Bukutersebut menuturkan 


bagaimana strategi yang merupakan hasil pemikiran Menteri 


Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko 
P Sandjojo untuk mengawali pembangunan desa. Sejumlah 


iat dikeluarkan sebagai panduan format membangun desa 


yang diyakini dapat mempercepat kebangkitan ekonomi desa 


dengan skala industri. 
Keempat 


4 


jurus yang diterapkan sebagai skema 


membangun desa dari dalam adalah empat program prioritas, 
yaitu : mengembangkan produk unggulan kawasan perdesaan 


(prukades), pembangunan embung, pembentukan Badan 


Usaha Milik 


Desa (BUMDes), dan pembangunan sarana 


olahraga desa. Keempat program inilah yang kemudian banyak 


dilaksanakan oleh desa, di samping kebutuhan prioritas desa 


yang diputuskan melalui musyawarah desa. 
Buku Berjudul, RURAL EKOnomics II, Meyakini Desa 
Mau & Mampu Membangun menjadi sebuah dokumentasi 
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bagaimana keyakinan pemerintah dalam pelaksanaan dana 
desa ini berhasil dan sukses dilaksanakan. Desa muncul dengan 
potensi di berbagai bidang, malah yang terkadang tidak pernah 
terpikirkan akan muncul dari desa. Desa yang dikaruniai alam 
yang indah dan tanah yang subur dapat memaksimalkan 
potensinya itu untuk menambah pundi-pundi rupiah dan 
memakmurkan warganya. 


Tak kurang, pelaksanaan dana desa yang merupaka 


apresiasi dari negara tetangga, seperti Malaysia yang tela 
mengirimkan delegasinya untuk belajar tentang pelaksanaa 


' 
pertama kali dan satu-satunya di dunia ini, telah mendapat 
h 
" 


dana desa di Indonesia, juga delegasi dari Nigeria yang secara 


husus berkunjung ke Indonesia dan mendatangi Kantor 
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 


Transmigrasi hingga langsung mengecek pelaksanaan dana 
desa di desa-desa. 

Kami menyadari keberadaan Kementerian Desa ini 
masih seumur jagung. Meski demikian, kami sadar pula bahwa 


dibentuknya Kementerian Desa adalah bagian dari komitmen 
negara, secara khusus janji Presiden RI Bapak Ir. Joko Widodo 


untuk menjalankan amanah UU Desa. Mau tidak mau dengan 
segenap niatan tulus untuk bekerja, Kementerian Desa berusaha 
merealisasikan visi mewujudkan desa mandiri dan berdaulat. 


Dibutuhkan tekad, kerja keras, serta kreativitas untuk 
mewujudkan harapan tersebut menjadi kenyataan. Terlebih, 
sebagian besar penduduk tinggal di perdesaan yang mayoritas 


masih sangat memerlukan sentuhan kebijakan. Berdasarkan 
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Data Bappenas 2014, seba 


nyak 20.167 (27,22 persen) desa 


terkategori Desa Tertinggal, Desa Berkembang sebanyak 


51.022 (68,86 persen), dan 


Desa Mandiri 2.904 (3,92 persen). 


Selain itu, latar angkatan kerja perdesaan yang didominasi 
lulusan sekolah dasar (SD), 59,49 juta jiwa (69,63 persen), 
juga menyodorkan tantangan menjadikan mereka tenaga kerja 


yang terdidik dan terampil. 


Selama kurang lebih empat 


menyajika 


nyata dar 


pemerinta 


organisasi 
dibutuhka 


Dana Desayang digelo 
kecil dari su 


negara ke 


tapi para piha 


n yang terbaik untu 


menyelesaikan seabrek pekerjaan 
tentu juga membutuhkan sinergi 


i banyak pihak. Bukan 


tahun, kami berupaya 
desa. Namun untuk 
rumah membangun desa, 
omitmen kuat serta aksi 


hanya pemerintah pusat 


baik state actor seperti pemerintah provinsi, 
h kabupaten/kota, maupun non state actor seperti 
pegiat pemberdayaan desa. Tidak hanya itu, juga 


n banyak pendekatan dan strategi yang beragam. 


ntorkan pemerintah pusat hanya bagian 
mber daya dari negara untuk membangun desa. 


Meski demikian, rekognisi serta penyerahan kewenangan dari 


pada desa untuk mengatur dan mengurus rumah 


tangga dan sumber dayanya sendiri hendaknya dapat diterima 


sebagai potensi membangun desa dari dalam yang nyaris 


sebelumnya belum pernah dimiliki oleh desa. 


Buku ini mungkin tidak terlalu banyak mengeksplorasi 


bagaimana pemanfaatan Dana Desa ataupun penggunaan 


sumber-sumber keuangan desa lainnya untuk membangun 


desa. Tapi buku ini berupaya menyajikan kreativitas desa 
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membangun dirinya dengan cara atau prakarsa mereka sendiri. 
Beberapa sektor kehidupan seperti pertanian, peternakan, 
perkebunan, usaha kecil menengah merupakan contoh strategi 
livelihood yang lekat dengan tradisi hidup orang desa. 
Semoga, dari buku berjudul RURAL EKOnomics II, 
Meyakini Desa Mau & Mampu Membangun, pembaca sekalian 


memperoleh banyak pembelajaran serta bukti nyata (best 
practice dan lesson learn) bahwa desa mampu memanfaatkan 


struktur peluang pembaharuan desa dari lahirnya UU Desa. 


Termasuk juga potret kemampuan desa melaksanakan amanah 


kerja sama dengan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi 


yaitu dalam hal membelanjakan anggaran negara secara tepat 
dan bermartabat. 
Sekali lagi kami ucapkan selamat atas terbitnya buku ini. 


Kami atas nama Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi 
menyampaikan salut dan terima kasih kepada desa-desaterbaik 
yang diangkat dalam buku ini. Teriring doa, semoga bagi desa- 
desa yang terpotret dalam buku ini tetap bisa melestarikan 
prestasi sebagai desa berdikari di masa mendatang, sehingga 
masyarakat benar-benar dapat merasakan kehadiran 
desa dengan sebenar-benarnya. Bagi pembaca sekalian, 
kami ucapkan selamat berselancar menelusuri belantara 
pengetahuan dari buku ini. Semoga mendapatkan pengetahuan 
serta pembelajaran yang berkah. 
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PENDAHULUAN 


K4 


Meyakini Desa Mau 
& Mampu Membangun 


embangunan merupakan proses yang berkesinambungan 
», (sustainable) dalam bingkai target dan jangka waktu 
tertentu. Sebagai proses, pembangunan tidak 
berlangsung dalam waktu yang singkat. Maka, ia tidak hanya 
menuntut konsep dan program yang tepat, tetapi juga sumber 
daya manusia yang berkomitmen, berbekal keterampilan, serta 
siap bekerja keras yang disokong pendanaan dalam tali-temali 
sinergi upaya mencapai tujuan pembangunan. 
Sementara, esensi berkesinambungan berpijak pada 
pemikiran bahwa berbagai capaian pembangunan dalam periode 


tertentu yangterbukti bernilai manfaat bagi masyarakat —dalam 
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membangun dirinya sendiri, lingkungan sekitar, dan lingkungan 
yang lebih luas— seharusnya mampu dipertahankan. Bahkan, 
capaian ini seyogianya dilanjutkan (continuity) dalam upaya 
meningkatkan dan memperluas nilai manfaatnya. 

Dalam konteks pembangunan perdesaan, melibatkan 
masyarakat perdesaan dalam proses pembangunan 
merupakan keniscayaan yang mutlak. Mereka adalah subje 
pembangunan. Betapa bagus konsep maupun program yang 
dihasilkan, jika subjek pembangunan tersebut "dimarjinalkan 
atau merasa dimarjinalkan” serta diposisikan sebagai “yang 
serba-disuapi”, tentu mereka tidak akan berhasil membangun 


dirinya sendiri, apalagi lingkungan sekitar dan masyarakat 
yang lebih luas. 

engacu pada hakikat pembangunan sebagai proses 
yang berkesinambungan, sebelum menuangkan gagasan 
maupun konsep menjadi program, diperlukan ketajaman dan 
kejelasan visi memandang desa beserta warganya. Ini bisa 
dipenuhi melalui analisis yang tepat atas kondisi geografis, 


iklim, demografis, serta inventarisasi secara mendasar 
dan menyeluruh atas sumber daya alam yang dimiliki desa 
bersangkutan. 

Bagaimanapun kondisi sebuah desa, tidak disangkal 
mereka masih memiliki potensi, seberapa pun kadarnya, 


yang perlu digali, dikembangkan, serta dioptimalkan. 


Inilah tantangan yang harus dijawab oleh kementerian/ 
lembaga pemerintah yang memiliki otorisasi, kalangan 


swasta, serta seluruh stakeholders yang konsen pada 
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Presiden Joko Widodo menerima pendiri e-Commerce Alibaba Grup Jack Ma di Istana Bogor. 


pembangunan perdesaan. Lebih dulu gamang menyaksikan 
segala kekurangan dan tantangan hanya akan menghasilkan 
eraguan yang membelenggu serta menghambat cita-cita 
mulia membangun desa. 


Namun, lebih dari semua pertimbangan tersebut, yang 
tidak kalah penting adalah menabalkan kepercayaan (trust) 
dan keyakinan (confidence) kepada masyarakat perdesaan, 
sang subjek pembangunan. Menanamkan kepercayaan dan 
keyakinan bahwa, apa pun latar pendidikan dan sosialnya, 
mereka mau serta mampu menerima berbagai ide dan 
sentuhan demi pengembangan diri maupun lingkungannya 
menuju kondisi yang lebih baik. 

Jack Ma —CEO Alibaba, salah satu orang terkaya di 
unia dari China— sekiranya bisa menjadi teladan spirit dalam 
meniupkan roh membangun perdesaan. Ma tumbuh dalam 


5. 
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kemiskinan. Sebelum mendirikan serta menjadikan Alibaba 
sebagai salah satu perusahaan e-commerce terbesar di dunia, 
puluhan kali ia ditolak saat melamar pekerjaan. 

Bertolak dari riwayat perjalanan hidupnya, Ma 
berkeinginan kuat berbagi dengan orang lain, khususnya 
warga di perdesaan yang terkategori miskin. Ia tidak membagi- 
bagikan uangnya, tetapi berbagi jurus suksesnya dengan 
epercayaan sekaligus keyakinan bahwa warga perdesaan juga 
mau dan mampu maju. 

Dalam wawancara khusus dengan Ouartz, Presiden World 
Bank (Bank Dunia) Jim Yong Kim (@@JimYongKim) memberikan 
testimoni bagaimana Majustru berburutantanganmembangun 
perdesaan dengan strategi sangat unik. Ia sengaja mencari dan 
mengidentifikasi desa-desa di perdesaan China yang tidak 
memiliki koneksi internet, lalu membangun infrastruktur yang 


diperlukan warga desa untuk memulai serta memperluas 
perusahaan-perusahaannya. 
Kim memaparkan, Ma berprinsip, asalkan desa-desa 


tersebut memiliki jalan dan layanan telepon seluler (ponsel), 
itu sudah cukup. Ternyata layanan ponsel bisa didapati hampir 
di semua desa yang didatangi Ma. 

“Jack bertutur kepada saya seperti ini: "Saya pergi dan 
mendapati dua atau tiga perempuan yang sangat savvy 
(paham) dan telah belajar komputer. Saya beri mereka 
sebuah komputer dan mereka pun mulai menerima pesanan 
dari seluruh (warga) desa, kata Kim - Agence France Presse, 
25 April 2015. 
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Dariduaatau tiga perempuan itu, warga didesatersebut 
merasa sangat terbantu dan mendapatkan manfaat. 
Misalnya, mereka bisa memesan mesin cuci secara online 
dengan harga terjangkau. Lebih murah ketimbang membeli 
langsung ke kota. 

Terpenting, iklim usaha telah terbangun di desa kecil itu, 
bahkan berkembang mencakup pasar yang lebih luas ke desa- 
desa lain. Truk-truk pengirim barang serta kurir dari kota 
masuk-keluar desa kecil itu. Pelayanan pesanan tidak lagi dari 
satu desa, tetapi telah menjangkau desa-desa tetangga, bahkan 
desa-desa di luar provinsi. 

Kim menilai yang dilakukan Ma benar-benar dahsyat, 
menorehkan perubahan sangat mendasar dalam model 
pembangunan. Orang-orang yang sebagian besar mantan 


petani serta yang kembali usai tidak mendapatkan pekerjaan 
di kota lebih memilih menjalankan perusahaan sendiri di 
desanya. 


Dari sukses besar mengukir perubahan sangat mendasar 
pada model pembangunan di perdesaan China, Kim 
mengatakan, secara pribadi Ma telah memintanya membantu 
menyebarkan “virus” usaha dari desa itu ke berbagai belahan 
lain dunia seperti Afrika, Asia Selatan, dan Amerika Latin. 


Indonesia adalah negara besar dan kaya. Lebih dari 17.100 
pulau dimiliki negara berpenduduk terbesar keempat sejagat 
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yang dihuni lebih dari 714 suku yang bertutur dalam lebih dari 
1.100 bahasa daerah ini. Kekayaan alam Indonesia melimpah. 
Keindahan alamnya tiada tara, termasuk garis pantai sepanjang 
99.093 kilometer (terpanjang kedua sedunia setelah Kanada), 
serta memiliki delapan situs budaya Warisan Dunia (World 
Heritage). 


Sesuai Data Bappenas 2018, jumlah penduduk Indonesia 
tercatat 238,5 juta pada 2010 dan diprediksi mencapai 318,/ 
jutajiwa pada 2045. Dari jumlah tersebut, 50,36persen tinggal 


di perdesaan dan 49,64persen di perkotaan. 

Sementara, harapan hidup pada 2010 tercatat 69,8 tahun 
dengan proyeksi 72,8 tahun pada 2045. Rasio ketergantungan 
pada 2010 terdata 51,1persen, tetapi diharapkan menyusut 
menjadi 50,2persen pada 2045. 

Pada 2010, proporsi penduduk usia produktif tercatat 
50,5persen. Saat ini jumlah penduduk usia produktif Indonesia 
yang terbesar di Asia Tenggara (41 persen). Sementara, rasio 
ketergantungan ditarget mencapai titik terendah pada 2028- 
2031, yaitu 46,9persen. 
Berdasarkan kondisi demografi tersebut, yang diharapkan 


adalah kondisi pembangunan yang berpusat pada manusia, 
pertumbuhan penduduk seimbang serta berkualitas, 
pemanfaatan bonus demografi (khususnya bagi peningkatan 


produktivitas ekonomi), pengendalian urbanisasi, dan 


perlindungan sosial yang komprehensif dan berkelanjutan. 
Dibutuhkan tekad, kerja keras, serta kreativitas untuk 


mewujudkan harapan tersebut menjadi kenyataan. Terlebih, 
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sebagian besar penduduk tinggal di perdesaan yang mayoritas 
masih sangat memerlukan sentuhan kebijakan. Berdasarkan 
Data Bappenas 2014, sebanyak 20.167 (27,22persen) desa 
terkategori Desa Tertinggal, Desa Berkembang sebanyak 
51.022 (68,86persen), dan Desa Mandiri 2.904 (3,92persen). 


Selain itu, latar angkatan kerja perdesaan yang didominasi 


lulusan sekolah dasar (SD), 59,49 juta jiwa (69,63persen), juga 
menyodorkan tantangan menjadikan mereka tenaga kerja 
yang terdidik dan terampil. 


Pemikiran serta tindakan Jack Ma yang di luar kelaziman 
(out of the box), dengan meletakkan basis usaha online di 
perdesaan China, mungkin tidak selalu cocok dan bisa 
diterapkan pada desa-desa di Indonesia. Namun, yang sangat 
layak digarisbawahi tebal-tebal dari Ma adalah keberanian 
serta kreativitas (creativity)-nya melibatkan warga desa dalam 
menjalankan konsep dan program dalam bingkai model baru 
pembangunan perdesaan. 


Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, 
Pemerintah Indonesia pun konsisten dalam ikhtiar maksimal 
merangsang pembangunan perdesaan dengan melibatkan 
peran aktif warga desa. Merealisasikan poin 3 dari Nawacita 
(9 Agenda), yaitu Membangun Indonesia dari pinggiran 
dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka 
Negara Kesatuan, berbagai kebijakan yang merepresentasikan 
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omitmen Pemerintah mewujudkan pemerataan pembangunan 
telah digulirkan. 

Alhamdulillah, Puji Tuhan, berbagai program dan kebijakan 
telah mencapai sasaran, bahkan beberapa di antaranya 
melebihi target, meskipun tidak dimungkiri sejumlah tugas dan 
pekerjaan masih perlu dirampungkan. 

Menjadikan desa sebagai fokus dan lokus utama 
pembangunan, Pemerintah memetakan /4.95/ desa di Tanah 


Air dengan kategorisasi 270 Kawasan Perdesaan, 122 Daerah 
Tertinggal, 619 Kawasan Transmigrasi, 54 Kabupaten Rawan 
Pangan, 41 Kabupaten Pasca-Konflik, 58 Kabupaten Pulau 
Kecil dan Terluar, 90 Kabupaten Rawan Bencana, serta 18/ 
Lokasi Prioritas Perbatasan. 

Dengan tetap mempertimbangkan potensi perdesaan, 
mengacu pada pemetaan tersebut yang mengamanatkan 
kebijakan, serta dijalankan melalui kerjasama antarkementerian/ 
lembaga pemerintah serta dengan swasta dan seluruh 
stakeholders, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) di bawah 

- 
n 


kepemimpinan Eko P Sandjojo menentukan Empat Kegiata 
Prioritas, yaitu Produk Unggulan Kawasan Perdesaa 
(Prukades), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Embung Desa, 
dan Sarana Olahraga Desa. 

Bergulirnya program dan kegiatan tersebut didukung 


vital oleh Kebijakan Dana Desa. Target dana desa adalah 
pemerataan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat 


desa yang berdampak pada penurunan kemiskinan. 
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Besaran Dana Desa bertambah dari lebih kurang Rp280,3 
juta per desa pada 2015, Rp643,6 juta per desa pada 2016, 
menjadi Rp800,4 juta per desa pada 2017 dan 2018. Alhasil, 
nominal Dana Desa yang dikucurkan juga bertambah dari 
Rp20,67 triliun pada 2015, Rp46,98 triliun pada 2016, menjadi 
Rp60 triliun pada 2017 dan 2018. 

Untuk tahun 2015, penyerapan Dana Desa sebesar 
82,72persen (74.093 desa), meningkat menjadi 97,65persen 
74.754 desa) pada 2016, bertambah lagi menjadi 98,54 
persen (74.910 desa) pada 2017, serta untuk sementara 80,67 
persen di 74.957 desa (hingga 16 Agustus 2018). 

Terus naiknya penyerapan Dana Desa dari tahun ke 


at 


tahun tersebut karena berbagai kebijakan yang memudahkan 


& 


tanpa melemahkan substansi pengawasan atas potensi 


penyalahgunaannya. Untuk itu, Kementerian Desa, PDT 


dan Transmigrasi perlu mereformasi Satgas Dana Desa dan 


menjalin kerja sama dengan berbagai kalangan seperti Polri dan 
Kemendagri: KPK, Kejaksaan, dan BPKP: Forum Perguruan 
Tinggi untuk Desa (Pertides): lembaga swadaya masyarakat 
LSM) yang tergabung dalam Pokja Masyarakat Sipil: serta 


beberapa organisasi keagamaan. 
Masyarakat desa pun merasa dipercaya dan diyakini 
mampu mengelola Dana Desa tanpa rasa takut. Sejumlah 


hambatan dalam penyaluran dan pencairan Dana Desa diurai 
untuk dicarikan solusi secepatnya, juga penggunaannya 
untuk Padat Karya Tunai dengan mengacu pada mandat Surat 
Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri. 
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Dengan dukungan 
n sejumlah mitra, 


denga 
(BUMDes) mening 
2014 menjadi 35. 
juga terbukti mem 


kesejahteraan warg 
Disisi lain, Dana 


Dana Desa, 
jumlah Bada 


at superpesat da 


aperdesaan. 
Desajugaandilvital 


hidup desa melalui 


penurunan kemiski 


145 unit pada akhir 2017. BUM 
berikan nilai manfaat dalam mem 


melalui kerja sama 
n Usaha Milik Desa 
ri hanya 1.022 pada 
Des 
acu 


meningkatkan kualitas 
nan dan kesenjangan. 


Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) 2015-2019 mematok penurunan 5.000 
Tertinggal. Namun, realisasi hingga 24 Mei 2018 berdasarkan 
61.289 desa (82 persen dari total desa) justru 
paui target, yaitu didapati penurunan 8.035 Desa 


Desa 


survei pada 


telah melam 
Tertinggal. 
Masih berdasarkan RPJMN 2015-2019, ditargetkan 
peningkatan 2.000 Desa Mandiri. Namun, hingga 24 Mei 2018, 
juga didapati pemenuhan target dengan 2.318 Desa Mandiri. 


4 


Sementara, untuk kategori Tingkat Perkembangan Desa, 
hingga Mei 2018 tercatat 5.216 Desa Mandiri, 57.341 Desa 
Berkembang, serta 12.397 Desa Tertinggal. Berarti terjadi 
perbaikan signifikan dibandingkan 


Data Bappenas 2014 yang 
menyebutkan 20.167 (27,22 persen) desa terkategori Desa 
Tertinggal, 51.022 (68,86 persen) Desa Berkembang, serta 
2.904 (3,92 persen) Desa Mandiri. 

Dalam simpulan luas, program kebijakan 
pembangunan perdesaan juga berperan penting dalam upaya 
Data Badan Pusat 


dan 


menurunkan angka kemiskinan di Tanah Air. 
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Statistik (BPS), per Maret 2018, untuk kali pertama sejak 1998 
persentase angka kemiskinan Indonesia hanya satu digit, yaitu 
9,82 persen (25,95 juta jiwa). 
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Kala Roda Ekonomi 
Makin Kencang Berputar 


Kala Roda Ekonomi Makin Kencang Berputar 


eliat desa membangun kini menjadi sebuah irama 

harmonis yang berkumandang di desa-desa. 

Perputaran roda ekonomi kian cepat bergerak 
mengantarkan desa menuju kemandirian. — Riuhnya 
pembangunan di wilayah yang dulunya sepi dan terpunggungi, 
tak lepas dari keseriusan pemerintah dalam mewujudkan cita- 
citanya menjadi bangsa yang berhasil dengan menjadikan desa 
sebagai titik awal pembangunan. 

Nawacita ketiga, membangun Indonesia dari pinggiran 
dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka 
Negara kesatuan menjadi sebuah niat yang diwujudkan dengan 
kelahiran Undang-Undang No. & Tahun 2014 tentang Desa. Di 
mana dalam UU tersebut mengamanahkan dana desa sebesar 


1 miliar per desa setiap tahun. 
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Dana tersebut ditransfer langsung oleh Kementerian 
Keuangan Republik Indonesia ke rekening daerah untuk 
emudian diserahkan kepada desa sebagai modal untuk 
membangun. Rakyat dilibatkan dan mengelola sendiri 
pembangunan desanya sesuai kebutuhan. Kepala desa beserta 
perangkat desa dan masyarakat sebagai pengelola menentukan 


prioritas pembangunan melalui musyawarah desa (musdes) 
dan memutuskan secara bersama-sama. 

Keberhasilan desa mengelola dana desa membuat 
pemerintah semakin percaya diri meneruskan program 
tersebut, alhasil dana desa yang dikucurkan bukan semakin 
turun, tapi terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. 

Kini, total alokasi dana desa sejak tahun 2015 hingga 
2018 mencapai Rp187,65 triliun. Pada tahun pertama 
yaitu 2015, pemerintah menggelontorkan Rp20,67 triliun 
yang disalurkan untuk /4.093 desa dengan angka rata-rata 
per desa mendapatkan kurang lebih Rp280,3 juta dengan 
nilai penyerapan sebesar 82,72 persen. Tahun kedua yaitu 
2016 dana desa yang ditransfer sebesar Rp46,98 triliun 
untuk /4./54 desa dengan rata-rata per desa kurang lebih 

n 


mendapatkan Rp643,6 juta dengan angka penyerapa 
sebesar 97,65 persen, tahun katiga yaitu 2017 jumlahnya 
bertambah lagi menjadi Rp60 triliun untuk 74.910 desa 
dengan rata-rata per desa adalah sebesar Rp800,4 juta, 
penyerapan sebesar 98,54 persen. Dan memasuki tahun 
keempat yaitu 2018 ini, data per 16 Agustus 2018 telah 
tersalurkan dana desa sebesar 60 triliun untuk 74.957 desa 


Kala Roda Ekonomi Makin Kencang Berputar 


PENYALURAN DANA DESA TAHUN 2015-2018 


Rp280,3 Juta/Desa Rp643,6 Juta/Desa Rp800,4 Juta/Desa Rp800,4 Juta/Desa 
Rp20,67 T Rp46,98 T Rp60 T Rp60 T 
Penyerapan Sebesar Penyerapan Sebesar Penyerapan Sebesar Penyerapan Sebesar 
82,726 97 65X 98,546 45,3790” 


74.093 Desa 74.154 Desa 74.910 Desa 74.957 Desa 


£ 


“ Data per 16 Agustus 2018 "") Tahun 2018 Tahap I dan II Ket : a. Alokasi tahap | Rp12 Triliun (2094), b. Tahap II Rp24 Triliun (4098), e. Tahap III Rp24 Triliun 


dengan rata-rata per desa mendapatkan Rp800,4 juta per 
desa dengan angka penyerapan sebesar 80,67 persen. 

Di awal, banyak yang menyangsikan bahkan mengatakan 
program dana desa adalah sebuah percobaan dengan risiko 
tinggi. Bagaimana kepala desa yang sebelumnya tidak mengenal 
sistem anggaran dan pelaporan, tiba-tiba harus mengelola 
uang sedemikian besar. Apakah bisa? Semula memang banyak 
kesalahan, banyak yang tidak paham. Namun Kementerian 
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 
(Kemendes PDTT) dengan tekun melakukan pendampingan 
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dan pengawasan membentuk Satgas Dana Desa (Satgas DD) 
dan bekerja sama dengan KPK, Kepolisian, juga Kejaksaan 
bahkan lembaga keagamaan, lembaga adat, juga mahasiswa 
atau akademisi untuk mengawasi penggunaan dana desa. 

Melalui proses yang tidak begitu lama dan pengawasan 
berbagai pihak juga media yang gencar memberitakan, 
disadari pelanggaran atau kesalahan yang terjadi kebanyakan 
adalah karena ketidaktahuan aparat desa. Pemerintah melalui 
Kemendes PDTT melakukan upaya pencegahan terjadinya 
kesalahan tersebut dengan memperkuat pendampingan dan 
pengawasan. Semangatnya bukan untuk menangkap pelaku 
penyimpangan akan tetapi membina agar para kepala desa 
lebih berhaati-hati dan paham dengan pengelolaan dana desa 
agar sesuai dengan tujuan nawacita ketiga. 

Kini banyak desa membuktikan keberhasilannya. 
Pembangunan infrastruktur masif dilaksanakan. Desa 
menunjukkan kemampuannya mengelola potensi sumberdaya 
yang ada. Kemendesa mencatat dampak dari dana desa untuk 
infrastruktur sebagai penunjang aktivasi ekonomi masyarakat 
telah dibangun sekitar 158.169 kilometer jalan desa, 1.028.225 
meter jembatan, /.421 unit pasar desa, 35.145 unit kegiatan 
BUMDes, 4./11 unit tambatan perahu, 3.026 unit embung 
desa, 39.656 unit irigasi, dan 11.399 unit sarana olahraga desa. 


Selain itu, dana desa juga berdampak dalam meningkatkan 
kualitas hidup masyarakat dengan membangun 179.625 unit 
penahan tanah, 942.927 unit air bersih, 178.034 unit MCK, 
8.028 unit polindes, 39.920.120 meter drainase, 48.694 
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MENUNJANG AKTIVITAS 
EKONOMI MASYARAKAT 
A 


JALAN DESA 1 JEMBATAN : PASAR DESA 1 BUMDES 
158.619 KM 8 1.028.225 M 7.421 UNIT “81 35.145 KEGIATAN 


NIA 
UTU 


TAMBATAN PERAHU P9 EMBUNG 1 IRIGASI jga SARANA OLAHRAGA 
4.711 UNIT ' 3.026 UNIT ! 39.656 UNIT : 11.399 UNIT 4 


Daan - 


PENAHAN TANAH AIR BERSIH : MCK . POLINDES 
179.625 UNIT 942.927 UNIT 178.034 UNIT (3 8.028 UNIT 


ha 1 & 


DRAINASE : PAUD POSYANDU SUMUR 
39.920.120M 48.694 UNIT E 18.477 UNIT N 37.662 UNIT | 
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unit PAUD, 18.477 unit posyandu, dan pembangunan sumur 
sebanyak 37.662 unit. 

Pemerintah tak ragu lagi melaksanakan program ini. 
Terbukti desa mampu menunjukkan kemampuan membangun 
dari dalam. Pemerintah memfasilitasi dan membimbing. 
Kemendes PDIT dengan jurusnya memberikan panduan 


untuk membangun desa dengan jurus yang diluncurkan tahun 


lalu yaitu membangun desa melalui empat program prioritas. 


Keempat program prioritas tersebut adalah penguatan produ 


unggulan kawasan perdesaan (prukades), pembangunan 
embung desa, pembentukan Badan Usaha ilik Desa 
BUMDes), dan pembangunan sarana olahraga desa. 

Pada tahun 2018, Presiden Jokowi mulai melebarkan 
penggunaan dana desa untuk menjadi sumber penghasilan 
masyarakat. Melalui SKB empat menteri yaitu Kementerian 
Dalam Negeri (Kemendagri): Kementerian Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT): 


Kementerian Keuangan (Kemenkeu): dan Kementerian 


Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
(Kemenko PMK), dana desa dapat digunakan untuk program 
padat karya tunai (PKT) atau cash for work. 


EMPAT PROGRAM PRIORITAS 

Sejak Nawacita dicanangkan pemerintah, utamanya 
nawacita ketiga yaitu membangun Indonesia dari 
pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa, 
semua perhatian tertuju ke desa-desa. Nawacita ketiga 
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mengandalkan daerah-daerah desa sebagai motor penggerak 


pembangunan nasional. 


Sejum 


lah program disusun dan dijalankan, Kemendes PDTT 


yang memang dibentuk sebagai pengawal program itu pun 
menetapkan empat program prioritas untuk mewujudkan cita- 


cita tersebut. Prioritas pertama adalah pengembangan produk 


unggulan kawasan perdesaan (Prukades). Kedua, pembangunan 
embung. Ketiga, pengembangan Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDes) dan BUMDes Bersama, dan Keempat, revitalisasi 


sarana olahraga desa. 


menerbitk 


Desa Tahu 


utama pe 
pembangu 


Untuk mendukung empat program prioritas itu, 
ementerian ini telah menyiapkan payung hukum dengan 


an Peraturan Menteri (Permen) Desa, Pembangunan 


Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia 


omor 19 tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana 


n 2018. 


Dengan Permen itu, desa-desa dijadikan sasaran 


mbangunan sekaligus menjadi pengungkit untuk 
nan nasional dan pertumbuhan ekonomi secara 


nasional. 


Dengan Permen itu pula, pemerintah desa kini 


memiliki panduan yang jelas dalam mengelola dana desa 
yang mereka terima, sehingga tidak ada lagi desa yang salah 
mengalokasikannya. 


Empat program prioritas itu disusun melalui kajian 


yang mendalam dan dipercaya akan mendatangkan hasil 
yang memuaskan dan mampu meningkatkan kesejahteraan 


masyarakat desa. Produk pertanian misalnya, harus 
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Pengolahan jagung di KTM Tobadak, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat mampu mensuplai 54 
persen kebutuhan jagung di Sulawesi Barat. 


ditingkatkan dan memberikan nilai ekonomi yang tinggi. Untu 
itu perlu adanya dukungan sarana dan prasarana pertanian. 
Itulah sebabnya embung-embung harus dibangun untu 
menjamin proses produksi pertanian. 

Perekonomian juga harus berjalan dan bergerak lebih 


dinamis. Itulah sebabnya, pemerintah mendorong pendirian 
BUMDesdan BUMDes Bersama.Itu semuajugaharus dibarengi 
dengan kualitas sumber daya manusia yang baik dalam kondisi 
sosial yang kondusif. Itulah mengapa, pembangunan sarana 
olah raga desa menjadi salah satu dari empat prioritas program 
Kemendesa PDTT. 


1. PRUKADES 
Prukades (Produk Unggulan Kawasan Perdesaan) 
adalah salah satu dari empat prioritas yang dikerjakan oleh 
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Kemendes PDTT. Melalui program ini, pemerintah daerah 
diminta memfokuskan diri pada satu produk unggulan. Setiap 
desa dapat memilih fokus pengembangan apakah akan masuk 
ke bidang pertanian, kelautan, pariwisata, dan lain-lain. 

Produk unggulan berkaitan erat dengan skala ekonomi, 
dan ini sangat besar pengaruhnya terhadap perekonomian 


sebuah negara. Di negara-negara maju, produk pertanian 
sebuah daerah umumnya terfokus pada satu produk unggulan. 


Misalnya, daerah penghasil gandum, jagung, anggur, dan lain- 
lain, namun produk-produk tersebut memiliki skala ekonomi 
yang besar karena produk yang dihasilkan juga sangat banyak 
dan berkualitas. Besarnya skala ini menjadikan para tengkulak 


15 


tanilah yang 


tidak dapat memainkan perannya karena para pe 
memegang peranan. 

Skala ekonomi yang besar juga akan mendorong masuknya 
aneka dunia usaha ke desa-desa, terutama terkait pascapanen. 
Bahkan dunia usaha itu sendiri bisa dijalankan oleh masyarakat 


desa secara langsung melalui BUMDes, sehingga petani 
tidak akan lagi kesulitan memikirkan masalah pascapanen. 
Pergudangan, penjualan produk, pembiayaan dan lain-lain bisa 


dijalankan melalui BUMDes. 

Program Prukades dijalankan dengan mengklasterisasi 
desa sesuai dengan produk unggulan mereka. Misalnya, ada 
klaster yang fokus pada jagung, ada pula pada padi, buah- 
buahan, atau ada klaster lain yang mengunggulkan ternak sapi, 
dan banyak macam lainnya. Untuk pembentukan klaster ini, 


pemerintah pusat harus mengetahui benar produk-produk 
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Warga mengikuti perlombaan memancing di Embung Ranca Anis, Desa Muruy, Menes, Serang, 
Banten. Selain untuk mengairi persawahan, embung tersebut juga dijadikan tempat rekreasi warga. 


unggulan yang ada di masing-masing daerah. Itulah mengapa, 
Kemendes PDTT berulang kali menggelar pertemuan 
dengan para bupati untuk membahas potensi desa, sekaligus 


menginventarisasi aset yang dimiliki desa-desa. 

Tak hanya dengan bupati, pemerintah juga menggandeng 
pelaku usaha dari BUMN maupun swasta untuk ikut 
mendukungnya, termasuk dari kalangan lembaga keuangan. 


Pertemuan seperti ini merupakan momen penting untuk 
mendekatkan produk-produk perdesaan dengan pasar. 


2. EMBUNG 

Program Prukades tentu tidak akan bisa berhasil bila 
dibiarkan berjalan sendirian. Tanpa dukungan infrastruktur, 
tentulah mustahil target desa melahirkan produk-produk 
unggulan akan cepat tercapai. Ketersediaan air misalnya selalu 
menjadi masalah ketika musim kering tiba. Akibatnya, banyak 


Mm 
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lahan pertanian yang gagal panen. Sehingga, jangankan produk 
mereka menjadi unggulan bagi desa, bisa sekadar panen saja 
sudah dibilang beruntung. 

Itulah mengapa, mendampingi program  Prukades, 
pemerintah juga meluncurkan program penyediaan air 
untuk pertanian dengan membangun embung atau kolam 
penampungan air. Embung-embung diharapkan bisa mengairi 
lahan-lahan pertanian agar tetap berproduksi dengan 
baik meskipun ketersediaan air sangat terbatas, sehingga 
produktivitas lahan tetap terjaga. Embung diharapkan mampu 
menggandakan produksi pangan dari indeks pertanaman dari 
1,4 kali menjadi 2-3 kali setahun. 

Embung adalah sebuah bangunan konservasi air berbentuk 
kolam/cekungan untuk menampung air limpasan (run off) 


serta sumber air lainnya untuk mendukung usaha pertanian. 
Bentuknya sederhana, sebuah kolam berukuran cukup luas 
dibangun di atas lahan untuk menjadi tempat penampungan 
air yang sumbernya bisa dari mana saja, termasuk dari air 


hujan. Dengan demikian, embung juga bisa berfungsi sebagai 
penampung air hujan, sekaligus mencegah banjir. Dari kolam 
itulah kemudian dialirkan air ke areal-areal pertanian di 


sekitarnya. 

Embung dibutuhkan oleh desa-desa antara lain dengan 
ciri-ciri berikut: 
e Desa-desa yang mengalami kekeringan 
e Desa-desa yang tidak memiliki jaringan irigasi 


» Desa-desa yang memiliki komoditas pertanian 
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e Desa-desa yang mengandalkan sumber air minum dari air 
hujan dan mata air 
« Desa-desa yang tidak memiliki waduk, situ, danau, atau 


bendungan. 
Di tahun keempat pengucuran dana desa, kini telah 
terbangun sebanyak 3,026 unit embung yang tersebar di desa- 
desa. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyebutkan 
terdapat sedikitnya 4 juta hektare lahan tadah hujan kurang 


produktif yang akan mendapat manfaat dari tambahan 
pembangunan embung. Desa dengan lahan pertanian non- 
irigasi atau tadah hujan akan bisa dimanfaatkan sepanjang 


tahun. Embung penopang produksi pangan baik padi, jagung, 
bawang, ketela pohon, kedelai, maupun komoditas pangan lain. 

Bagi banyak desa, air sering kali menjadi masalah yang 
dilematis, sebab ketika musim kering air sangat sulit diperoleh, 


sebaliknya ketika di musim penghujan, air melimpah bahkan 
mendatangkan banjir. Misalnya, banjir yang menerjang desa- 
desa di Bima dan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang 


mendatangkan kerugian hingga Rp1 triliun pada Desember 
2016. Contoh lainnya terjadi di Kabupaten Sampang, Madura, 
Jawa Timur jugapada 2016, ketika sedikitnya 13 desa terendam 
air luapan sungai Kamuning. 

Sebaliknya, di musim kering, air justru sangat sulit 


diperoleh. Bahkan, pada 2016 kekeringan tidak hanya 
berdampak pada pasokan air minum, tetapi juga pasokan 
untuk pertanian. Di NTT misalnya, tercatat 3/5 desa 
mengalami krisis air. Selain itu, sebanyak 46 desa di Sampang 
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juga mengalami hal yang sama, yang di musim penghujan 
justru mengalami banjir. Di lima Kecamatan di Gunungkidul, 
DI Yogyakarta yang sering dilanda kekeringan juga demikian, 
tercatat 115 desa mengalami krisis air. 

Tentu, embung tidak hanya untuk mengairi pertanian. 
Sesuai fungsinya, embung bisa dimanfaatkan untuk banyak 
tujuan, misalnya peternakan, perikanan, pembangkit listrik 
dan lain-lain. Bahkan, bisa pula digunakan untuk berbagai 


kepentingan sekaligus atau multifungsi sesuai dengan 
kebutuhan. Misalnya, dilengkapi turbin, embung bisa berfungsi 
sebagai pembangkit listrik. 

Embung bisa mendukung intensifikasi pertanian sehingga 
bisa meningkatkan frekuensi panen, misalnya tanaman padi 
yang biasanya dipanen setahun sekali bisa menjadi dua atau 
tiga kali setahun. Selain itu, penampungan air juga menopang 
diversifikasi pertanian. Peningkatan hasil pertanian melalui 
variasi jenis tanaman seperti pola tumpang sari. Sebagai sebuah 


4 


olam, di dalam embung tentu saja bisa disebar ikan untuk 
usaha perikanan, termasuk sebagai obyek wisata pemancingan. 
Embung tidak hanya dikembangkan sebagai penampungan air, 


arena jikadikembangkan dengan baik, embungjuga bisa menjadi 


tempat wisata yang dapat menjadi sumber pendapatan desa. 


3. BUMDES DAN BUMDES BERSAMA 
Salah satu program prioritas Kementerian Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah 


menggerakkan perekonomian desa melalui Badan Usaha 
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Ternak itik pedaging BUMDes Harapan Jari di Desa Simpang Bangkuang, Paku, Barito Timur, 
alteng untuk konsumsi warga, keuntungan rata-rata setiap panen sebesar Rp7.000.000. 


ilik Desa (BUMDes) dan BUMDes Bersama. Inilah lembaga 
ekonomi yang multiguna, karena selain sebagai sebuah badan 
usaha, BUMDes juga hadir untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat desa sekaligus membantu penyelenggaran 
pemerintahan desa. 
Tidak ada perbedaan siginifikan di antara BUMDes dan 
BUMDes Bersama, yang membedakannnya hanyalah lokasi 
eberadaan dan para pengelola badan usaha tersebut. Jika 
BUMDes berada dan didirikan oleh satu desa, maka BUMDes 
Bersama didirikan oleh beberapa desa yang berada dalam 
lingkup kecamatan, karena itu BUMDes Bersama juga bisa 
disebut sebagai BUMDes antar-desa. Dalam hal ini, dua atau 
lebih desa bermusyawarah dan bersama-sama membentuk 
sebuah BUMDesyangkarena itulah disebut BUMDes Bersama. 
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Sesungguhnya, sudah sejak lama di desa tumbuh lembaga- 
lembaga ekonomi, salah satunya adalah koperasi. Sehingga 


kerap muncul pertanyaan, mengapa harus ada BUMDes dan 
BUMDes Bersama, bukankah sudah ada koperasi. 
Tentu saja, keberadaan koperasi dan BUMDes adalah dua 


hal yang terpisah dan memiliki signifikasi yang berbeda pula. 
Singkatnya, jika koperasi dibentuk oleh beberapa warga desa 
dengan tujuan mendapatkan keuntungan untuk dibagikan 


epada para anggotanya, maka BUMDes dan BUMDes 
Bersama didirikan oleh pemerintah desa dan warga desa. 
Hasil keuntungan dari BUMDes dan BUMDes Bersama itu 
dikembalikan kepada desa untuk digunakan bagi kepentingan 


warga desa. 
Dilihat dari pihak-pihak pendirinya, jelas sekali terlihat 


perbedaan antara koperasi dengan BUMDes dan BUMDes 


Bersama. Sehingga terlihat pula, bahwa pemegang kekuasaan 
tertinggi di koperasi adalah para anggotanya, yang dalam hal 
ini disebut sebagai Rapat Anggota. Sedangkan pemegang 
ekuasaan tertinggi BUMDes dan BUMDes Bersama terletak 


pada Musyawarah Desa. 


Program BUMDes merupakan amanat dari UU No 6 Tahun 


2014 tentang Desa, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8/ 
bahwa: (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang 
disebut BUM Desa: (2) BUM Desa dikelola dengan semangat 
kekeluargaan dan kegotongroyongan: dan (3) BUM Desa dapat 
menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/ atau pelayanan 


umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
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undangan. Selanjutnya terkait pengelolaan BUMDes, diatur 
dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang 
Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran 
Badan Usaha Milik Desa. 

Sejak Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi mendorong pembentukan BUMDes dan 
BUMDes Bersama, terlihat sekali jumlah BUMDes dan 


BUMDes bersama tumbuh sangat signifikan. Jika pada 2014 
jumlah BUMDes baru sekitar 1.022 unit, maka pada 2016 
bertambah hingga mencapai 14.686 Unit. Setahun kemudian 


atau hingga April 2017, jumlahnya telah mencapai 18.446 
unit. Dan pada tahun 2018 jumlah BUMDes tercatat sebanyak 
35.145 unit. 


3.1. Holding BUMDes 
Semakin banyaknya jumlah BUMDes yang tumbuh, tentu 
harus diimbangi dengan peningkatan kinerja dan tata kelola, 


arena itu Kemendes PDIT juga kini tengah mendorong 
pembentukan semacam holding BUMDes. Tujuannya, selain 


untuk meningkatkan kinerja, juga untuk menjadi moral hazard 


agar BUMDes tidak dijadikan ladang keuntungan bagi orang 
perorang atau para pengurusnya. Saat ini, sudah dibentuk pilot 


project di sejumlah provinsi. 

Untuk membentuk holding ini, Kemendes PDTT bekerja 
sama dengan sejumlah pihak, antara lain dengan bank-bank 
BUMN dan Perum Bulog. Melalui kerja sama dengan Bulog 
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misalnya, dianggarkan dana sebesar Rp10 miliar untuk 
pembentukan holding BUMDes, yakni PT Mitra BUMDes 
usantara yang operasionalnya bekerja sama dengan Koperasi 


Pegawai dan Pensiunan Perum Bulog Seluruh Indonesia 
Kopelindo). 
Holding bentukan Bulog itu nantinya akan berperan sebagai 


penyedia infrastruktur pascapanen, sekaligus mendistribusikan 
dan menjual hasil panen. Sedangkan penanamannya dilakukan 
oleh BUMDes-BUMDes yang ada, sehingga dalam hal ini 
holding tidak ikut serta menanam. 


PT Mitra BUMDes itu nantinya akan membeli produk- 
produk yang dihasilkan petani melalui BUMDes-BUMDes yang 
ada untuk kemudian ditampungoleh Perum Bulog. Dengan cara 
itu, mata rantai distribusi menjadi lebih singkat sehingga petani 


juga bisa mendapat harga yang lebih baik. Selama ini petani 


memang selalu menemui kesulitan dalam mencari pasar, selain 
tentunya terbelit persoalan permodalan. 
Selain membeli produk petani, kehadiran PT Mitra 
BUMDes juga memberikan manfaat lain, yakni menyediakan 


R5 


tuhan petani seperti pupuk dan obat-obatan tanaman. Pola 


ebu 


erja sama inilah yang juga dikembangkan di berbagai daerah. 


3.2. Aneka Usaha 
BUMDes bisa didirikan untuk mengelola aneka jenis usaha. 


Antara lain, usaha jasa yang meliputi lembaga keuangan mikro, 
jasa angkutan darat dan air, listrik desa, pengelolaan air bersih, 
perdagangan, pergudangan, dan usaha lain yang sejenis. Ada 
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Tenun Alor, NTT dikenal memiliki beragam corak hias dengan proses pewarnaan alami. 


pula yang bergerak di bidang penyaluran sembilan bahan pokok 
ekonomi desa. 

Sektor lainnya yang bisa digeluti adalah penyediaan input, 
pembinaan, dan penanganan pascaproduksi hasil pertanian 
meliputi tanaman pangan dan hias, perkebunan, peternakan, 
perikanan, dan agrobisnis. Usaha kerajinan juga bisa menjadi 
sektor usaha andalan BUMDes seperti kerajinan rakyat, pasar 
desa wisata, pengelolaan air minum, dan lain-lain. 

Sebelum membentuk BUMDes, perlu diperhatikan dulu 
sejumlah hal. Antara lain, adanya kebutuhan masyarakat, 


sumber daya, dan adanya unit usaha masyarakat. Dalam hal 
kebutuhan masyarakat, perlu diketahui kebutuhan apa saja 
yang diperlukan masyarakat desa dalam rangka pemenuhan 
kebutuhan pokok. 


Kala Roda Ekonomi Makin Kencang Berputar 


Sedangkan untuk sumber daya, harus diketahui apa saja 
sumber daya alam yang belum dimanfaatkan secara optimal, 
terutama yang menjadi kekayaan desa. Begitupun dengan 
sumber daya manusianya, harus diketahui siapa yang mampu 
mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian 
desa. Perlu juga diketahui apakah sudah ada unit usaha yang 
menjadi kegiatan ekonomi masyarakat yang dikelola secara 


1 


parsial dan kurang terakomodasi. 


4 


Satu hal yang penting yang patut diperhatikan saat 


mendirikan BUMDes adalah menetapkan rencana yang 
matang. Sebab, kegagalan pelaku usaha di tahun pertama 


umumnya karena ketidakmampuan membuat perencanaan 


bisnis yang matang. Dengan perencanaan usaha, pelaku 
usaha bisa mengantisipasi faktor ekstrinsik dan intrinsik yang 
berpengaruh pada jalannya usaha, merancang prospek usaha, 


serta permodalan. Kedudukan perencanaan usaha sangat 
penting karena risiko dan cara untuk mengantisipasi akan 


terukur dengan jelas. 
Itulah mengapa, Kemendes PDIT juga merasa 
berkepentingan membekali para pengurus BUMDes dan 


BUMDes Bersama dengan pengetahuan yang cukup mengenai 
seluk beluk BUMDes. Sejumlah kegiatan dan program 
dijalankan untuk tujuan ini. Misalnya, menyelenggarkan 


workshop peningkatan sumber daya manusia pengelola 
Bumdes dan BUMDes Bersama di berbagai kota. 

Dalam workshop tersebut, dihadirkan pembicara yang juga 
merupakan praktisi dunia usaha. Selain membagi ilmu mengenai 
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manajemen wirausaha, mereka juga memberikan kiat-kiat untuk 
membaca kebutuhan pasar sebagai syarat mutlak pendirian 
BUMDes. Bahkan khusus untuk pendampingan bidang 
keuangan, Bank BNI bekerjasama dengan Kemendes PDTT 
menyelenggarakan pelatihan di 1.500 BUMDes setiap tahun. 


4. SARANA OLAHRAGA DESA 

Program Sarana Olahraga Desa juga menjadi pelengkap 
dari empat program prioritas yang dicanangkan Kemendes 
PDTT. Pembangunannya dilakukan oleh warga desa langsung 
secara bergotong royong, dengan dana sekitar Rp50 juta yang 
berasal dari Dana Desa. 

Melalui program itu, semua desa bisa memiliki atau 
merevitalisasi sarana olahraga menggunakan dana desa. Dana 


yang dialokasikan berkisar antara Rp50 juta hingga Rp100 juta. 


Lapangan olahraga di Kampung Naga, Desa Neglasari, Salawu, Tasikmalaya, Jawa Barat. Kaum 
Naga yang tinggal di desa adat tersebut sebanyak 300 orang dari 101 kepala keluarga dengan 
113 bangunan, terdiri dari 110 rumah yang setia menjaga budaya dan lingkungannya. 
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Syaratnya, pembangunan itu harus disetujui dan disepakati 
oleh warga melalui musyawarah desa. 

Kehadiran sarana olahraga desa dapat memenuhi 
kebutuhan sosial masyarakat untuk berinteraksi, bersilaturahmi, 
memperoleh sarana hiburan, sekaligus menjadi tempat untuk 


menyalurkan bakat para pemuda desa. Dengan adanya kegiatan 
semacam ini, pemuda desa diharapkan bisa terhindar dari 
berbagai aktivitas negatif seperti pergaulan bebas, narkotika, 
minuman keras, dan lain-lain. 


Pada 2016 Kemenpora telah menyelenggarakan Liga 
Desa guna mencari bibit atlet sepakbola di desa-desa. Liga 


Desa akan terus diselenggarakan dengan lebih besar, oleh 
arena itu, kehadiran lapangan olah raga di desa menjadi sangat 
penting. Tahun 2018 ini juga telah diselenggarakan Liga Santri 


usantara di Bengkulu. 

Sebuah lapangan tentu tidak hanya menjadi sarana untuk 
berolahraga. Bagi warga desa, segala aktivitas yang berlangsung 
di sana adalah juga hiburan yang mengundang banyak orang 
untuk datang. Maka, di sana akan tumbuh aktivitas ekonomi, 
semacam perputaran ekonomi dalam skala kecil. Pedagang 
akan datang menjajakan aneka dagangan, mulai dari makanan 
minuman hingga mainan anak-anak. Masyarakat juga dapat 
memasarkan produk unggulan desa, apalagi ajang seperti Liga 


Desa akan melibatkan banyak warga yang datang dari desa- 
desa di sekitarnya. 

Sarana olahraga desa selain untuk berolahraga juga 
dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dan kekeluargaan 
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antarwarga desa, sehingga stabilitas sosial dapat terjaga. Desa 
dengan segala hiruk pikuknya juga menjadi semakin semarak. 


PADAT KARYA TUNAI (PKT) 

Dana Desa yang digelontorkan pemerintah langsung 
ke desa pada tahun 2018 tidak hanya digunakan untuk 
pembangunan infrastruktur dasar. Dana desa kini dapat 


KEBIJAKAN DANA DESA UNTUK UPAH TENAGA KERJA 


SWAKELOLA DARI KEGIATAN DANA DESA 


ANALISA KOMPONEN BIAYA PER MENU KEGIATAN PADA PEMANFAATAN DANA DESA 


Jalan 15 70 Oa MCK 30 67 
Pasar Desa 30 69 D8 | Sumur 30 67 
aa Talud 22 75 Air Bersih 30 67 
| rigasi 40 ay | Sarana Olahraga 30 67 
Embung 38 18 PAUD 30 67 
PS Drainase 30 67 Posyandu 30 67 
Jembatan 15 70 Polindes 30 


30 Hari 10,0 
60 Hari 5,0 6,6 
90 hari 3,3 44 


Minimum 3096 dari dana desa digunakan untuk upah tenaga 
3096 upah menciptakan 300 juta hari orang kerja (HOK) dan 
untuk 4096 menciptakan 400 juta hari orang kerja dan setara 6,6 juta tenaga kerja. 
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Warga membangun jalan secara padat karya tunai di Desa Parahangan, Kahayan Tengah, 
Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. 
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menjadi penghasilan bagi warga yang terlibat dalam 
pembangunan infrastruktur desa. Pemerintah telah 
mengeluarkan SKB 4 Menteri terkait pengalokasian dana desa 
untuk tahun 2018. Empat Kementerian yang dimaksud adalah 
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Desa, 


Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes 


PDTT), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian 
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
(Kemenko PMK). 

Surat Keputusan Bersama itu diterbitkan dalam rangka 
menyelaraskan kebijakan yang akan diterapkan masing- 
masing kementerian terhadap dana desa dari pusat pada 
tahun 2018. Karena 4 Kementerian di atas memiliki 
wewenang dan fungsinya masing-masing dengan anggaran 
desa dari pusat. Adapun wewenang Kementerian Keuangan 
antara lain menyangkut mekanisme penyaluran dan 
pengalokasian terhadap besaran dana yang akan dikucurkan 


ke pemerintah Desa. Kementerian Dalam Negeri memiliki 
akses ke Pemerintahan desa khususnya mengenai Payung 
Hukum atau perundang-undangan yang terkait dengan 
administrasi pemerintahan desa. 


Sedangkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 
Teringgal, dan Transmigrasi dibentuk sejak Pemerintahan 
Jokowi memiliki peran pentingterhadap penggunaan dana desa. 
Kemendes PDTT ini bertugas mengawal dan mendampingi 
kemajuan pembangunan desa dan peningkatan ekonomi 
masyarakat desa dalam pelaksanaan penggunaan dana desa. 
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pemerintah terha 


Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 kementerian tersebut 
berfungsi antara lain : 


emastikan lancarnya program Padat Kar 
sudah di rencanakan Pemerintah mulai awal 


afirmatif. 


dengan aturan dan kebijakan daerah. 
eningkatkan pemberdayaan masyarakat d 


sasaran dan tepat waktu. 


ya Tunai yang 
Januari 2018. 


engakomodasi kesenjangan status desa melalui kebijakan 


ewujudkan sinergi antara kebijakan Pemerintah Pusat 


Esa. 


enertibkan tata kelola keuangan desa yang simple, tepat 


SKB 4 Menteri ini perlu diterbitkan agar program 


dap perkembangan dan kemajuan desa 


benar-benar bisa diwujudkan dengan cepat, aman, dan tertib. 


Sejak awal Januari 2018 Pemerintah mulai menerapkan 


program Padat Karya Tunai terhadap kegiatan 
di pedesaan. Di mana sistem pengerjaan proyek 


pembangunan 
desa langsung 


dikelola oleh masyarakat setempat. Dan tidak dibenarkan lagi 


menggunakan pihak ketiga atau kontraktor. Kare 
Semua Proyek Desa Gunakan Sistem Swakelola Dana Desa. 


menyasar 1.000 desa tertinggal. 


Tahap pertama dari program padat karya 


diambil dari 100 Kabupaten. Dan masing-masi 
terdapat 10 desa. 

Selain daerah tertinggal, yang akan menjadi sasaran 
prioritas pengoptimalan dana desa adalah desa dengan angka 


stunting atau kekurangan gizi tinggi. 
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Bidan menimbang balita di Posyandu Desa Tanggungharjo, Tangggungharjo, Grobogan, Jawa Tengah. 
Pelayanan Posyandu diadakan secara rutin dan berkala guna mengontrol kesehatan warga desa. 


PENANGANAN STUNTING 

Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dan 
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat 
daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan 
merupakan jabaran dari nawacita ke-5 dan ke-3. Namun, 
Upaya menghadirkan generasi emas Indonesia ini dibayangi 
ehadiran stunting yang masih mengancam. Stunting merujuk 
pada kondisi tinggi anak yang lebih pendek dari tinggi badan 
seumurannya. Stunting terjadi lantaran kekurangan gizi dalam 
waktu lama pada masa 1.000 hari pertama kehidupan (HPK). 

Indonesia saat ini tengah bermasalah dengan stunting. Hasil 
Riset Kesehatan Dasar (Riskedas) 2013 menunjukkan prevalensi 
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stunting mencapai 37,2 persen. Stunting bukan perkara sepele. 


Hasil 


B 


5 


menghambat 
rasio pendudu 


esehatan nasional ya 


menular seperti jantu 
potensi 


k usia 


4 


masyarakat 


Menyi 


Desa. 


riset Bank Dunia 


egemukan sehingga renta 


Pi 


yang berhubungan denga 


dalam Peraturan Menteri 
Desa. Pendekatan spesifi 


kesehatan ibu hamil, pemer 


api hal tersebut Kemendes P 
penuh menekan angka stu 


Ha 


n terhadap serangan 


menggambarkan kerugian akibat 
stunting mencapai 3—11 persen dari Pendapatan 
uto (PDB). Dengan nilai P 


Domestik 


DB 2015 sebesar Rp11.000 Triliun, 
erugian ekonomi akibat stunting di Indonesia diperkirakan 
mencapai Rp300-triliun—Rp1.210 triliun per tahun. 

Besarnya kerugian yang ditanggung akibat stunting 
lantaran naiknya pengeluaran pemerintah terutama jaminan 


ng berhubungan dengan 


penyakit tidak 


menular seperti jantung, stroke, diabetes atapun gagal ginjal. 


Ketikadewasa, anakyangmenderitastuntingmudah mengalami 


penyakit tidak 


ng, stroke ataupun diabetes. Stunting 
transisi demografis Indonesia dimana 
tidak bekerja terhadap penduduk usia 
erja menurun. Belum lagi ancaman pengurangan tingkat 
intelejensi sebesar 5—11 poin. Stunting pun menjadi ancaman 


DTT berkomitmen 
nting di Indonesia. Ragam kegiatan 
n penanganan stunting terwadahi 


Desa terkait pemanfaatan Dana 


k seperti memperbaiki gizi dan 


iksaan ibu hamil minimal 4 kali serta 


mendapat tambah darah m 


inimal 90 tablet selama kehamilan, 


pemantauan tumbuh kembang di Posyandu menjadi indikator 
yang diukur dalam kegiatan Program Generasi Sehat dan 
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Cerdas yang berada di bawah naungan Kemendes PDTT yang 
dibiayai oleh dana desa. 
Di sisi lain pendekatan tidak langsung atau sensitif seperti 


penyediaan air bersih, fasiltas sanitasi serta layanan kesehatan 
pun tercakup lewat dana desa. Sejak 2015—2018 terbangun 
178.034 sarana Mandi Cuci Kakus (MCKJ), 942.927 unit air 
bersih dan 37.662 unit sumur yang didanai Dana Desa. 

Desa diharapkan menjadi ujung tombak dalam upaya 


Pemerintah Indonesia menekan angka stunting. Kemendes 
PDTT sudah menerbitkan Buku Saku Desa dalam Penanganan 
Stunting yang dapat menjadi panduan bagi warga desa dalam 


ikhtiar menggerus stunting agar tidak menjadi beban di masa 
mendatang. 


AKADEMI DESA 4.0 
Akademi Desa 4.0 bertujuan meningkatkan kualitas 
sumber daya manusia (SDM) di desa, perdesaan, daerah 


tertinggal, dan transmigrasi. Program itu bertujuan menguatkan 
apasitas warga desa dalam pembangunan melalui sertifikasi 
profesi dan peningkatan kualitas lembaga-lembaga pelatihan 


pembangunan desa melalui akreditasi. Ini adalah bentu 
modern dari pelatihan konvensional. Melalui e-learning, secara 
virtual konsep ini mampu menghemat waktu, biaya, dan tenaga, 


baik bagi pelaksana, pelatih, maupun peserta. 

Para peserta pelatihan terdiri atas pengurus Badan Usaha 
ilik Desa (BUMDes), perangkat desa, pengelola kegiatan 
desa, pendamping dan pengelola lembaga kemasyarakatan, 
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serta kepala desa, yang dianggap masih membutuhkan 
bantuan. 

Program ini sudah lama digagas untuk memfasilitasi 
kompetensi dalam pembangunan desa. Akademi Desa 4.0 
ditargetkan mempercepat peningkatan kualitas SDM di desa, 
kawasan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi. 
Akademi desa tidak berbeda dengan jenis pelatihan lain, namun 
dilaksanakan secara virtual. 

Sejalan dengan perkembangan teknologi yang kini 
memasuki era digital. Dengan metode ini, tidak mewajibkan 
pertemuan antara pelatih dan peserta yang akan mengurangi 
biaya. Peserta akan mengikuti tes dan akan mendapatkan 
sertifikasi bila berhasil. Adapun pelatihan yang diikuti peserta, 
dapat memilih sesuai kebutuhan praktis untuk meningkatkan 


ualitas hidupnya sesuai kebutuhan masing-masing. 
Perubahan menuju Indonesia 4.0 di wilayah desa 
membutuhkan penguatan SDM. Komputerisasi pada 


pemerintahan desa telah meningkatkan kebutuhan SDM 
terlatih sebanyak 2 persen antara 2015-2016. 
Kebutuhan tersebut dijawab melalui berbagai 


program pelatihan bagi pemerintah dan warga desa yang 
diselenggarakan lembaga swasta. Sayang, bersamaan dengan 
itu muncul keluhan perihal kualitas pelatihan tersebut, tidak 
bisa langsung dipraktikkan, tidak selalu mengikuti aturan yang 
sudah ditetapkan pemerintah, berbeda-beda substansi dan 
hasilnya dari menurut pelatihan yang beragam, sehingga biaya 


pelatihan dinilai terlalu mahal. 
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OLNYMANd LIDIS :OLO4 


Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko P Sandjojo mewisuda 
90 pegiat desa yang telah mengikuti pelatihan Akademi Desa 4.0 angkatan pertama di Kampus 
UPN Surabaya, Jawa Timur. 


Untuk memenuhi kebutuhan kualitas SDM di desa yang 
mampu menyongsong Indonesia 4.0, serta mengurangi 
permasalahan pelatihan-pelatihan desa yang selama ini 


dijalankan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi mendirikan Akademi Desa 4.0. 


Pelaksanaan Akademi Desa 4.0 juga dibantu Badan 
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 
serta Forum Perguruan Tinggi Desa (Pertides) dalam pemberian 
materi pelatihan. 
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Meretas Jalan 
Kemakmuran melalui 
Gerakan Inovasi Desa 
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eberhasilan Negara Inggris menjadi salah satu 

Negara paling maju di dunia tak lepas dari penerapan 

kebijakan publiknya yang inovatif. Sisi inovasinya 
bukan hanya terletak pada keberhasilan masyarakatnya 
menemukan mesin uap sehingga kapasitas produksi tekstil 
melipat ganda. Tapi ada pada revolusi politik yang mampu 
melahirkan seperangkat institusi politik dan ekonomi yang 
hasdanlebihinklusif dari masa-masasebelumnya. Kelahiran 
institusi-institusi tersebut sangat besar implikasinya, sebab 
hal itu bukan saja memengaruhi insentif ekonomi dan 
emakmuran rakyat Inggris, tapi juga menentukan pihak- 
pihak mana saja yang bakal meraup kemakmuran (Acemoglo 
dan Robinson, 2014). 
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Disrupsi UU Desa 

Dalam hal inovasi kelembagaan menuju tatanan Negara 
yangmakmur, maka Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang 
Desa dapat ditempatkan sebagai sebuah disrupsi. Yaitu sebuah 
inovasi yang dilakukan rakyat Indonesia untuk mengubah tata 
elola pembangunan yang di era-era sebelumnya cenderung 
memarjinalkan desa kepada era yang inklusif kepada desa. 
Paling tidak ada lima perubahan pokok atau pembaharuan 
bersifat disruptif yang terkandung di dalam Undang-Undang 


Oo. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sehingga secara normatif 
tata kelola desa saat ini dipandang oleh sebuah aturan yang 


lebih visioner dibanding aturan-aturan yang pernah hadir 
sebelumnya. Kelima perubahan pokok tersebut: demokratisasi 
desa, pengakuran keragaman desa, pemberian kewenangan 
desa baik berdasarkan rekognisi maupun subsidiaritas, 
perencanaan integratif (one village, one planning, and one budget) 
serta konsolidasi keuangan dan redistribusi aset desa. 


Sebelum UU Desa lahir empat tahun lalu, penyelenggaraan 
pembangunan nasional dari satu orde ke orde pemerintahan 
berikutnya, berhenti di daerah. Karenanya untuk beberapa 
dekade lamanya, Desa hidup dalam kesendirian. Kepemimpinan 
Orde Lama yang berlangsung tidak lama, sama sekali tak mampu 
meletakan Desa sebagai subjek pembangunan. Padahal di era 


feodalisme maupun kolonialisme, ciri Desa sebagai kesatuan 


omunitas berpemerintahan dan berdaulat masih tumbuh dan 
bertahan, sekalipun kedua sistem tersebut cenderung antidesa. 


Dengan gaya sentralismenya, pemerintahan Orde Baru juga 
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tak berhasil meninggalkan epik baik tentang keberhasilan 


negara dalam memuliakan Desa. Sebaliknya, secara mencolok, 
pemerintahan ini malah melahirkan UU No. 5 Tahun 1979, yang 
mengkorporatisasi politik desa, menciptakan stabilitas politik, 
memperkuat birokratisasi serta kontrol politik agar pemerintah 
desa loyal, sehingga proses penetrasi modal ke desa dapat 
berjalan tanpa perlawanan desa (Eko dan Rozaki, Eds, 2005). 
Proses negaranisasi dan kapitalisasi Desa di era Orde Baru 


pada akhirnya tidak berhasil menciptakan kesejahteraan bagi 
masyarakat Desa. Dengan pendekatan ini, pemerintah Orde 
Baru malah menjauhkan Desa dari kewenangan aslinya. Padahal 


kewenangan asli desa inilah yang sebenarnya menjadi sumber 


energi Desa untuk menyejaman dan bertahan hingga sekarang. 


Kewenangan asli desa juga bisa disetarakan dengan soko guru 


utama kehidupan sebuah negara bangsa Indonesia. Karenanya, 
tidak mengherankan bila Sang Proklamator, Mohamad Hatta, 
pernah mengingatkan bahwa kejayaan bangsa Indonesia itu 


4 


tidak terletak pada nyala obor di Jakarta, tapi nyalanya lilin-lilin 

di desa. Sayangnya, wewaler ini terabaikan cukup lama meski 

epemimpinan nasional silih berganti dari masa ke masa. 
Kemiskinan dan kemakmuran yang menghampiri suatu 


negara menurut Acemoglu dan Robinson (2014) bukan karena 
faktor budaya, geografis ataupun kekayaan sumber daya 
alamnya. Melainkan sistem politik inklusif yang dianutnya. Bila 
dilihat dari kacamata ini, maka disrupsi tata kelola desa dan 
pembangunan desa yang ditawarkan UU Desa pada hakikatnya 


menawarkansistem pengetahuan baru mengurus danmengatur 
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Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Panjaitan mengamati 
Drone Smart Farming 4.0 seusai membuka Sail Moyo Tambora 
2018 di Pelabuhan Badas, Sumbawa, NTB. 
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Desa yang jauh lebih inklusif dari model-model sebelumnya. 
Setelah UU No. 5 Tahun 19/79 yang bersifat ekstraktif tersebut 
didisrupsi oleh UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan 


celah 
belum 
untuk 
yang di 
La 
desa u 


Daerah da 


bem 


mengurus dan me 
milikinya. 

hirnya UU Desa menjadi momentum berharga bagi 
ntuk bergerak merebut kedaulatan ekonomi politiknya 


n UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 
Daerah, pemerintah sudah jauh lebih inklusif, dengan membuka 
bangunan desa. Sayangnya, kedua UU tersebut 
sepenuh hati memberikan kewenangan kepada desa 
ngatur sesuai dengan sumber daya 


yang selama ini tersedot ke dalam gentong pelaku pasar yang 


monopolistik. Dengan adanya kewenangan rekogn 
subsidiaritas yang diberikan oleh negara, desa memiliki peluang 


lebih longgar untuk berprakarsa hingga melaksanakan p 


epada sumber da 
Apalagi bergantung pada pemodal swasta. Rekognisi 
mengandung 
desa yang secara 
mengatur dirinya dalam kaitan kehidupan sosial budayanya 


Desa tidak ha 


maupun kegiatan pembangunan. Bahkan rekognisi dal 
nya sekadar mengakui dan menghormati desa 


isi dan 


rogram 


pembangunan sendiri, tanpa harus bergantung secara mutlak 
ya dari negara yaitu keuangan pembangunan. 


di sini 


maksud bahwa Negara mengakui keberadaan 
asali memiliki kemampuan mengurus dan 


am UU 


sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan tidak lagi 


sebagai sub pemerintahan nasional ataupun sub pemerintah 
kabupaten. Bukan pula menghormati kewenangan, hak a 


maupun susunan asli pemerintahan desa. Tapi menga 
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egara untuk menindaklanjuti sila kelima Pancasila yaitu 
menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 
melalui strategi redistribusi aset ekonomi baik dalam bentuk 
penyaluran anggaran pembangunan yang bersumberkan APBN 
dan APBD, maupun dalam bentuk penyerahan aset Negara 


epada rakyatnya. 

Subsidiaritas berkait dengan pengejewantahan 
ewenangan desa. Dalam kaitan ini, Eko (2017) berpendapat 
bahwa subsidiaritas secara prinsipil menegaskan alokasi 
atau penggunaan kewenangan dalam tatanan politik dengan 
tidak menyerahkan kedaulatan tunggal di tangan pemerintah 
pusat. Justru, tambahnya, subsidiaritas mengadung empat 
makna penting, yaitu pertama, urusan lokal atau kepentingan 


masyarakat setempat yang berskala lokal lebih baik ditangani 


oleh desa. Kedua, Negara bukan menyerahkan kewenangan 
seperti asas desentralisasi, melainkan menetapkan kewenangan 
lokal berskala desa menjadi kewenangan desa melalui UU. 


Ketiga, pemerintah tidak campur tangan atas kewenangan 


desa, melainkan mendukung dan menfasilitasi desa. Keempat, 
pemerintah tidak menentukan target-target kuantitatif dengan 


bingkai program secara seragam dan terpusat. 
Dengan demikian pada hakikatnya, UU Desa 
mengembalikan kewenangan desa yang hilang sebagai 


akibat penyeragaman desa. Desa sempat direduksi hanya 
menjadi kesatuan administrasi dan birokrasi pemerintah 
supradesa. Sementara elemen lainnya yakni masyarakat 


berikut sumber daya alam di dalamnya dibiarkan menjadi 
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ajang eksploitasi kegiatan pembangunan ekonomi politik 
supradesa dan swasta. Karena itu, komitmen pemerintah di 
bawah Presiden Joko Widodo untuk memuliakan desa melalui 


KemendesPDTT adalah pelaksanaan disrupsi UU Desa atas 
kelembaman kebijakan-kebijakan sebelumnya yang cenderung 
meminggirkan desa. 


Berpihak pada Kelompok Terpinggirkan 


Pada tahun 2018 perjalanan pelaksanaan UU Desa 
memasuki tahun ke-4. Seluruh formula program Kemendes 
PDTT untuk desa selalu berupaya disandarkan pada akar 


visioner UU Desa. Visi dan misi progresif UU Desa yang 
menerjemah dan mengalir bersama program Kemendes 
PDTT tersebut telah menunaskan desa-desa mandiri. 


eski belum semuanya, dan di sana-sini masih mendapat 


ritik, program Kemendes PDTT yang mengalir ke desa 


setiap tahun selalu menyapa dengan membawa semangat 
membangun desa dari dalam. Membangun dari dalam 
mengandung maksud bahwa Kemendes PDTT berupaya 
mengurangi penyelenggaraan program ke atau untuk 
desa yang bersifat intervensionis. Justru sebisa mungkin 


malah bersinergi dengan kegiatan pembangunan yang 
dilaksanakan oleh desa itu sendiri. 


Demikian pula dengan berbagai prakarsa desa dalam 
merencanaan dan membelanjakan anggaran pembangunan 
yang dimilikinya. Prakarsa yang tumbuh dari dalam desa telah 
menumbuhkan kuncup-kuncup perubahan dan kemajuan. 
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Perubahan dan kemajuan desa di sini tentu bukanlah sekadar 
bertambahnya sarana fisik seperti jalan, embung, fasilitas 
kesehatan dan pendidikan. Tapi juga dialektika kehidupan civil 
society yang sedang menuju ke titik horizon positif. Hal tersebut 
terindikasi dari semakin dinamisnya kehidupan bidang politik, 


demokrasi, dan sosial kemasyarakatan di Desa. Kepercayaan 
diri pemerintah desa semakin menguat dalam menjalankan 
roda pemerintahan yang mengembangkan prinsip-prinsip good 


dan open governance. Untuk soal keterbukaan anggaran, dapat 


dipastikan semua Desa selalu menginformasikan struktur 
APBDesa kepada warga baik dengan memasang baliho maupun 
via website desa. Demikian pula dengan geliat masyarakat desa 


menuju active citizen dalam berpartisipasi membangun Desa. 
Warga, laki-laki, perempuan, kaum difabel, remaja dan anak- 
anak tak segan lagi untuk terlibat dalam arena politik kebijakan 
desa seperti hadir dan bersuara dalam forum perencanaan dan 
penganggaran pembangunan desa. 

Memang partisipasi ataupun keterlibatan masyarakat 
dalam forum-forum perencanaan pembangunan desa belum 
bisa dikatakan mampu menghadirkan representasi warga 
secara substantif, sehingga arah dan kebijakan pembangunan 
desa yang disusun oleh pemerintah desa berpihak pada 
rakyatnya, terutama warga yang termajinalkan dari orbit 
persaingan ekonomi dan politik seperti petani, pekebun, dan 
nelayan. Sebagai contoh, di Sumatera banyak sekali desa- 
desa yang di dalamnya terhijaukan dengan ribuan hektare 


perkebunan sawit. Hal itu berarti bahwa desa-desa tersebut 
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pada hakikatnya dihuni oleh para pekebun sawit, baik pekebun 
plasma maupun pekebun mandiri (smallholder). Namun, tidak 


semua desa bersawit, struktur APBDesanya mengandung 
program/kegiatan pembangunan yang berorientasi 
memberdayakan ataupun membangun kedaulatan warganya 
yang notabene berstatus sebagai pekebun. 

Meski demikian, harapan atas tumbuhnya desa yang 
berpihak pada kaum marjinal tetap ada. Narasi pelaksanaan 


Dana Desa berikutyangdihimpun langsung daricerita beberapa 


nelayan di Desa Jabulenga dan juga pendamping desa dan 
pendamping lokal di Kabupaten Kepulauan Aru, kiranya dapat 


menguatkan kesimpulan tersebut, di mana pemanfaatan Dana 


Desa telah dialirkan pada kebutuhan dan kepentingan kaum 
terpinggirkan, nelayan. 


Jabulenga dikenal sebagai desa penghasil udang. 
Darisekitar 123 KKyangada, hampir 100 persen kepala 
eluarganya bermata pencaharian sebagai nelayan. 
Sebagaimana pertalian antaraktor dalam sebuah 
piramida rantai usaha perdagangan ikan, nelayan 
menduduki peringkat terbawah, yang itu berart 


meski jumlahnya banyak, mereka sebenarnya dalam 


etidakberdayaan melawan sistem perdagangan ikan 
yang selalu berada dalam kuasa monopoli tengkula 
dan bos-bos perusahaan. Akar penyebabnya yaitu 


ketiadaan akses pasar secara langsung yang berpadu 
dengan rendahnya solidaritas dan soliditas organisasi 
nelayan. 


4d 


RURAL EKOnomics II 


Meyakini Desa Mau & Mampu Membangun 


VONSINEYT VS3G YOG 


Jaring udang bantuan dari Pemkab Kepulauan Aru untuk nelayan Desa Jabulenga. 


Selain itu, akses nelayan Desa Jabulenga terhadap 
kebijakan publik juga rendah. Hal ini diketahui 
dari pengalaman Edo Serfutyanan (55 th), warga 
Jabulenga yang mengaku tak pernah mendapatkan 
bantuan program pemerintah baik berupa perahu 
maupun jaring ikan. Edo meniti kerja sebagai nelayan 
sejak masih muda. Sebelum akhirnya dapat memiliki 
kedo-kedo bermesin (sebutan masyarakat lokal untu 
perahu kecil) pada tahun 2016 dari pemerintah desa, 
Edo selama bertahun-tahun mencari udang dengan 
edo-kedo yang terbuat dari kayu glondongan. Itupun 


harus menggayuh dayung bila melaut. Edo mengaku 
hampir setiap tiga atau empat tahun harus kembali 
membeli yang baru karena ketahanan kedo-kedo 


ayu yang merapuh pada usia-usia tersebut. Harga 
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beli biasanya mencapai 3 juta. 
Terkadang harus berhutang 
demi mendapatkan alat kerja 
tersebut. 

Seperti halnya Edo, 
nelayan lainnya, Victor Langer 
atau biasa dipanggil Etok juga 


mengalami hal yang sama. 2 : 
Selama bertahun-tahun bekerja Edo Serfutyanan 

sebagai nelayan Etok menggunakan sampan dengan 
dayung sebagai penggerak pengganti mesin. Karena 
menggunakan perahu dayung, maka dia tak mampu 
menjual udang hasil tangkapannya ke pasar di kota. 
Dalam kondisi demikian, para tengkulak ikan yang 
pada umumnya sudah memiliki perahu bermesin, 


datang langsung ke Jabulenga, membeli udang-udang 
hasil tangkapan langsung ke warga dengan harga yang 
relatif rendah. Alasannya, sudah barang tentu, karena 
tengkulak telah mengeluarkan modal untuk bahan 
bakar demi mendatangi langsung para nelayan yang 


tak berdaya menjangkau pasar. 


Keduanya mungkin sama-sama menjadi pelaku 
sejarah bagaimana selama puluhan tahun bernelayan 


di atas kaki sendiri. Dalam arti tak pernah mendapat 
bantuan dari pihak yang memang semestinya harus 
membantu nasib nelayan. Karenanya, setelah 
tahu pemerintah melaksanakan kebijakan transfer 
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keuangan Dana Desa, Edo dan Etok menyampaikan 
kebutuhannya kepada kepala desa baik dalam situasi 
formal maupun informal. Hasilnya, mulai tahun 2016, 
Pemerintah Desa Jabulenga mengalokasikan anggaran 
yang kemanfaatan dirasakan langsung oleh nelayan. 


Pada tahun anggaran 2016, APBDesa Jabulenga 
mengalokasikan anggaran Rp300 juta untu 
pengadaan jaring, sehingga setiap KK nelayan 
mendapatkan 5 buah jaring udang. Tahun berikutnya, 


yaitu tahun 2017, Dana Desa kembali dibelanjakan 
untuk pengadaan kedo-kedo berbahan fiber berikut 


mesin tempelnya sebanyak 31.unit (Rp16 juta perunit). 


) 
Di tahun 2018 APBDesa mengalokasikan sejumlah 
anggaran kembali dengan target penerima sebanya 
29 KK. Pada tahun ini, barulah Pemerintah Kabupaten 
Kepulauan Aru menyalurkan bantuannya ke nelayan 
Jabulenga yaitu / unit kedo-kedo dan 20 jaring udang. 


Dengan pertimbangan dapat menjangkau semua 
KK nelayan yang ada, pada tahun anggaran 2019 
nanti, pemerintah desa sudah merencanakan alokasi 
anggaran untuk pengadaan kedo-kedo yang ditujukan 
untuk 60 KK yang belum mendapatkannya. 

Kini setelah melaut dengan kedo-kedo bermesin, 
baik Edo maupun Etok dapat menjelajah laut lebih jauh 
berpadu dengan tenaga yang dikeluarkan lebih hemat, 
meski harus biaya tambahan yang harus dikeluarkan 


yaitu untuk membeli bahan bakar. Saat menggunakan 
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sampan dayung, daya jangkau atau daya jelajah 
nelayan hanya berkisar satu atau dua kilo meter dari 
bibir pantai, dengan rata-rata bertahan 2 jam, karena 
berkejaran dengan es yang mencair dan waktu pasaran 
ikan. Kini, dengan menggunakan kedo-kedo bermesin, 
nelayan Desa Jabulenga dapat menjelajah laut lebih 
jauh dengan ketahanan waktu yang lebih baik. Menurut 
penuturan Edo, karena tenaga yang dikeluarkan lebih 
sedikit, durasi menangkap udang bisa mencapai lima 


atau enam jam. 
Setelah menggunakan kedo-kedo bermesin, baik 
Edo maupun Etok mengakui persaingan antarnelayan 


udang memang semakin ketat dibanding saat 
menggunakan kedo-kedo dayung. Karena sama- 


sama memiliki daya jelajah yang jauh dan waktu 
tempuh yang lebih cepat. Tapi secara umum hasil 


tangkapan relatif membaik. Dalam satu hari, rata-rata 
dapat menangkap udang 20-an Kg. Meski demikian, 
ecuntungan lain dengan kedo-kedo bermesin, para 


nelayan bisa langsung menjual pasar di kota, sehingga 
nilai jual udangjauh lebih tinggi dibanding dijual kepada 
para tengkulak yang langsung datang ke desa. Saat 
udang tangkapan di tangan tengkulak, maka harga jual 
tergantung tengkulak. Tapi, dengan menjual langsung 
e kota, para nelayan memiliki daya tawar lebih kuat 
dari sebelumnya, sehingga dapat menaikan harga jual 


udang tangkapanya. Sebelumnya, bila dijual ke tengkulak 
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dihargai sekitar Rp50 ribu/Kg, setelah dijual langsung ke 


ota bisa seorang nelayan dapat meraih harga mencapai 
Rp75 s/d Rp100 ribu/Kg. Tergantung ukuran udangnya. 
Dengan kata lain, dengan mengakses langsung pasar di 
ota, para nelayan memiliki ruang yang lebih baik untuk 
bertransaksi langsung dengan pembeli. 

Pembaca sekalian mungkin bertanya-tanya mengapa Desa 


Jabulenga memilih untuk memberikan bantuan kedo-kedo dan 


jaring udang langsung ke kepala rumah tangga nelayan, bukan 


kepada kelompok nelayan. Sebagaimana kita tahu, pengalaman 


yang sudah-sudah, kebijakan bantuan dari pemerintah selalu 


disalurkan langsung melalui kelompok masyarakat. Karena 


berdasarkan pengalaman di Desa Jabulenga khususnya yang 


belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah, serta 


pengalaman dari desa lainnya yang pernah menerima bantuan 


& 


pemerintah, ternyata setelah diberikan kepada kelompok, 


malah acapkali menimbulkan konflik internal kelompok, karena 


biasanya aset bantuan dari pemerintah yang diterima oleh 


suatu kelompok dikuasai oleh ketua kelompok. Bahkan tak 


jarang yang dihakmiliki secara pribadi. Karenanya, agar lebih 


efektif dan menghindari potensi konflik antarnelayan sekaligus 


Keberpihakan 


mengedepankan prinsip keadilan, program bantuan kedo-kedo 
bermesin tempel dan jaring udang yang dijalankan Pemerintah 
Desa Jabulenga tersebut berbasis kepala rumah tangga 
nelayan, bukan kelompok nelayan. 


Desa pada wong cilik yang ditandai dengan 


adanya aliran Dana Desa untuk warga yang kurang beruntung 
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baik karena kedudukannya dalam struktur sosial maupun 


kepemilikan aset ekonominya yang rendah juga tertampil di 


atas panggung tata kelola Dana Desa yang telah berjalan empat 


tahun ini. Kurniawan (2017) berhasil merekam jejak dan tapa 
bagaimana Pemerintah Desa Silawan Kecamatan Tasifeto 
Timur di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT) mampu 
menghadirkan listrik bagi warganya yang miskin, padahal selama 
72 tahun Indonesia merdeka, mereka belum pernah merasaka 
indahnya malam dalam terang listrik. Kecuali lentera ataupu 
lilin. Bahkan tak hanya listrik, Pemerintah Desa Silawan ata 
hasil musyawarah desa, berhasil menghadirkan embung da 


merehab rum 
Desa 


berbatasa 


Silawan adalah desa terdepan Indonesia yang 


n langsung dengan Timor Leste. Luas desanya 


42 km2 dengan ketinggian 2 mdpl. Silawan terdiri atas 10 
dusun (dusun Webanahi, Nanaeklot, Adubitin, Maninu, 


Halimuti, 


Aliran listrik masuk ke Silawan tahun 1991. Pada waktu itu 


baru menyentuh beberapa dusun saja, khususnya dusun 


Beilaka, Motaain, Halibada, dan Motabenar). 


di pusat 


Motabenar sampai 2017 belum teraliri listrik. Di kedua 
dusun tersebut terhitung ada 97 KK untuk Motabenar dan 
92 KK untuk Halimuti. 


Rumah di kedua dusun ini umumnya terbuat dari 


pelepah daun goang (lontar), beratapkan daun goang dan 
lantai masih tanah. Rumah pelepah daun goang sebenarnya 


bukan rumah murahan, tapi menjadi rentan menyebarkan 


Desa Silawan. Tapi dusun seperti Halimuti dan 
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penyakit, karena perilaku hidup sehat penghuninya rendah, 
misalnya memasukan hewan ternak ke dalam rumah. Wabah 
penyakit yang sering menjangkiti penduduk yaitu malaria. 
Bukan tanpa alasan, mengapa sebagian warga memilih 
memasukan hewan ternaknya ke rumah, karena takut dicuri, 
pasalnya tak ada listrik. 


Angka putus sekolah di dua dusun tersebut juga 
tergolong tinggi. Salah satu akar penyebabnya berkait 
dengan tidak adanya listrik. Hingga tahun 2016 saja 
masyarakat, dan sebenarnya tidak hanya di dua dusun 
tersebut, sebanyak 200 keluarga masih menggunakan 
penerangan lampu minyak tanah/jarak/kelapa. Yang 
memiliki genset pribadi hanya sebanyak 10 KK. Dan, 600 


KK lainnya menggunakan kayu bakar sebagai penrangannya 
(Dokumen Pendataan Profile Desa 2016). 
Selain listrik, air juga menjadi bagian kebutuhan utama 


warga Silawan yang selama ini sulit diakses. Ketersediaan 


sarana-prasarana pendukung air bersih yang berpadu 


dengan topografi alam Desa Silawan yang bergunungkan 


bebatuan, merupakan akar tantangan mengapa desa ini sulit 
air. Sampai tahun 1999, terhitung baru ada satu sumur bor 
bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum. Beruntung, di 
desa ini masih ada hutan adat yang dijaga kelestariannya oleh 
warga setempat, sehingga cadangan alam untuk air bersih 
masih didapatkan warga, khususnya di musim kemarau. Ada 


dua hutan adat di sini yaitu hutan Sarobon dan Lo'ofoun. 


Aturan adat mampu mengarahkan masyarakat di sekitarnya 
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utama hutan yaitu kayu. J 


masyarakat akan membia 


elestarian marga satwa d 
Sejak tahun 2015 


omponen pembiayaan 


menentukan, Pemerin 


membelanjakan Dana 
sehingga kemanfaata 
penduduk. Pada tahu 
Da besar Rp221 juta 
tahun 2016 menjadi Rp377 juta 
da tahun 2017. 

Dana Desa kini telah mem 
sh) te 


prasaran 


na Desa se 


pa 
pu 


rhadap fisik desa, teru 


sa 


pemerintah desa, Dana Desa be 


sarana prasarana dasar 
ekonomi. Misalnya digu 
pada tahun anggaran 
tahun 2016, rehab ru 
tahun 2017. 


Embung Desa, kini 


4 


a dasar penduduk setempat, sepe 


nitasi air, listrik, dan tempat ti 


tidak berani memasuki hutan adat, apalagi mengambil hasi 
adi biarpun ada pohon tumbang, 
rkanya hingga melapuk dimakan 
zaman. Hutan adat ini sengaja didisain untuk menjaga 
an air. 


di mana Dana Desa menjadi 


,dan menjadi 


bawa peruba 


tama 


han besar (bi 


tercukupi 


pembangunan desa yang paling 
tah Desa Silawan secara teknokratik 
Desa yang dikelolanya dengan baik 
nnya benar-benar dirasakan oleh 
n 2015 Silawan menerima alokasi 
, kemudian meningkat pada 
Rp700O-an juta 


8 
nya sarana 


nggal. Sesuai 


4 


rkontribusi pad 


bidang kesehatan, pen 
nakan untuk membangu 
2015, membangun embung pa 


mah dan pemasangan Ii 


telah terbangun di Dusun 


rti 
ca 


da 


kebutuha 
tatan resmi 
pengadaa 
idikan d 


(e a 


n posyand 


le 


strik pad 


anaeklot. 


Embung desa tersebut memberi kemanfaatan yang cukup 


berarti. Sebelum ada embung penduduk di sekitar embu 
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khususnya di Dusun Nanaeklot, mengambil air bersih di 


Dusun Weben 


ai yang notabenenyanya berjarak kira-kira 


1,5 s/d 2 Km. Perempuan dan anak menjadi kelompok 


paling mender 


ita dalam arti paling banyak mendapat jatah 


untuk mengambil/mengakut air dari sumber mata air ke 


rumah masing-masing. Perlu diketahui, Dusun Nanaeklot 


berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste. 


Secara geografis, ternyata di Timor Leste ketersediaan 


airnya cukup Mm 
warga Dusun 


yang beternak 


elimpah. Utamanya untuk ternak. Sementara 
Nanaeklot tidak. Padahal banyak warga 
sapi. Tidak adanya sumber air di Nanaeklot, 


menjadikan sapi-sapi milik warga menyeberang ke Timor 


Leste untuk mencari sumber air. Kadang kala hal ini sering 


kali memicu terjadinya konflik antarpenduduk Silawan 


dengan penduduk Timor Leste. 


Anak-anak Dusun Nanaeklot memasarkan sayuran hasil panen kebun mereka. 


LODI3VNYN NNSNO NOG 


ipa “ 1 
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LODIBVNYN NNSNG NOO| 


Warga desa mengangkut air bersih menggunakan zee 

Setelah terbangun embung pada tahun 2016, 
intensitas jumlah hewan ternak menyeberang ke Timor 
Leste menurun. Dan, stastik sengketa sapi antarwarga 
Silawan dengan warga Timor Leste pun turun. Selain 
berdampak positif terhadap usaha peternakan masyarakat, 
keberadaaan embung desa tersebut juga membawa 
dampak positif pada dunia pertanian. Sebelum ada 
embung, warga dusun Nanaeklot banyak membiarkan 
lahannya tidur. Karena tidak ada jaminan air. Kecuali 
hujan. Bahkan mereka lebih memilih beli sayuran di pasar 
daripada memanfaatkan lahan tidur yang mereka miliki. 
Saat ini, menurut kepala Desa Silawan, sudah ada sekitar 
15 KK yang mulai bercocok tanam, terutama komoditas 
koltikultura. Bahkan kini, anak-anak mereka mulai belajar 
menjajakan sayuran hasil cocok tanam orang tuanya. 


Selain embung, Pemerintah Desa Silawan pada tahun 
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2017 membelanjakan Dana Desa untuk m 


erehab rumah- 


rumah penduduk yang notabene KK Miskin. Rumah yang 


direhab sebanyak 15 unit. Sebenarnya, m 


resmi pemerintah desa dan hasil musyawa 


perencanaan 2017 teridentifikasi sebanya 


yang layak diprioritaskan meneri 


rehab r 


terbata 


mendahu 


umah. Namun karena diskresi keua 


s, maka dalam musyawara 


Pertimbanga 


yang hanya 


rumah 


mene 


ukan 15 KK yang dia 


n lain juga karena 
Rp112 juta. Dari 


rima bantuan reh 


pag 


rehab rumah layak huni tersebut 


Melainkan d 


royong. Pem 


ikerjakan secara 


untuk pengadaan material 


penerimanya 


swa 


erintah desa hanya menyedi 


, 


h dicap 


nggap paling membutuhkan. 


eterbatasan pagu anggaran 


ab Rp7,5 juta. Pelaksanaan 


tidak di 


ma alokasi anggara 


Uu ini, di 


elola atau bergotong 


enurut catatan 
rah desa tahun 
50 KK miski 


n 
n 
ngan desa yang 
n 


ai kesepakata 


alokasikan per 


pihakketigakan. 


akan anggaran 


sementara masyarakat 


dapat menambahinya (bila ada) dan terlibat 


dalam proses pengerjaan, sehingga dapat meperkecil 


pengeluaran untuk upah pekerja. 


Se 


arang rumah-rumah penerima manfaat program 


rehab rumah layak huni secara fisik sudah berbeda dari 


sebelun 


nnya. Misalnya tembok yang semula terbuat dari 


pelepah pohon goang (bebak) sekarang terbuat dari 


batu bata, atau kombinasi batu bata dengan kayu bebak. 


Lantainya yang semula lantai tanah, sekarang bersemen. 


Pintuje 
dari ba 
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penerima program rehab rumah juga sudah berubah, yaitu 
tak lagi memasukan hewan ternaknya ke dalam rumah. 
Dengan demikian ancaman penyakit yang dibawa hewan 
ternak menurun. 


Pada saat yang sama, sebagaimana disinggung di atas 


tahun 2017 ini Pemerintah Desa Silawan mengalokasikan 


Dana Desa untuk membangun instalasi listrik. Kali ini 


fokus dusunya di dusun halimuti dan Motabenar. Terhitung 


sebanyak 20 KK sekarang dapat menikmati aliran listri 


k 
bervoltasi 900 volt. Langsung dari PLN. Kini, penduduk 
k 


sudah bisa menikmati terangnya malam. Anak-ana 


terutama yang masih sekolah, dulu saat tak ada listrik, 


mereka belajar di malam hari dalam kegelapan. Paling banter 


bertemankan lampu minyak (lentera) atau lilin. Mungkin 


berkorelasi dengan ketiadaan listrik, tingkat anak putus 


sekolah di dusun tersebut tergolong tinggi dibandingkan 


dengan dusun-dusun yang terlebih dahulu teraliri listrik. 


Gebrakan Pemdes Silawan membangun instalasi 


listrik untuk warganya secara langsung membangkitkan 


kepercayaan diri bahkan nasionalisme warga pada Negara 


dan bangsanya sendiri. Pasalnya, selama /2 tahun Indonesia 


merdeka, mereka belum pernah menikmati aliran listrik. 
Padahal di Negara tetangga yang baru merdeka 1999 lalu 


sudah teraliri listrik. Kini, masyarakat bisa mengembangkan 


forum-forum warga seperti arisan, musyawarah dusun 


sampai dengan hajatan seperti kenduri dilaksanakan di 


malam hari. 
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NAMA PRODUK LAMA PROSES PRODUKSI 
Do SEO poA sie SESUAHADA LNG 


Tenun Selendang 
Kain tenun (tais) 
Tikar pandan 
Koba (tempat sirih) 


Demikian juga dengan aktivitas sosial masyarakat 
terutama perempuan. Perempuan yang dulunya tidak bisa 
menenun kain tenun di malam hari kini bisa menenun di 
malam hari. Secara ekonomi, jelas ini merupakan dampa 
positif dari program pengadaan listrik warga tersebut. 


Dulu perempuan penenun atau penganyam tikar hanya 


mampu berpoduksi di siang hari sebanyak 2 helai untu 


selendang per dua hari, kain tenun (1,5 x 2 m) yang semula 


dapat diselesaikan paling cepat satu minggu, kini dapat 


diselesaikan dalam waktu 3 atau 4 hari. Demikian pula untuk 


produksi tikar anyaman pandan juga mengalami penyusutan 
jumlah waktu produksi. 


Selain menurunnya durasi waktu proses produksi 


omoditasekonomidiatas, listrikjugamemantik berubahnya 


(ab) 


pola produksi kerajinan baik untuk tikar pandan, kain 


tenun maupun koba. Sebelum ada listrik pola pengerjaan 


dilakukan secara individu di rumah masing-masing. Kini 


setelah ada listrik, ditambah dengan pembinaan yang 


intensif oleh PKK, pola pengerjaan dilakukan berkelompok. 
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Setelah berkelompok, teridentifikasi ada 4 kelompok yang 


setiap kelompoknya ada 10 orang pengrajin. Secara tidak 


langsung pola produksi berkelompok ini telah memperkuat 


hubungan emosional antar warga dan juga jeja 


pengetahuan antar warga terutama dalam kaitan 


dengan produksi ekonomi. 


diprioritaskan oleh pemerin 


suda 
mem 
sebe 
aktiv 


isa 


em 


em 


em 


ak. 


rut 


ida 


Nanaeklotlah puskes 


benarnya cukup 


banyak 13 a 


Posyandu juga menjadi sa 


hu 
D 


h disinggung pada ta 


bangun Posyandu dari Da 
um organisasi posyand 


itas organisasi banyak 


nya dilakukan di ruma 


eriksa kandungannya jau 


ud 
di 
h ketua kader posyandu. S 
pat menetap di gedung ya 


n 


rana utama yang tidak lu 


tah Desa Silawan. Tadi di at 


n anggaran 2015 pemd 


na Desa sebesar Rp75 ju 


lakukan rumah pendud 


te 


ng baru. Dulu, ibu-ibu ha 


nya ke Nanaeklot sebagai pusatnya desa. kare 


perpendek jarak te 


eriksakan kehamilann 


ya. 


Menurut kepala desa 


tinggi. 
nak, kemudian t 
Setelah di 


bangu 


, ancaman gizi buruk di Sila 
Tahun 


ahun 2014 menurun jadi 


rena keberadaan posyandu sema 


4 


ama untuk kegia 


an pemantau 


in berjalandengan ba 


an kasus gizi pada a 


mpai sekarang tidak ada kasus gizi buruk. 


58 


h dari tempat tinggalny 


1g 
ya 


put 


es 


ta. 
ibuatkan gedung tersendi 


a, 


na 


mas dibangun. Kini posyandu 


mpuh ibu-ibu bila mana mau 


wan 
2013 teridentifikasi 


8 


n posyandu tidak ada kasus gizi buruk. 


ik, 


nak. 
rbukti pada tahun 2015 sejak dibangunnya posyandu 
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Eksposisi dua desa di atas kiranya dapat mewakili 
trend atas tumbuhnya kepercayaan diri desa membangun 
eberpihakanya pada kaum terpinggirkan. Dengan cara 
demikian, maka desa mampu menghadirkan substansi bahwa 
negara ada untuk rakyatnya. Dari ekposisi di atas kita dapat 


menarik pembelajaran bahwa pemberian kewenangan da 


epercayaan keuangan pembangunan kepada desa sebanarny 
adalah misi yang tidak sia-sia, karena tata kelola pembanguna 


inklusif, ternyata rintangan perbedaan geografis, budaya da 


n 
a 
n 

menjadi lebih inklusif. Dengan kebijakan pembangunan yang 
: 

sumber daya alam bukan akar penyebab utama ketertinggalan 
suatu desa, tapi tidak hadirnya tata kelola pembangunan desa 


yang inklusif. 


Inovasi Desa dan Bertunasnya Harapan 


Secara kelembagaan, pelaksanaan UU Desa semakin 
menguat daya gravitasinya menarik pihak swasta. Pelan tapi 
pasti UU Desa telah menyambuk paradigma swasta yang 
sebelumnya relatif menjadikan desa laiknya hutan belantara 
di mana orang bebas mengambil sumber daya di dalamnya. 
Padahal sebelumnya, cara pandang dan pelaksanaan 
tanggung jawab sosial perusahaan cenderung menempatkan 
desa sebagai “the other” Jadi desa dan sektor swasta seperti 
dua kutub magnet yang saling berlawanan. Tidak sedikit 
perusahaan yang secara fisik dibangun berada di dalam ruang 
yurisdiksi desa. Dengan kata lain, pelaku usaha swasta yang 


memiliki lokasi eksplorasi dan produksi di desa dengan desa 
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(pemerintah desa dan masyarakat) secara fisik dekat tapi 
secara kelembagaan berjauhan. Dua kutub yang semula saling 
bertolakan tersebut kini semakin berkurang, seiring dengan 
kemauan dan kemampuan sektor swasta dalam memaknai 
UU Desa. 

Selama empat tahun terakhir, pemerintah secara 


konsisten melaksanakan amanat UU Desa yaitu melakukan 
transfer uang dan kewenangan. Realisasi Dana Desa yang 


semakin meningkat dan dibarengi dukungan regulasi 
yang memberikan diskresi bagi desa agar lebih luas 
serta luwes dalam merencanakan, membelanjakan dan 
mempertanggungjawabkan sumber daya pembangunan 
kepada rakyatnya. Menyimak hasil pembangunan di Desa 
empat tahun terakhir sungguh telah menunjukkan grafi 
yang menggembirakan. 


Ditinjau dari capain tujuan Dana Desa, yakni untu 
mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa, 
terlebih di bidang sarana dan prasarana fisik desa, maka 
pembelanjaan Dana Desa selama empat tahun terakhir 
memendarkan citra capaian yang baik. Masyarakat Desa 
yang sebelumnya kesulitan air bersih atau air untuk mengairi 
sawah dan ladang, karena tidak adanya fasilitas penyimpanan 


air hujan, kini dapat menikmati air karena keberhasilan desa 


membangun embung. Demikian pula di bidang ekonomi, 
terbentuknya pasar desa yang sebelumnya kurang didukung 
sarana prasarana memadai, kini dengan Dana Desa, Desa 


dapat merehab ataupun membangun kios-kios baru, sehingga 
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pasar desa kini lebih cantik dan layak bila dibanding tahun- 


& 


tahun sebelumnya. 


Demikian pula untuk kebutuhan jalan dan jembatan, 
utamanya bagi desa-desa di kawasan yang berkontur rawa dan 
sungai, maka kedua fasilitas ini sangat primer. Setelah Dana 
Desa menghampiri, kini masyarakat dapat menikmati indahnya 
jalantanpa becek saat hujan dan indahnya menyeberang sungai 
melalui jembatan penghubung. 


Secara kuantitatif, pemanfaatan Dana Desa mampu 


menghasilkan karya pembangunan yang prestisius. Mungkin 
dapat dikatakan di sini kalau dalam teori ekonomi, Dana Desa 
itu ibarat big push, sehingga hanya dalam waktu relatif singkat, 
berbagai jenis infrastruktur strategis pendukung kehidupan 


masyarakat desa terpenuhi. Dalam hal infrastruktur sosial, 


dengan Dana Desa, masyarakat kini memiliki kelembagaa 
ekonomi lokal baru yang diharapkan dapat merepresentasika 


n 
n 
kepentingan ekonomi kolektif warga. Kelembagaan tersebut 
adalah BUMDes. BUMDes sebagai representasi kelembagaan 
ekonomi lokal yang relatif baru dikenal dalam arena 
perekonomian dalam tiga tahun saja sudah terbangun hingga 
14.770 dengan berbagai ragam unit usahanya. Demikian pula 
dengan keberhasilan desa merehab dan membangun pasar 
desa telah mencapai 6.392 unit. Karenanya, kini wajah pasar 


desa tak lagi kumuh tak terurus. Dengan dukungan perbaikan 
kualitas fasilitas publik kesehatan seperti posyandu (18.477 
unit) dan polindes (8.028 unit), maka kualitas kesehatan 


masyarakat di masa mendatang berpotensi akan semakin baik. 
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Menabur Benih Inovasi 

Keberhasilan Desa dalam mengelola Dana Desa sehingga 
mewujud menjadi output fisik pembangunan sebagaimana 
diulas di atas menyuratkan pesan adanya kapasitas teknokratik 
pemerintah desa. Tapi dibaliknya menyimpan cerita bagaimana 
ewenangan dan subsidiaritas yang melekat di atas pundak 
desa menyublim menjadi energi positif kebangkitan desa. 
Dengan kata lain, keberhasilan desa membangun sarana 
prasarana fisik sebagai aset aset tangible tak lepas dari 
emampuan desa mengelola pengetahuan intangible yang ada 
seperti modal sosial (tacit knowledge). Modal sosial tersebut 


emudian diramu sedemikian rupa hingga mampu melahirka 
bongkahan-bongkahan mutiara perubahan dan kemajua 


n 
n 
desa. Menengok sejenak karya-karya desa membangun 
n 


dirinya, sungguh akan menumbuhkan decak kagum. Bahka 


ekaguman ini akan beriringkan optimisme cita dan karsa, 


bahwa kelak Indonesia akan menuai kemandirian dan 
edaulatan karena keberdayaan desa. 


Dalam kaitan PID yang bertujuan mendorong 
pelipatgandaan inovasi desa, dibangun infrastruktur 
elembagaan yang disebut Tim Inovasi Kabupaten (TIK) di 


level kabupaten dan Tim Pengelola Inovasi Desa (TPID) di level 
ecamatan. Kedua kelembagaan inilah yang kemudian saling 
berkoordinasi melaksanakan rangkaian knowledge sharing 
tentanginovasidesamembangunantardesayangdisebut Bursa 
novasi Desa (BID). Pada tahun 2017, TIK sudah terbentuk 
di 362 kabupaten atau 83 persen dari total kabupaten/kota 
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yang ada. Sementara untuk TPID telah terbentuk di 5.362 
kecamatan atau 8/ persen dari total kecamatan. Dari 362 
kabupaten yang telah ada TIKnya, sudah ada 236 kabupaten 
yang melaksanakan BID. 
Pengalaman pelaksanaan BID, memajang hasil yang 


cukup menggembirakan. Terhitung dari 236 BID pada tahun 
2017 mampu mengajak 32.781 desa dan 98.343 orang untuk 
berpartisipasi dan sharing pengetahuan. Kehadiran desa atau 


perwakilan desa dalam BID tersebut bukan sekadar mengajak 
mereka nonton berbagai dokumentasi cerita keberhasilan 
dan terobosan baru desa membangun. Tapi mengajak mereka 
mengambil pembelajarannya sehingga dapat terinspirasi 
untuk mereplikasi gagasan inovasi di desa mereka masing- 
masing. Dari hasil identifikasi dan pemetaan hasil niatan atau 


omitmen desa-desa yang berpartisipasi dalam BID (2017) 


menginformasikan banyak desa yang berkomitmen mereplikasi 
pembangunan desa karena terinspirasi berbagai ragam inovasi 


desa yang dipasarkan di event BID tersebut. 


Peta komitmen tersebut misalnya, untuk bidang 
infrastruktur sebanyak 10.943 desa, bidang kewirausahaan 
dan ekonomi sebanyak 8.819 desa dan bidang pengembangan 
Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 3.837 desa. Secara 
lebih spesifik, BID juga mampu mendorong desa untuk 
mereplikasi program/kegiatan yang seirama dengan program 


prioritas Menteri Desa. bidang infrastruktur sarana olah raga 
dan embung desa, teridentifikasi ada 38,55 persen, bidang 
kewirausahaan-ekonomi, khususnya BUMDes, Prukades dan 
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Desa Wisata sebanyak 32,53 persen dan sebanyak 28,92 
persen adalah rencana replikasi untuk bidang pengembangan 


SDM khususnya PAUD, Posyandu dan pengurangan stunting. 
Data statistik ini dapat dibaca bahwa, pada tahun 2018 atau 
2019 nanti berpotensi terjadi pelipatgandaan program inovasi 


desa. Artinya, inovasi-inovasi desa yang semula hanya muncul 
di beberapa spot, akan menyebar ke banyak desa lainnya. 


& 


Dari serangkaian uji petik terhadap 55 desa dari 36 


kecamatan yang menghadiri dan berpartisipasi dalam BID, 
tercatat ada Rp6.024.383.320 di dalam struktur APBDesa 
yang dialokasikan untuk program/kegiatan inovasi desa untuk 


semua bidang di atas tentunya. Dengan dukungan anggaran 
Rp632.140.000 dari PID di 36 kecamatan dan 55 desatersebut, 
maka diketahui telah terjadi pelipatgandaan anggaran untuk 


program inovasi sebanyak 9,25 kali lipat. 


Terinspirasi untuk Berinovasi 

Ketahanan ekonomi pedesaan kadang kala memang 
tak tampak sebagaimana laiknya kegiatan industri modern. 
Kondisi demikian dapat diketahui dari denyut ekonomi Desa 
Pa'batangan di Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten 
Takalar. Tercatat ada kurang lebih 250-an KK dan ada / 
kelompok ibu-ibu rumah tangga yang menekuni usaha 
gerabah. Pelaku atau pengrajin gerabah hampir semuanya 
perempuan. Menurut catatan pemerintah desa setempat, 
jumlah pengrajinnya mencapai 80-an orang di mana terbagi 
dalam 7 kelompok pengrajin tersebut. 
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Pengrajin gerabah Desa Pa'batangan menggunakan bahan baku tanah liat. 


Tak seperti halnya masyarakat desa tani yang dapat 
dipastikan ada waktu untuk keluar dan pergi ke sawah, ibu-ibu 
rumah tangga di Pa'batangan malah banyak bekerja di rumah. 
Ya, apalagi kalau bukan membuat gerabah. Pekerjaan ini pada 
umumnya dilakukan di bawah kolong rumah. Sebagaimana 
diketahui rumah penduduk di Takalar dan kabupaten lainnya 
di se-Sulawesi adalah berbentuk rumah panggung. Karenanya 
kolong rumah dapat digunakan sebagai ruangan kerja. 

Meski bergantung pada gerabah dari tanah liat (lempung), 
kehidupan masyarakat tetap bisa lestari sampai sekarang. Tidak 


ada proses transfer knowledge dan skill yang diprogram secara 


4s 


sistematik, tapi pengetahuan dan keterampilan membuat 
gerabah masih saja nyokot dari satu generasi ke generasi lainya. 
Namun, kini agak merisaukan kepala desa setempat, ketika 
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Abdul Rahman, memimpikan para pengrajin dapat 
berkreasi dan berinovasi lebih maju dari kondisi 
sekarang, sehingga konsumen gerabah memiliki banyak 
pilihan produk, bukan hanya dari segi jenis produknya 
tapi juga motif yang menghiasinya. 


sebagian warganya yang masuk kategori generasi “Y” kurang 
tertarik untuk menekuni kerajinan tangan warisan nenek 
moyang mereka. Bahan renungan lainya yang menggelayuti 
Kades, Abdul Rahman atas kegiatan ekonomi gerabah di desa 
yang dipimpinnya adalah stagnasi kreasi produknya yang itu-itu 
saja, atau monoton. Kalau tidak membuat gentong (gumbang), 
tempayan atau semacam wajan (pamaja), ya membuta uring 
tempat masak ikan). 

enurut Abdul Rahman, ajegnya jenis produk gerabah 
menjadikan potensi pemasukan pengrajin relatif rendah. 


Dihitung secara ekonomi, perbandingan antara kebutuhan 
bahan baku dengan nilai jual produk sebenarnya karena 
rendahnya nilai tambah dari produk yang ditawarkan pengrajin, 


maka marginnya cukup jomplang. Dengan kata lain, bahan baku 
yang dibutuhkan untuk sebuah barang banyak tapi nilai jualnya 
rendah. Abdul Rahman, memimpikan para pengrajin dapat 


berkreasi dan berinovasi lebih maju dari kondisi sekarang, 


sehingga konsumen gerabah memiliki banyak pilihan produk, 
bukan hanya dari segi jenis produknya tapi juga motif yang 
menghiasinya. 
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Bila menengok sejenak kreasi produk gerabah dari 
Kasongan, Bantul, maka dari segi nilai seni gerabah Pa'batangan 
masih perlu ditingkatkan. Pasalnya proses produksi gerabah di 
Pa'batangan, akan berakhir setelah dibakar. Artinya tidak ada 
perlakuan lebih terhadap produk itu sendiri paska pembakaran 
sehingga nilai tambahnya tidak meningkat. Contohnya, tidak 
ada pengecatan, apalagi menorehkan motif lukisan atau batik 
pada gerabah. 

Di samping itu, menurut Kades setempat, proses 


pembakaran gerabah juga belum tersentuh oleh teknologi 
yang lebih modern. Para pengrajin masih membakarnya secara 
sederhana yaitu menumpuk gerabah sedemikian rupa rapinya, 
lalu membakarnya dengan kayu, kawul (jerami kering) dan 
berbagai jenis dedaunan kering. Dengan teknologi pembakaran 


seperti ini, menurutnya pengrajin pada akhirnya terkendala 
tidak berproduksi manakala musim penghujan. Karena secara 


praktis setiap pengrajin membutuhkan tanah lapang yang tidak 
beratap. 
Mimpi dapat membantu warganya untuk menaikan nilai 
tambah produktivitas kerajinan gerabah adalah harapan Abdul 
Rahman. Namun rendahnya informasi inovasi terkait dengan 
usaha pengembangan usaha gerabah menjadikannya kesulitan 
membuat rancangan program yang kekinian dan mengena di 
pasaran. Beruntung, pada tahun 2017 lalu, dirinya bersama 


perwakilan perangkat desa dan BPD menghadiri Bursa Inovasi 
Desa (BID) yang diselenggarakan Tim Inovasi Kabupaten 
TIK) Takalar. Seperti diceritakannya, Abdul Rahman mengakui 
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terinspirasi dengan gagasan-gagasan yang terpasarka 
melalui forum BID tersebut, seperti gagasan peningkata 
apasitas pengrajin, strategi memasarkan dan meningkatka 
ualitas proses produksi gerabah. Karenanya, pada tahu 
perencanaan 2017 lalu, ia mengajukan usul program pelatiha 


N 
N 
n 
N 
N 
n 


peningkatan kapasitas untuk pengrajin gerabah di depa 
forum musrenbangdes Pa'bbantangan untuk direplikasi 
menjadi program prioritas APBDesa 2018. Singkat cerita, 


usulan tersebut diterima dan ditetapkan masuk dalam struktur 


anggaran belanja APBDesa 2018 dengan pagu Rp15 juta. 
Penetapan replikasi program pengembangan kapasitas 
pengrajin gerabah tersebut tentu saja bukan sekadar alasan 
karena rendahnya nilai tambah produk gerabah sebagaimana 
diulas di atas, tapi karena memang gerabah di Desa Pa'batangan 


adalah potensi besar desa dan menyangga kehidupan ekonomi 
sebagian besar warganya, terutama perempuan. Kapasitas 
produksi per bulannya sangatlah tinggi. Untuk produk gentong 
kapasitas produksinya mencapai 200 s/d 300 biji per bulan, 
vas bunga mencapai 300 s/d 500 biji per bulan dan tempayan 
atau wajan mencapai 300 s/d 500 biji per bulan. Baginya, BID 


telah membantunya menemukan ide yang tepat, karena BID 
menyediakan ruanguntuk belajar dari cerita sukses dan inovatif 
dari desa lain yang ada di Indonesia. 


Dalam catatan time line pelaksanaan program 


pembangunan pemerintah desa, kegiatan pelatihan tersebut 
dilangsungkan bulan Oktober 2018 dengan dukungan 


anggaran dari pos Dana Desa termin ketiga (APBDesa 2017). 
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eski secara umum outcome dan impact belum bisa dipanen 
pada tahun itu juga, tapi dengan pelatihan tersebut, kini para 
pengrajin gerabah di Pa'batangan memiliki tambahan ilmu dan 
eterampilan, khususnya kemampuan dalam mendiversifikasi 
produk hingga cara bagaimana meningkatkan value added 


produk gerabah. Selain itu, bagi pemerintah desa sendiri, 
semakin tertantang untuk mengembangkan gagasan yang 
lebih inovatif agar gerabah sebagai produk unggulan Desa 
Pa'batangan dapat bertengger di pentas pasar seni nasional 
maupun internasional. 
Kemanfaatan knowledge sharing juga diakui oleh kepala 


Desa Patani, masih di kecamatan yang sama dengan Desa 
Pa Batangan. Kepala Desa Patani mengaku hadir dan 
berpartisipasi dalam BID 2017. Waktu itu, dirinya terinspirasi 


dan tertarik untuk mereplikasi program pembuatan embung. 
Mengapa dirinya memilih embung, karena kondisi geografisnya 
yang sebagian besar lahan pertanian dan demografi 
penduduknya yang bermata pencaharian sebagai petani. Dapat 
dikatakan 60 persen penduduknya bertani dengan komoditas 
utamanya padi dan jagung. 

Meski dikenal sebagai desa agraris, dukungan 
irigasi pertanian sangatlah kurang. Karena itu, kegiatan 
pertaniannya banyak menggantungkan pada musim, dalam 
arti sawahnya, sawah tadah hujan. Untuk itulah, berbekal 
input pengetahuan inovasi dari BID 2017 tersebut, 
dirinya membawa komitmen ide atau gagasan membangun 
embung di desa yang dipimpinnya ke forum musyawarah 
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perencanaan pembangunan desa. Harapannya, masyarakat 
menyepakatinya lalu ditetapkan menjadi program prioritas 
perencanaan pembangunan 2018. 

Harapan kepala desa, disetujui masyarakat, dan disepakati 
masuk ke dalam dokumen RKPDesa 2017. Sayangnya, ta 


seperti pengalaman Pa'batangan yang sukses memasuka 


n 
program replikasi hasil BID ke dalam dokumen RKPDesa dan 
APBDesa, di kemudian hari program/kegiatan pembangunan 
embungtersebut tidak lolos dan duduk dalam struktur dokumen 
APBDesa 2018. Mengapa demikian, menurut Kades yang 


biasa dipanggil Hamsah Ronrong, rancangan aggaran untu 


membuat embung tergolong tinggi, yaitu mencapai Rp300 juta. 
Atas pertimbangan tersebut, pada akhirnya atas persetujuan 
masyarakat juga, rancangan program tersebut didrop. Meski 
demikian, sebagai gagasan dan usulan strategis pembangunan 


embung tetap akan menjadi program strategis desa yang akan 
direalisasikan pada tahun-tahun anggaran yang akan datang. 
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FOTO: MUHAMMAD IOBAL 


Wahana hammock di obyek wisata 
Coban Rais di Desa Oro Oro 
Ombo, Batu, Jawa Timur. Warga 
desa setempat telah mendapatkan 
pelatihan ekowisata dan fotografi 
untuk memberikan pelayanan 
kepada para pengunjung. Coban 
Rais meraih Anugerah Wisata 
Jawa Timur 2017. 
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t S3 X 
FOTO: WAHYU WENING” & 
Barapan Kebo di Desa'Olat Rawa, Moyo Hilir, Sumbawa, NTB. 
Tradisi Barapan Kebo yang biasa diselenggarakan pada awal 
musim tanam padi menjadi daya tarik wisatawan. 


RURAL EKOnomics II 


Meyakini Desa Mau & Mampu Membangun 


In 


Menuai Inovasi Desa 


15 


Menuai Inovasi Desa 


TAMAN MAHKOTA RATU BANTEN 
Sawah untuk Taman Edukasi 
Tematik Desa dari Banten 


erita dua kepala desa dari Kabupaten Takalar pada 

BAB II sebelumnya adalah petikan dari sekian evidence 

betapa program knowledge sharing inovasi desa 
mampu mendorong tumbuhnya inspirasi-inspirasi baru desa 
membangun. Dengan kata lain, disrupsi pembangunan desa 
sebenarnya tengah tumbuh dan bersemi dari dalam Desa. 
Berikut ini beberapa catatan inovasi desa berhasil dihimpun 
Kemendes PDTT melalui program inovasi Desa. 

Desa Sukaratu, Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang, 
Provinsi Banten merupakan salah satu desa yang memantapkan 
diri membranding dirinya sebagai desa wisata. Modalitas 
utamanya budaya Banten. Untuk mewujudkan hal tersebut 
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pemerintah desa membangun sebuah taman yang diberi nama 
“Mahkota Ratu” Taman Mahkota Ratumerupakantamantematik 
dengan konsep ethnic agro-culture. Pada perkembangannya, 
taman desa ini bernuansa agrowisata. Taman digunakan, untuk: 
(1) musyawarah kelembagaan desa (PKK, Karang Taruna, RT 
dan RW): (2) musyawarah terkait pertanian, (3) musyawarah 
lainnya ang bersifat umum atau insidentil. 

Latar belakangnya sederhana. Pertama, Desa tida 
memiliki lahan yang berstatus milik desa yang representatif 


untuk dibuat taman terbuka. Yang ada hanya hamparan 
sawah milik warga. Kedua, tradisi budaya lokal desa mulai 
punah, ketiadaan wadah sosial untuk ekspresi kreativitas 
warga di bidang seni dan budaya. Ketiga, stigma negatif lahan 
pertanian sebagai ruang publik yang rendah nilai edukasi dan 
estetikanya, walaupun sebagian besar warga menggantungkan 
hidupnya dari sektor pertanian. Keempat, keinginan para 


petani untuk menggairahkan kembali tradisi rembug tani 
yang kian berkurang. Taman edukasi ini diharapkan menjadi 


tempat yang luwes bagi petani untuk saling bertukar pikiran 
sehingga tumbuh solidaritas antarpetani dalam menyelesaikan 


tantangan para petani secara bersama-sama. 


Sesuai hasil musyawarah pembangunan desa, pada tahun 
2016 pembangunan taman tematik tersebut dilaksanakan. 
Pembuatan fasilitas publik dilakukan secara bertahap, 
mulai dari pembangunan Saung Tani, lalu Pos Penyuluhan 
Desa Pertanian (POSLUHDES). Setelah rampung, sesuai 
esepakatan, manajemen pengelolaan taman diserahkan 
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Taman Mahkota Ratu merupakan taman tematik dengan konsep ethnic agro-culture, yang 
dikembangkan Desa Sukaratu, Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang, Provinsi Banten. 
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kepada BUMDes dengan dukungan penyertaa 
sejumlah Rp50.000.000,- 
Dengan taman ini, masyarakat desa mendapatkan 


keuntungan ganda yaitu dapat belajar tenta 


Meyakini Desa Mau & Mampu 


Membangun 


n Dana Desa 


ng pertanian 


sekaligus berwisata. Dari pengelolaan Taman Wisata Mahkota 


Ratu sebagai aset ekonomi desa, ternyata berko 


ntribusi 


terhadap meningkatnya pendapatan desa. Pada bulan Juni 


2018, tercatat pemasukan desa dari pos pengelolaan taman 


wisata sebesar Rp16.263.000.- Yang menarik dari manajemen 


taman wisata ini yaitu pemanfaatan aset-aset tanah milik 


pribadi warga desa dan permufakatan sharing profit antarpihak 


yang meliputi reward untuk pengurus sebesar 40 persen, PADes 


sebesar 10 persen, 
11 persen, Pemilik 


sebesar 5 persen dan CSR sebesar sebesar 5 persen. Dengan 


Lahan 1 sebesar 2 persen, Pemilik 


cara ini, maka upaya pembangunan kemakmuran yang 


BUMDes sebesar 2/ persen, Kas BUMDes 


Lahan 2 


tumbu 


dari desa pada hakikatnya selalu mengutamakan kema 


h 
i 
bersama. Kepemilikan pribadi berupa tanah ternyata malah 
mendorong warga-warga pemilik untuk dikelola secara 


kolektif, sehingga kemakmuran tidak menumpuk pada kalanga 


tertentu. 


19 


mura 


Menuai Inovasi Desa 


DESA RUMAHDIAN 
Tanah Ulayat untuk 
Kesejahteraan Desa 


alah satu sumber kesejahteran desa-desa di Maluk 
Tenggara adalah tanah adat, tanah yang dimiliki secar 


pada aturan dan kelembagaan adat. Sayangnya, kebanyaka 


Uu 
a 
komunal oleh masyarakat dan pengelolaan didasarkan 
: 
tanah adat belum dioptimalkan nilai kemanfaatannya. Desa 

n 


Rumahdian dapat dikatakan adalah desa terdepan di Kecamata 
Manyew Kabupaten Maluku Tenggara yang berhasil mengelola 
tanah adat untuk kegiatan usaha produktif desa. Ukurannya 
cukup luas, sehingga memadai untuk dibuat destinasi wisata 
yang nyaman. Pada tahun anggaran 2015 Pemerintah Desa 
memulai proses pengerjaan destinasi wisata tersebut sehingga 


kini area tersebut memiliki nilai estetis yang lebih menjanjikan, 
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Warga bergotong-royong membangun jalan Desa Rumahdian, 
Kecamatan Manyew, Kabupaten Maluku Tenggara. 


sehingga menarik perhatian publik untuk berekreasi di tempat 
tersebut. 

Keberhasilan Desa Rumahdian menyulap tanah ulayat 
menjadi aset wisata desa tersebut merupakan terobosan 
baru bagaimana desa mengoptimalkan aset yang dimilikinya 
sehingga dapat mencukupi kebutuhan baik kebutuhan 
operasional pemerintahan desa maupun kebutuhan 
pembangunan. Tak seperti desa-desa di Jawa yang memiliki 
tanah bengkok sehingga kepala desa dan perangkatnya 
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Salah satu destinasi wisata Desa Rumahdian yang dikelola BUMDes setempat. 


mendapatkan tambahan penerimaan di luar penghasilan tetap. 
Karenanya, meski tidak banyak, keberadaan objek wisata yang 
dibangun di atas tanah ulayat ini memberikan manfaat bagi 
perangkat desa dan warga. 

Mengubah fungsi tanah ulayat menjadi destinasi wisata 
bukanlah perkaragampang. Penyelenggaraanmusyawaraholeh 
pemerintah desa untuk membahas prakrasa pengembangan 
destinasi wisata desa sekaligus mencari permufakatan 
penggunaan lahan adat sebagai pilihan lokasinya tidak hanya 
dilakukan satu dua kali, tapi berkali-kali hingga semua elemen 
masyarakat menerima dengan rasional dan penuh rasa 
solidaritas. Baru, setelah semua elemen masyarakat sepakat, 
maka dilembagakanlah rencana pembangunan destinasi 
wisata ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran 
pembangunan desa (RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa) 
tahun 2015. Pada tahun 2015 dialokasikan Rp120 juta dari DD 
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untuk pembangunan fasilitas publik obyek wisata. Pengelolaan 
layanan publik destinasi wisata diserahkan kepada BUMDesa. 

Hasilnya, desa menerima tambahan aset berupa tanah 
adat atau tanah ulayat sekaligus tambahan tanggung jawab 
untuk mengelolanya untuk sebesar kemakmuran masyarakat. 


Desa juga menjadi memiliki destinasi wisata baru yang lebih 


lengkap dan nyaman karena menawarkan fasilitas publik yang 
memadai. Nilai ekonomi desa juga terdongkrak. Hal tersebut 


ditandai dengan tumbuhnya kegiatan ekonomi warga berupa 
tumbuh usaha baru warga yang memanfaatkan ramainya 


1 


pengunjung objek wisata seperti munculnya kedai kuliner dan 
ios cinderamata. 
Dari inovasi tata kelola tanah ulayat ini, dapat dipetik 


pembelajaran bahwa kepemilikan kolektif atas suatu aset 


berpotensi melahirkan kemakmuran dan keharmonisan 
sosial ketika antarpemangku kepentingan desa dan lembaga 
adat bertemu dalam satu konsolidasi cita dan visi bersama 
membangun desa. 
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DESA SELINGSING 


Memulihkan Kembali 
Lahan Bekas Tambang Timah 


emerintah Desa Selingsing, Kecamatan Gantung, 

Belitung Timur, Bangka Belitung, berhasil menyulap area 

cerukan bekas tambangtimah yangtandus dan berbahaya 
menjadi area perkebunan nan hijau dan indah dengan sejumlah 
tanaman produktif di dalamnya. Kini, warga mantan penambang 
ilegal memiliki pencaharian baru dan memperoleh penghasilan, 
bahkan kebun tersebut menyumbang penghasilan bagi desa. 
Mengapa Pemerintah Desa Selingsing nekad dan secara cepat 
memutuskan kebijakan untuk memulihkan produktivitas 
lahan bekas tambang tersebut. Tidak lain karena Kabupaten 
Belitung Timur yang dikenal sebagai surganya tambang timah. 
Tapi sekarang sudah turun pamornya, sehingga perekonomian 
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warga menurun, pengangguran tak terelakan. Dan, Desa 
Selingsing merupakan salah satu desa yang di dalamnya 
menyimpan banyak cerita ini serta jumlah ceruk bekas tambang 
timah yang paling banyak. 

Sebelumditambangdesaini subur. Setelahhabis ditambang, 
area bekas tambang menjadi tandus, kritis dan banyak lobang 


berbahaya sampai dengan genangan air yang masih tinggi 
andungan logamnya. Kepemilikan lahan masyarakat juga 
menjadi terbatas, karena sebagian besar lahan berada dalam 
onsesi perusahaan tambang. Luasnya mencapai sekitar 6,5 
hektare. Karuan saja, setelah tambang timah berhenti karena 
ehabisan stok sumber daya alam (timah), penghasilan warga 
menurun drastis. Tanah bekas tambang juga kehilangan unsur 
haranya sehingga tingkat kesuburannya rendah. Karenanya, 
olam bekas galian tambangtidak bisa langsung dijadikan kolam 
ikan karena memerlukan waktu dan biaya untuk menetralkan 
tingkat keasaman/kebasaan air karena mengandung masih 
adanya unsur mineral tambang yang tinggi. Tak ada lagi 
ebijakan yang harus dipilih kecuali menyulap lahan ceru 
bekas tambang timah yang tandus dan berbahaya tersebut 


menjadi lahan pertanian sehingga produktif dan menghasilkan 
manfaat bagi warga. 

Dalam menjalankan kebijakan tersebut, pemerintah desa 
tentu tak sendirian. Tapi bersama masyarakat. Pengambilan 
eputusan kebijakan pemanfaatan lahan bekas tambang selalu 
didasarkan pada keputusan musyawarah desa. Apalagi lahan 


bekas tambang yang digunakan sebagai area pertanian adalah 
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berada dalam konsesi PT. Timah. Atas rekomendasi musyarah 
desa, atas nama Pemerintah Desa, Kepala Desa Selingsing 
mengajukan surat permohonan kerja sama sekaligus pengajuan 
izin penggunaan lahan bekas tambang kepada PT Timah selaku 
pemegang hak pengelolaan tanah eks tambang timah. Upaya 
pemerintah desa ini berhasil, sehingga lahan konsesi dapat 


dikelola menjadi lahan pertanian. 

Setelah itu, setiap kepala dusun menindaklanjutinya 
dengan melakukan pendataan warga desa, khususnya mereka 
yang bermata pencarian sebagai penambang timah ilegal dan 
tidak memiliki tanah, untuk menjadi penerima manfaat utama 


program ini. Pemerintah Desa mengorganisasikan warga 


penambang yang mau terlibat dalam program ini ke dalam 
elembagaan kelompok tani. BUMDes Mitra Jaya Selinsing 
diberikan kepercayaan untuk bekerja dengan masyarakat 
melakukan penggarapan lahan bekas tambang tersebut, 


termasuk untuk menyuburan kembali lahan, yang dikategorikan 


lahan kritis. Lahan kritis ukuran 1 hektare memerlukan pupuk 


andang 3-4 ton. Untuk menyukupi kebutuhan pupuk, BUMDes 
menggandeng peternak lokal. 


Setelah ditanami dengan tanaman hortikultura seperti 
“cabai” sebanyak 12.000 batang dan tanaman kopi sebanyak 
500 batang, 450 batang tanaman jambu jamaika, sawo, sukun, 
dan jambu biji kristal, lahan bekas tambang timah yang dulunya 
tandus sudah menjadi lahan produktif setelah dikembangkan 
menjadi perkebunan sawit dan sahang. Masyarakat sudah tidak 


lagimenambangtimah karenasudah mulai beralih danmenekuni 
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mata pencarian baru sebagai perkebunan hortikultura. Omset 
produksi masyarakat membaik karena upaya masyarakat cukup 
berhasil memproduktivitaskan lahan bekas tambang. Hingga 
Juni 2018 mencapai Rpt9 7.000.000, untuk laba bersih sekitar 
Rpt30.000.000. Selain itu, kini BUMDes setempat juga dapat 
membeli 3ekor sapi yang tidak hanya diperankan sebagai usaha 
baru, juga sebagai alat produksi menghasilkan pupuk organik, 


sehingga untuk meningkatkan kesuburan lahan bekas tambang 
tak perlu membeli pupuk kimia pabrikan. Pelan tapi pasti, 


selain keuntungan ekonomi, keberadaan lahan bekas tambang 
yang telah diubah menjadi lahan pertanian juga berdampak 


positif terhadap vegetasi hutan yang kembali hijau meski belum 
sepenuhnya menciptakan ekosistem hutan yang baik. 

Dari praktik inovatif dari Desa Selingsing ini dapat 
direguk pembelajaran berharga bahwa mengubah pola hidup 
masyarakat yang sebelumnya erat dengan kerja-kerja sebagai 
penambang dengan hasil yang relatif tinggi menjadi petani 
memberikan tantangan tersendiri dalam menentukan arah 
ebijakan pembangunan desa. Karena itu, tanpa adanya 
omitmen yang kuat dari pemerintah desa dan warga 
desanya, maka kemakmuran desa yang sebelumnya terobek 
arena praktik kebijakan ekstraktif akan semakin menjauh. 
Pembelajaran lainnya, peralihan mata pencaharian dari 
penambang menjadi petani telah mengembalikan kepedulian 


masyarakat untuk menjaga keseimbangan ekologi. 
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DESA KEDABU RAPAT 


Menanam Kopi di Lahan Gambut 


esa Kedabu Rapat, Kecamatan Rangsang, Kabupaten 
Meranti, yang terletak di gugusan pulau terluar di selat 
Malaka, memiliki lahan bekas tanaman kelapa yang 
urang produktif karena intrusi air laut. Janis tanahnya gambut. 
Pemerintah desa memanfaatkan lahan gambut yang telah 
terbengkalai tersebut menjadi produktif melalui penanaman 
opi. Pemerintah Desa bekerja sama dengan Dinas Pertanian 
terkait tata cara penanaman kopi di lahan gambut sehingga 


menjadikannya lebih bermanfaat dan menjanjikan. Jenis 


opi yang ditanam yaitu kopi Liberika. Pilihan kebijakan Desa 
Kedabu Rapat ini tak biasa. Padahal, pada umumnya, apalagi 


desa-desa di Sumatera akan memanfaatkan lahannya yang 
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bergambut untuk budidaya dan pengembangan perkebunan 
sawit. Sebagian khalayak masih percaya menanam sawit di 
gambut lebih menjanjikan pendapatan rumah tangga dibanding 
menanam kopi. Terlebih pada umumnya, kopi dipercaya sebagai 
jenis tanaman produksi yang cocoknya ditanam di daerah 
pegunungan karena temperaturnya yang sejuk. 

Desa Kedabu Rapat dikenal sebagai tempat persinggahan 
pedagang sejak zaman penjajahan Belanda dan Jepang 
arena lokasinya yang strategis di bibir Selat Malaka. Sebelum 
menggalakan kopi sebagai tanaman perkebunan unggulan, 
masyarakat Kedabu Rapat menghadapi problem pertanian 


yaitu menurunnya produktivitas tanaman kelapa. Produktivitas 
elapa menurun akibat intrusi air laut yang berlebihan. 
Akhirnya kebun kelapa banyak yang terbengkalai karena 


4 


tidak ada lagi warga yang mengurusnya sehinga pemasukan 


desa dari sektor perkebunan melemah. Dalam bahasa lokal 


ondisi ini digambarkan “kais pagi, makan pagi” “kais malam, 
makan malam". Sementara bila mengandalkan pemasukan dari 


matapencaharian sebagai nelayan dan berjualan ikan juga tida 
cukup memenuhi kebutuhan rumah tangga. Karenanya, ketika 
eksperimentasi menanam kopi ternyata cocok menggantikan 


pohon kelapa, walaupun sebagian penduduk desa masih 
melestarikan tanaman sawit, warga dan pemerintah desa 


menggalakan gerakan pemanfaatan lahan gambut untu 
pengembangan budi daya, produksi, dan pemasaran kopi. 
Gagasan ini disetujui dan ditetapkan menjadi program 


pembangunan desa pada tahun anggaran 2014, hasil 
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LN : Pe » ia » 
Pemanfaatan lahan bekas tambang timah untuk pertanian 
dan perkebunan di, Kecamatan Gantung, Belitung Timur, 
Bangka Belitung. 
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musrenbangdesa tentunya. Pemerintah desa memercayakan 
pengelolaan produksi olahan kopi hingga pemasarannya kepada 
lembaga BUMDes yangtelah dibentuk sebelumnya. Lalu, teknis 
penanaman kopi dilakukan oleh masing-masing warga yang 
memiliki lahan. Agar proses penanaman kopi berhasil dengan 


produk yang berkualitas, desa menggandeng Balai Pengkajian 
Teknologi Pertanian. Ada 9 kelompok tani yang bergabung 
dalam gerakan ini. Mereka, kebanyakan adalah pekebun 
sawit. Bahkan sekarang telah terbentuk kelembagaan khusus 
masyarakat yang peduli kopi yang disebut dengan Masyarakat 
Peduli Kopi Liberika Rangsang Meranti (MPKLRM), sebagai 
komunitas pengelola kopi desa. 

Kini, setelah melihat prospek positif usaha kopi, 
sebagian petani sawit beralih ke kopi. Dengan beralih ke kopi, 
pendapatan rumah tangga relatif lebih singkat dari pada 
omoditas kelapa dan kalapa sawit, karena ketika tanaman 
opi sudah menghasilkan. Hanya dalam jangka waktu 20 hari 


warga sudah bisa memanen, mengolah lalu menjual kopi ke 
pasar. Petani bisa panen sebanyak 2 kali per bulan. Kisaran 
harga jual kopi adalah Rp2.500/Kg dan dipanen setiap 20 (dua 
puluh) hari sekali, maka bila dalam sekali panen bisa mencapai 


100 kg, setiap petani dapat meraup pendapatan kotor sebesar 
Rp250 ribu/20 hari. Pengelolaan usaha kopi secara kolektif 
dan terkoordinasi, diserahkan kepada BUMDes. Dengan 


strategi ini, masuknya tengkulak dan pihak luar lain dapat 
diminimalisasi. Dari kreativitas masyarakat Kedabu Rapat 
ini dapat ditarik pembelajaran di mana kesadaran ekologis 
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masyarakat mampu menumbuhkan daya dan kreativitas untuk 
melestarikan potensi alam. 

Belajar pada narasi inovasi dari desa-desa di atas di mana 
memiliki kaitan erat dengan pengelolaan sumber daya alam 
secara inklusif satu nada dengan pandangan Acemoglu dan 
Robinson yang menyatakan bahwa kemakmuran suatu negara 
sangat dipengaruhi oleh tingkat inklusifitas kebijakan yang 
diterapkannya. Dari Desa Keduba Rapat kita dapat refleksi 
baru bahwa ternyata ketika masyarakat pekebun sawit 


yang sebelumnya secara kelembagaan terbelenggu model 
ekonomi sawit, ternyata ketika secara bebas menemukan 
komoditas baru yang memiliki kesesuaian secara ekologis 
dan kebutuhan ekonomi warga, penerimaan rumah tangga 
meningkat. Demikian pula dengan ketika sebuah perusahaan 


tambang timah yang bersifat ekstraktif tak lagi beroperasi, 


lalu desa memberanikan diri mengambil alih tata kelola lahan 
bekas tambang, hasilnya dapat menghindarkan warganya dari 


pengangguran dan kemiskinan berkepanjangan. 
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Budidaya kopi sebagai produk 
unggulan Desa Kedabu Rapat, 
Kecamatan Rangsang, Kabupaten 
Meranti, Riau. Tanaman kopi jenis 
Liberika ini ditanam diatas 

lahan gambut. 
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GELAR TTG 2018 DI BALI 
30.000 Inovasi Siap Diduplikasi 
Desa-Desa di Indonesia 


ak kurang dari 30.000 inovasi siap diduplikasi untuk 
Te pembangunan desa. Beberapa di antaranya 
dipamerkan dalam Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) XX di 
Kabupaten Badung, Bali, 18-22 Oktober 2018. 

Inovasi dari desa sukses tersebut dapat disebarkan dan 
menjadi bahan untuk dicontoh atau didupliksai, sehingga desa- 
desa mampu membuat inovasi agar lebih cepat memajukan 
dirinya. Contoh inovasi tersebut dapat dilihat melalui portal 
akademi desa. Total yang sudah siap untuk diduplikasi sebanya 
30.000 inovasi. Mana yang cocok untuk desa masing-masing, itu 
yang dapat dicontoh dan dilaksanakan. Langkah ini diterapkan 
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Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) membuka Temu Karya Nasional, Gelar 
Teknologi Tepat Guna (TTG) XX, dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan 
(PINDeskKel) 2018. 
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untuk dapat mempercepat akselerasi desa dalam memajukan 
dirinya. 

Temu Karya Nasional, Gelar TTG XX, yang digelar di 
Kabupaten Badung, Bali ini dilaksanaan berbarengan dengan 
Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (PINDeskel) 
2018. 

Pembangunan desa saat ini tak hanya fokus pada 
infrastruktur, namun mulai bergeser pada peningkatan Sumber 
Daya Manusia (SDM) dan peningkatan ekonomi desa. Terkait 
peningkatan SDM, salah satu yang dilakukan adalah dengan 
memberikan pelatihan secara serentak kepada 433 kabupaten/ 


ota di Indonesia. Salah satunya adalah program inovasi desa. 
novasi dari desa tersebut didokumentasikan dalam bentuk 


tertulis maupun video supaya bisa dishare ke desa-desa agar 
diikuti. 

Dana desa dapat digunakan untuk pengembangan inovasi 
desa terutama pengembangan ekonomi, sebab pengembangan 
dan pemanfaatan inovasi sangat diperlukan untuk menunjang 
produktivitas desa. Untuk melaksanakan inovasi desa, selain 
ada pendamping desa, juga ada pendamping inovasi desa yang 
mendampingi desa-desa dalam melakukan inovasi. 
Dalam mengembangkan inovasi dalam — rangka 


pengembangan potensi desa, peranan teknologi informas 


IT) juga sangat penting. Teknologi IT juga diperlukan untuk 


mempermudah pengelolaan administrasi desa. 
Untuk diketahui, kegiatan Temu Karya Nasional, 
Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) XX, dan Pekan Inovasi 
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Widodo didampingi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, 


Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Eko P Sandjojo, Wakil Gubernur Bali Anak Agung Gede 


menghadiri Temu Karya Nasional, 


Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) XX, dan Pekan Inovasi 


Perkembangan Desa dan Kelurahan (PINDeskel) 2018 di Komplek Garuda Wisnu Kencana, Bali. 


Perkembangan Desa dan Kelurahan (PINDeskel) 2018 adalah 
kegiatan rutin yang merupakan kerja sama dari Kementerian 


Desa, Pembangunan 
bersama Kementeria 
ditunjuk sebagai tuan 


Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 
n Dalam Negeri. Kali ini, Provinsi Bali 
rumah. Gubernur Bali, I Wayan Koster 


berharap, kegiatan tersebut dapat menjadi kekutan dan 


inspirasi baru terutam 

Gelaran tersebut 
Joko Widodo Jokowi 
mengatakan, penggu 
Menurutnya, realisas 


a bagi desa-desa. 
dibuka oleh Presiden Republik Indonesia 
. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi 


naan dana desa harus tepat sasaran. 
i dana desa bukan perkara bagaimana 


anggaran dapat terserap 100 persen, namun harus berhasil 


memberikan manfaat 


untuk desa. 
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“Percuma jalan tolnya rampung, jalan besarnya rampung, 
tapi jalan desanya tidak bisa dilewati. Percuma ada jalan besar, 


ada jalan 
tersambu 
adanya da 


tol, tapi jalan kecamatannya rusak. Semua harus 


na desa, paparnya saat pidato pembukaan. 


ng dari yang kecil sampai yang besar. Inilah mengapa 


lamengatakan, anggaranuntuk pembangunaninfrastruktur 


dalam empat tahun terakhir sangat besar. Tahu 


Rp 400 Triliun anggaran dialokasikan untuk infrastruktu 


Untuk da 


tahun 2016 sebesar Rp 47 Triliu 


dantahun 
anggaran 


“ 


2018 sebesar Rp 60 Triliun. Rencananya, tahun 201 
dana desa akan meningkat menjadi Rp Z0 Triliun. 


n ini saja sebesar 


r. 


na desa sendiri, tahun 2015 sebesar Rp 20 Triliun, 
n, tahun 2017 sebesar Rp60, 


9 


Dalamempattahuninikitatelahmembangunf(infrastruktur) 


yang besar baik jalan tol, airport baru, pembangunan pelabuhan, 


bendungan-bendungan, ini yang besar-besar. Kemudian yang 


sedang, yang kecil siapa? Ya provinsi, kabupaten, dan desa, 
sehingga pembagian kerja menjadi jelas. Jangan semuanya dari 


pusat. Harus bagi-bagi kita ini,” ungkapnya. 


Presiden mengata 


desa juga harus memberikan kontribusi pada peningkata 


ekonomi lokal. Penyediaan bahan seperti pasir, batu, atau seme 


misalnya, 
uang dari 


harus mengutamakan produk lokal. Dengan begitu, 


dana desa dapat berputar di desa, di kecamatan, ata 


minimal setingkat kabupaten. 


“Saya 
infrastruk 


titip,untukpembangunaninfrastruktur besar maupu 
tur desa, kita akan mulai menggeser ke pemerataa 


an, pembangunan infrastruktur dana 


n 
n 


U 


n 


n 


ekonomi, pemberdayaan ekonomi daerah dan desa. Kalau ada 
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Uji coba Motor Listrik Penarik Kursi Roda bagi penyandang disabilitas. Motor Listrik Penarik 
Kursi Roda karya Iman Suwandi warga Desa Sukaraja, Sukabumi, Jawa Barat ini menggunakan 
tenaga baterai dengan kecepatan hingga 45 kilometer per jam. 


infrastruktur yang belum rampung tidak apa-apa, tapi mulai 
digeser untuk pemberdayaan ekonomi, terangnya. 

Presiden Joko Widodo juga mengungkapkan rencana 
pemerintah yang akan memberikan anggaran langsung 
ke kelurahan seperti halnya dana desa. Terkait nominal 
menurutnya, masih dalam kajian pemerintah. 

“Mulai tahun depan akan ada namanya anggaran kelurahan. 
Ada yang protes, ada dana desa kok nggak ada dana kelurahan. 
Ya sudah, tahun depan. Mumpung saya masih ingat,” ungkapnya. 


103 


OLNYMANd LIDIS !OLO4 


Membilang Prestasi dari Desa 


BILATERAL MEETING IN IMF FORUM, NUSA DUA, BALI 
Dana Desa Menuai Pujian 


ana desa sebagai sebuah platform dalam Indonesia 
na desa menuju kemandirian berhasil memikat 
publik internasional. Dalam pertemuan tahunan International 
Monetary Fund (IMF) World Bank di Nusa Dua, Bali 8-14 
Oktober 2018, dana desa mendapatkan pujian sebagai salah 
satu program yang berhasil. 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) sebagai pendamping 
pelaksanaan dana desa di desa-desa di seluruh Indonesia yang 
jumlahnya mencapai /4.95/ desa itu pun mendapat pujian dari 
Presiden The International Fund for Agricultural Development 
(IFAD) Gilbert Houngbo. 
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1G . 
Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Eko P Sandjojo (kanan) berdialog dengan Presiden IFAD 
Gilberts Houngbo disela-sela pertemuan tahunan IMF - Bank Dunia di Nusa Dua, Bali. Gilberts 
Houngbo mengapresiasi pelaksanaan program dana desa dan menilai program tersebut bisa 
diterapkan untuk pembangunan di negara-negara berkembang lainnya. 


Apresiasi tersebut disampaikan dalam pertemuan terbatas 
di sela pertemuan tahunan IMF - World Bank di Nusa Dua, Bali, 
Kamis 11 Oktober 2018. Menurut Houngbo program dana 
desa adalah sebuah transformasi untuk wilayah perdesaan, di 
mana dengan model ini semua pihak mandapatkan manfaat, 
sejalan dengan program-program IFAD untuk membangun 
wilayah perdesaan melalui bidang pertanian. 

"Apa yang paling mengesankan bagi saya adalah dalam 
program dana desa ini, pembangunan dilakukan terintegrasi 
antara sektor pembangunan sosial dan ekonomi. Pembangunan 
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/ PP. 
Peraih nobel bidang ekonomi Joseph Stiglitz menyampaikan pandangannya dalam Forum 
Tri Hita Karana Sustainable Development dengan tema “Kesetaraan dan Pertumbuhan 
Inklusivitas, Keberlanjutan, dan Kepemimpinan” pada Pertemuan Tahunan IMF-World Bank di 
Nusa Dua, Bali. 


yang terus berkelanjutan ini, kami akan terus berkomunikasi 
dengan Kementerian Desa untuk membuat presentasi yang 


akan kami rekomendasikan untuk negara-negara berkembang 


di seluruh dunia, kata Houngbo. 
Pertemuan tersebut merupakan lanjutan dari pertemuan 
yang sudah dilakukan sebelumnya antara kementerian ini 


dengan IFAD beberapa waktu lalu di Milan Italia. Percepatan 
pembangunan di pedesaan memang menjadi kunci penting 
pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain memetakan potensi 
produk unggulan, desa harus didorong mampu memberi nilai 
tambah pada komoditas agar memiliki daya jual lebih tinggi. 


Dengan demikian, pendapatan masyarakat akan lebih besar. 
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Dalam forum tersebut, IFAD meyakini model ini adalah model 
pembangunan yang sustainable. 


Dalam kesempatan lain di forum tahunan tersebut, 
Presiden Center for Global Development, Masood Ahmed juga 
mengatakan, program dana desa yang disalurkan Pemerintah 
Republik Indonesia sejak 2015 itu juga mendapat perhatian 
dunia internasional. 

Center for Global Development, sebuah lembaga yang 
bekerja untuk menurunkan tingkat kemiskinan global, mereka 
mengapresiasi program dana desa karena dinilai mampu 
menciptakan kualitas hidup masyarakat pedesaan yang lebih baik. 
Dana desa sejalan dengan tujuan dari Sustainabl 


e 
Development Goals (SDGs). Tujuan SDGs adalah melaksanakan 
pembangunan global. Adapun yang yang perlu dicapai adalah 
mulai dari level individu, komunitas, pedesaan, kota-kota 


ecil, kota besar hingga negara. Karenanya, beragam program 
pembangunan yang fokus pada pertumbuhan ekonomi, 
pendidikan, kesehatan, air bersih, serta infrastruktur dasar 


Ha 


menjadi bagian penting untuk memperbaiki kualitas kehidupan 
masyarakat. Hal tersebut diturukan oleh Presiden Center for 
Global Development, Masood Ahmed, di sela sela seminar 
tentang “Leveraging Policies for Sustainable Development 
Goals” pada Pertemuan Tahunan IMF - World Bank di Nusa 
Dua, Bali, Jumat 12 Oktober 2018. 


Sejalan dengan tujuan tersebut pengentasan kemiskinan 


melalui kebijakan dana desa merupakan bagian penting 


dalam kontribusi pemerintah Indonesia mewujudkan tujuan 
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pembangunan global dan dunia yang lebih baik. Pembangunan 
sarana dan prasarana di pedesaan melalui dana desa adalah 
langkah nyata mendukung pengentasan kemiskinan yang 
menjadi tujuan dari SDGs. 

Dalam kurun waktu 2015 hingga 2018, program dana 


desa telah menunjukkan hasil pembangunan yang signifikan 
di wilayah pedesaan. Pemanfaatan dana desa sendiri terbagi 
atas dua aspek, yakni untuk menunjang aktivitas ekonomi 


masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. 

Data mencatat, dalam menunjang aktivitas ekonomi 
masyarakat, dana desa dalam kurun waktu 2015 hingga 2018 
telah menghasilkan diantaranya 158.619 kilometer jalan desa, 
1.028.225 meter jembatan desa, 3.026 unit embung desa, 
1421 unit pasar desa, dan 39.565 unit irigasi. 

Sementara untuk menunjang peningkatan kualitas hidup 
masyarakat desa, dana desa telah dimanfaatkan diantaranya 
untuk membangun 942.927 unit air bersih, 178.034 unit MCK, 
48.694 unit Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 8.028 unit 
Polindes, dan 39.920.120 meter drainase. 

Sebelumnya, peraih nobel di bidangekonomi Joseph Stiglitz 


juga mengapresiasi model pembangunan wilayah pedesaan di 
Indonesia dengan dana desa sebagai stimulus pembangunan. 
Dia menilai, masifnya pembangunan di pedesaan adalah wujud 
dari pola pembangunan yang sangat baik. 

Stiglitz mengapresiasi model pembangunan dengan dana 
desa di mana pembangunan di mulai berdasar pada kebutuhan 
yang berbeda pada setiap daerah dan ini menghasilkan pola 
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pembangunan wilayah yang sangat menabjubkan. Hal itu 
diungkapkan Stiglitz pada Forum Tri Hita Karana (THK) 
Sustainable Development dengan tema “Kesetaraan dan 


Pertumbuhan Inklusivitas, Keberlanjutan, dan Kepemimpinan” 
Kamis 11 Oktober 2018. 

ndonesia menjadi tuan rumah Pertemuan Tahunan Dana 
Moneter Internasional (International Monetary Fund atau IMF) 
dan Bank Dunia di Nusa Dua, Bali, pada 8-14 Oktober 2018. 
Pertemuan ini digelar berkat kerja keras dua pemerintahan, 


yaitu era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden 
Joko Widodo. 

antan Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, 
awal mula pengajuan adalah pada September 2014. Kemudian 
ndonesia ditetapkan sebagai tuan rumah IMF-World Bank 
Annual Meeting pada Oktober 2015. Proses terpilihnya 
ndonesia menjadi tuan rumah IMF-world Bank Annual 


F5 


ceting tidaklah mudah. Indonesia harus bersaing dengan 


negara lain untuk menjadi host. Bagaimanapun, untuk bisa 
menjadi tuan, banyak hal yang menjadi pertimbangan. 

Proses pemilihan tak jauh beda dari seleksi tuan rumah 
untuk perhelatan APEC atau ajang olahraga seperti Asian 
Games. Pertemuan yang digelar di Bali kali ini termasuk yang 


En 


terbesar untuk penyelenggaraan di luar Amerika Serikat. Setiap 


4 


tiga tahun sekali, negara-negara di dunia berkesempatan ikut 


seleksi menjadi tuan rumah pertemuan IMF-Bank Dunia ini. 
ni karena peluang manfaat yang didapat, khususnya di bidang 


perekonomian, sangat besar. 
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2018 imdonesia 
! 81 INTERNATIONAL MONETARY FUND 
“ WORLD BANK GROUP. 
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Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde memberikan sambutan dalam sidang pleno 
Pertemuan Tahunan IMF-World Bank di Nusa Dua, Bali. 


Dalam 8 hari pelaksanaan, ada sekitar 2.000 pertemuan 
yang dilakukan secara paralel sepanjang acara. Selain itu, ada 
sekitar 20.000 orang partisipan dari 189 negara seluruh dunia 
yang bergabung dalam acara IMF-World Bank Annual Meeting 
2018. 

Ada delapan topik utama yang jadi fokus Indonesia selama 
pertemuan ini dilangsungkan. kedelapan topik itu adalah: 
ekonomi digital, urbanisasi, sumber daya manusia, pembiayaan 
dan asuransi untuk risiko bencana, perubahan iklim, pembiayaan 
infrastruktur, penguatan moneter internasional, serta ekonomi 
syariah. 
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Acara diselenggarakan setiap hari mulai pukul 09.00 dan 
selesai menjelang sore atau malam hari. Di luar jadwal resmi, 
ada rangkaian rapat dan seminar yang diselenggarakan oleh 
pihak-pihak yang berpartisipasi, mulai dari korporasi h ingga 
organisasi internasional. 

Direktur Pelaksana IMF, Christine Lagarde, dalam 
pembukaan sidang pleno pertemuan ini, menekankan pentingnya 
negara-negara bergerak bersama untuk menyelesaikan 
masalah-masalah multilateral. Lagarde menekankan konsep 
multilateralisme baru,yangterbagi menjadi dua dimensi. Pertama, 
dimensi moneter dan fiskal. Kedua, dimensi ketidaksetaraan 


ineguality), teknologi, dan kesinambungan (sustainability). 
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ARCHIPELAGO EXHIBITION (ARCHEX) 2018 
Desa Kita Menembus Pasar Dunia 


enap tiga tahun penggunaan dana desa, dan satu tahun 
G pencanangan empat program prioritas Kementerian Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes 
PDTT) digalakkan. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang 
mengusung produk unggulan kawasan perdesaan (prukades) 
berani menembus pasar dunia. 

Awal tahun 2018 menjadi tonggak keberhasilan BUMDes 
untuk ekspansi mencari pasar di luar negeri. Pemerintah 
Indonesia berupaya memasarkan produk-produk domestik ke 
luar negeri. Malaysia menjadi sasaran pertama, negara tujuan 
ekspor produk-produk asli Indonesia. 
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Len 


Mendes PDTT Eko P Sandjojo yang juga pejabat penghubung investasi Indonesia-Malaysia 
didampingi Dubes Indonesia untuk Malaysia Rusdi Kirana melihat pameran produk unggulan 
desa dalam Archipelago Exhibition 2018 di Kuala Lumpur, Malaysia. 


Untuk memasarkan produk itu ke Negeri Jiran, difasilitasi 
oleh Kedutaan Indonesia untuk Malaysia, pemerintah melalui 
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi (Kemendes PDTT) menggelar Archipelago 
Exhibition (Archex) 2018. 

Archex 2018 merupakan pameran produk unggulan desa. 
Sebanyak 115 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan unit 
usaha ekonomi pedesaan akan berpartisipasi pada kegiatan 
yang berlangsung awal April 2018 lalu. 

Selain binaan Kemendes PDTT, sejumlah BUMDes danunit 
usaha ekonomi lain juga merupakan binaan dari Bank Rakyat 
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3. 


“TEE 1 


@Y 


ES 


SINESS NET 


nvestasi Indonesia-Malaysia dalam 
pengusaha Malaysia. 


Barat (BJB). 
Sebanyak 7 jenis ko 


INDONESIA - MALAYSIA 


WORKING 


enteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Eko P Sandjojo berbicara dihadapan pelaku bisnis di 
uala Lumpur, Malaysia. Kehadiran Eko P Sandjojo yang juga sebagai Pejabat Penghubung 


orum ini untuk menindaklanjuti implementasi bisnis 


ndonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Jawa 


moditas produk unggulan desa diusung 


untuk dipamerkan dalam Archex 2018, yaitu bahan non pokok, 


bahan pokok, herbal/rempah, kerajinan, kopi, meka ringan, dan 


destinasi wisata. 
Malaysia merupaka 
Hal ini karena ada sekita 


n pasar potensial memasarkan produk. 
r4 juta Warga Negara Indonesia (WNI) 


di negara tersebut. Selain itu, dia mengharapkan produk bisa 


dipasarkan bagi warga negara Malaysia. 
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ertaakses internet yang semakin 


canggih, dapat memudahkan masyarakat Indonesia hingga ke 


luar negeri. Apalagi KBRI Indonesia di Malaysia memfasilitasi 


pemasaran produk melalui pen 


yediaan website. 


Selain Archex 2018, posisi Mendes PDTT yang juga 


sebagai pejabat penghubung investasi Indonesia-Malaysia 


mengaktifkan peranny 


Lumpur, untuk menindaklanju 


pengusaha Malaysia di | 

Acara itu dikemas dalam 
Indonesia Malaysia, dan 
Kunju 
bisnis Indonesia dan Malays 
sebelumnya. 
Kirana, 
dilaku 


promosi diinisiasi oleh Kem 


a de 


ndone 


ngan ini merupakan lanju 


ngan berkunjung ke Kuala 
ti implementasi investasi bisnis 
sia. 
Business Networking Investasi 
Regional Investment Forum. 


tan dari pertemuan para pelaku 


ia di Jakarta pada Juni tahun 


enurut Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Rusdi 
program Archex merupakan program yang akan 
an tiap bulan oleh KBRI. Untuk kali pertama, peluang 


endes PDTT. Hal ini menjadi 


peluang pasar ekspor yang baik mengingat besarnya minat 


pasar Malaysia pada produk In 
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donesia. 
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DANA DESA BERHASIL 
Dunia Berpaling Belajar 
ke Indonesia 


eberhasilan dana desa yang dipraktikkan oleh Indonesia 
Ka bergaung sampai ke mancanegara. Hal tersebut 
dibuktikan ketika Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) mendapatkan 
undangan sebagai pembicara utama dalam Konferensi 
Internasional dengan tema “Rural Inegualities: Evaluating 
Approaches to Overcome Disparities” yang diselenggarakan 
oleh International Fund for Agricultural Development (IFAD) di 
Roma, Italia, Selasa 1 Mei 2018. 

Di situlah, dana desa dan pelaksanaannya di Indonesia 
dipaparkan dan mendapatkan sambutan yang baik dalam forum 
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RESERVED 


Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Eko P Sandjojo berbicara tentang strategi pengentasan 
kemiskinan di pedesaan dalam konferensi internasional di Kantor Pusat IFAD, Roma, Italia. 


tersebut. Dana desa telah menjadi pendorong untuk menunjang 
aktivitas ekonomi serta peningkatan kualitas hidup masyarakat 


desa.Kementerian ini terus bergerak untuk memberantas 
kemiskinan di pedesaan. 

Kebijakandanadesayangberhasil mengurangi kesenjangan 
berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik pada April 2018 lalu, 
gini ratio di desa yakni 0,32, di kota 0,4 dan gini ratio nasional 
0,39 menunjukkan pembangunan di desa menjadi pendobrak 


penurunan gini ratio di Indonesia. 
Konferensi yang dibuka oleh Wakil Presiden IFAD, Cornelia 
Richter, tersebut menjadi forum untuk mengevaluasi berbagai 
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Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Eko P Sandjojo (kiri) memperlihatkan video pelaksanaan 
program dana desa dan Prukades kepada Deputi Dirjen FAO Bidang Program Daniel 
Gustafson (kanan) di Roma, Italia. 


pendekatan terhadap pengurangan kemiskinan pedesaan. 
Empat aspek utama indikator ketidaksetaraan menjadi 
pembahasan, yakni akses sumber daya, ketahanan ekonomi dan 
lingkungan, hubungan sosial budaya, serta hak politik. 

Konferensi ini diikuti oleh pejabat tinggi dari Badan 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pejabat tinggi dari 
berbagai donor pendanaan pembangunan multilateral, serta 
berbagai pimpinan tinggi dari mitra internasional yang secara 
khusus menangani evaluasi pembangunan.Selain itu, turut 
hadir perwakilan dari organisasi pembangunan bilateral dan 
multilateral, sektor swasta, organisasi kemanusiaan, akademisi 
internasional, serta pusat penelitian. 
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lan praktik dana desa yang dikawal langsung 
aoleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 


Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjadikan 


posisi kementerian menjadi guru yang siap untuk menularkan 


ilmunya kepad 
Salah satunya 
Pemerintah Ni 


a orang lain. Itu yang kini terjadi di Indonesia. 
Kemendes PDTT menerima audiensi delegasi 
geria di kantor Kalibata, Jakarta. 


Kedatangan para delegasi tersebut dalam rangka studi 


banding percepatan pembangunan desa dan pengentasan 


kemiskinan dalam kerangka South South Cooperation (Kerja 


sama Selatan-Selatan). 


melaksanakan 


Proyek terseb 


Apresiasi diberikan kepada pemerintah Nigeria yang sedang 


Proyek Pengembangan Masyarakat dan Sosial. 
ut merupakan bentuk intervensi pembangunan 


wilayah dengan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat 


(community driven development). Pendekatan tersebut adalah 


bentuk interve 
terlibat langsu 
dasar, infrastru 


nsi positif kepada masyarakat agar mereka dapat 
ng dalam upaya pemenuhan kebutuhan sosial 


ktur, dan sumber daya alam. 


Dalam kesempatan itu delegasi Nigeria dapat saling 


bertukar pengetahuan dan wawasan serta belajar langsung 


dari para pelaku pembangunan pedesaan. Salah satu yang 
bisa dijadikan contoh adalah program Generasi Sehat Cerdas 


GSC) dengan 


bentuk intervensi kebutuhan sosial dasar dan 


esehatan bagi masyarakat desa. 
Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa memegang peranan penting dalam upaya percepatan 
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Delegasi Pemerintah Nigeria melakukan studi banding percepatan pembangunan desa dan 
pengentasan kemiskinan dalam kerangka South South Cooperation (Kerja sama Selatan- 
Selatan) di Kantor Kemendes PDTT, Jakarta. Salah satu yang bisa dijadikan contoh adalah 
program Generasi Sehat Cerdas (GSC) dengan bentuk intervensi kebutuhan sosial dasar dan 
esehatan bagi masyarakat. 


pembangunan desa di Indonesia. Regulasi tersebut 
mendorong tata pemerintahan desa yang lebih partisipatif 
serta keterlibatan masyarakat desa yang lebih aktif dalam 
pembangunan di desa. 

Undang-undang tersebut merupakan wujud dari 


pembangunan yang menggunakan pendekatan pengembangan 
berbasis masyarakat atau community driven development. 
Tujuannya yakni pemerataan pembangunan yang menyeluruh 
di setiap desa yang ada di Indonesia, yakni 74.957 desa. 

Ketua Delegasi dari Pemerintah Nigeria, Abdul Karim 
dalam kesempatan itu mengatakan, dirinya siap belajar dan 
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mengapresiasi pendekatan 
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iat desa di Indonesia. Abdul juga 
pengembangan pembangunan 


berbasis masyarakat di Indonesia yang tidak hanya sekadar 


gerakan, melainkan telah terikat dalam sebuah regulasi, yakni 


Undang-Undang Nomor 6ta 


pengetahuan ini dapat mem 


hun 2014 tentang Desa. 


Bahkan dia menargetkan program pertukaran 


bantu meningkatkan pelaksanaan 


Community and Social Development Project (CSDP) yang 
sedang berlangsung. Menurutnya, ini menjadi bagian penting 


dalam upaya percepatan dukungan dan kelanjutan program 


yang fokus pada masyarakat 


berasal dari 20 negara bagia 
dari berbagai latar belakan 


miskin. 


Delegasi Pemerintah Nigeria terdiri atas 31 orang yang 


n di Nigeria. Para delegasi berasal 
g dan unit program berbeda, di 


antaranya yakni manajeme 


n, operasional, pemantauan dan 


evaluasi, manajemen keuangan, serta gender. 
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PENGHARGAAN MURI UNTUK DESA 
Pecahkan Rekor Pembangunan 
Infrastruktur Terbanyak 


ahun 2018, menjadi tahun keemsan Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 
(Kemendes PDTT). Dua rekor MURI (Museum Rekor -Dunia 
Indonesia) berhasil dipecahkan di awal tahun, tepatnya pada 
bulan Maret. Penyerahan plakat rekor dilaksanakan Kamis, 
Tanggal 8 Maret 2018 malam di Hotel Sultan, Jakarta. 

Dua rekor yang dipecahkan tersebut masing-masing 
adalah rekor pembangunan infrastruktur desa terbanyak 
dalam kurun waktu 3 tahun dan perjanjian kerja sama antara 
kementerian dengan pemerintah kabupaten dan pihak 
swasta. 
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Penandatanganan naskah kerja sama (MoU) untuk program produk unggulan kawasan 


perdesaan atau Prukades. Program Prukades memecahkan rekor MURI perjanjian kerja sama 
terbanyak antara kementerian, pemerintah daerah (102 kabupaten), dan pihak swasta. 


MURI mencatatkan dua buah rekor yang dipecahkan 
tersebut dengn nomor rekor 8.355 dan 8.356. Rekor MUR 


dengan pembangunan infrastruktur terbanyak dalam kurun 
waktu 3 tahun tersebut adalah pembangunan yang dilaksanakan 
n 


melalui anggaran dana desa sekitar 127 triliun. Pembanguna 
infrastruktur yang tersebar di seluruh desa di Indonesia itu 
mencakup jalan desa sepanjang 123.145 meter, jembatan 
sepanjang 191.258 meter, 38.217.065 meter drainase, 
6.223 unit pasar desa, 65.918 unit penahan tanah, 2.882 unit 
tambatan perahu, 37.496 unit prasarana air bersih, 108.486 
unit prasarana MCK. 30.212 unit sumur, 1.927 embung, 28.091 


Ipa 
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irigasi desa, 18.0/2 unit PAUD, 5.314 unit Polindes, 11.414 unit 
Posyandu dan 3.004 unit sarana olahraga desa. 


Sedangkanrekorlainnyaadalah perjanjian kerjasamaantara 
ementerian dengan pemerintah kabupaten dan pihak swasta. 
Dalam hal ini, Kemendes PDTT melakukan penandatangan 


esepahaman bersama pola kemitraan program Prukades 
antara Kemendes PDTT, Bupati dan perusahaan terkait 


pengembangan dan pengelolaan Prukades yang melibatkan 
lebih dari 102 kabupaten dan lebih dari 68 perusahaan dengan 


jumlah kerja sama sebanyak lebih dari 200 nota kesepahaman 
bersama. 

Penandatangan nota kesepahaman yang memecahkan 
rekor MURI tersebut dinyatakan membawa nilai investasi 
ke desa yang setidaknya sekitar Rp47 triliun. Bukan itu saja, 
semua yang ditandatangani tersebut diperkirakan akan dapat 
menyerap tenaga kerja bisa sampai 10 juta jiwa tenaga kerja. 

Menyusul rekor di bulan Maret, di tahun sama pada bulan 


Agustus, Desa Duda Timur, Kecamatan Selat, Kabupaten 


Karangasem, Bali meraih tiga rekor Museum Rekor-Dunia 


Indonesia (MURI) sekaligus. Penyerahan rekor URI 


disaksikan langsung oleh Direktur Jenderal Pembangunan 


dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, 


Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Dirjen 
PPMD Kemendes PDTT) Taufik Madjid di Desa Duda Timur, 
Sabtu (25/8). 

Ketiga rekor MURI tersebut adalah sebagai desa pertama 


yang memiliki data dan lokasi kependudukan secara online 
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berdasarkan golongan darah: Kedua, desa pertama yang 
menggunakan program administrasi Sm@artBudgeting: dan 
Ketiga, sebagai desa pertama yang mempunyai fitur keluhan 
dan laporan keadaan darurat secara real time bagi warganya. 
Peraihan tiga rekor MURI tersebut menjadikan Desa Duda 
Timur sebagai lokomotif baru yang akan menjadi percontohan 


bagi desa-desa lainnya. Desa Duda Timur telah berhasil 


melaksanakan pokok pertama amanat Undang-Undang No 
6 tahun 2014 tentang desa, yakni melakukan peningkatan 
pelayanan publik di desa. 

Pokok amanat undang-undang desa kedua adalah 
menurunkan angka kemiskinan di desa, ketiga mengurangi 
etimpanganatauginiratio,dankeempatmenjadikandesasebagai 
subjek utama pembangunan desa. Terkait angka kemiskinan, 
pemerintah Indonesia saat ini telah berhasil menurunkan angka 


emiskinan yang cukup signifikan. Keberhasilan tersebut tidak 
lepas dari sumbangsih pembangunan fisikal secara massif 
seluruh desa di Indonesia. 
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TRANSMIGRAN TELADAN 2018 


Penghargaan bagi Mereka yang 
Mau Mengubah Nasib 


| ransmigrasi merupakan program 
mampu mengubah nasib orang dan 


teladan. Penghargaan tersebut diberik 


transmigran atas pengabdiannya untuk 
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lawas yang dikenal 
membawa pemerataan 


persebaran penduduk di Indonesia. Setiap tahun Kementerian 
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 
Kemendes PDTT) memberikan penghargaan kepada para 
transmigran teladan dan pembina permukiman transmigran 


an untuk memberikan 


apresiasi atas perjuangan para transmigran dan pembina 


negara. Selain itu juga 


untuk memberikan motivasi pada transmigran atau calon 
transmigran lainnya agar mengikuti jejak mereka. 
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Solihin memetik merica di lahannya Kota Terpadu Mandiri (KTM) Kawasan Transmigrasi Mahalona, 
Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Berkat kegigihannya mantan sopir tembak asal Surakarta ini berhasil 
merubah kehidupannya dan meraih penghargaan Transmigran Teladan 2018. 
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Pemilihan teladan di bidang ketransmigrasian ini bertujuan 
untuk memberikan pengakuan atas keteladanan para 
transmigran dan pembina permukiman transmigrasi dalam 
meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi keluarga dan 
peran serta dalam pengembangan permukiman transmigrasi. 
Namun demikian model transmigrasi juga mengalami 
perubahan mengikuti zaman. Kalau di masa lalu hanya berfokus 
pada penyiapan lahan dan perumahan, sekarang berkembang 
menjadi penyiapan pascapanen dan me-link-an dengan dunia 


usaha untuk membuat sarana pascapanen di daerah-daerah 
transmigrasi. 

Sudah terjadi penandatanganan 43 badan usaha 
esepakatan investasi pascapanen di daerah transmigrasi yang 
nilainya mencapai 16 Triliun. Diharapkan ini akan memberikan 


nilai tambah kepada transmigran, dan membuat risikonya lebih 
ecil dan lebih mudah mengembangkan usahanya masing- 
masing. 

Para transmigran yang gigih dan pantang menyerah 
terbukti telah menuai hasil. Membangun daerah transmigrasi, 
memang tidak mudah dan perlu komitmen dan perjuangan dari 
para transmigran. Terbukti transmigrasi mampu menciptakan 
1.200 desa definitif, 400 kecamatan, 120 kabupaten, dan 2 ibu 

ota provinsi. 

Transmigran Teladan dan Pembina Permukiman Transmigrasi 


ini berasal dari 18 Provinsi Daerah Tujuan yang berpredikat 
teladan tingkat provinsi dari sejumlah 23.490 KK transmigran 


pada 154 unit permukiman transmigrasi di 105 kabupaten. 
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Hadir juga mahasiswa putra-putri transmigran yang menempuh 
pendidikan di Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto dan 
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. 

Transmigran tahun ini jatuh pada Solihin asal Kota Terpadu 
Mandiri (KTM) Kawasan Transmigrasi Mahalona. Pria asal 
Surakarta, Jawa Tengah itu mampu mengubah nasib dari sopir 
tembak menjadi petani merica dengan penghasilan ratusan 
juta sebulan. Transmigrasi telah mengubah hidupnya. Anak 
pertamanya kini sudah berkeluarga. Yang kedua menjadi 
pramugari. Lalu adiknya masih sekolah. Bagi Solihin, pendidikan 


yang baik harus jadi nomor satu. 
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WISUDA PERDANA AKADEMI DESA 4.0 
Pasokan Tenaga Terampil 
untuk Desa 


ebutuhan akan tenaga terampil yang siap bekerja di desa 
Ka hal mendesak. Jumlah desa di seluruh Indonesia 
sebanyak 74.957 desa, tidaklahmemungkinkanuntuk memberikan 
pendidikan kepada seluruh sumberdaya di desa-desa secara cepat. 
Hingga akhirnya lahirlah Akademi Desa 4.0 yang akan dapat 
melahirkan tenaga-tenaga terampil dengan cepat dan efisien. 
Untuk kali pertama Kementerian Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) 
mewisuda 90 pegiat desa yang telah mengikuti pelatihan 
Akademi Desa 4.0. Para wisudawan wisudawati tersebut 
merupakan angkatan pertama dari Akademi Desa 4.0. 
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GO 00 "AT Ag £ 
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko P Sandjojo memberikan 
arahan kepada wisudawan wisudawati angkatan pertama Akademi Desa 4.0. 


Para wisudawan wisudawati tersebut diharapkan akan 
dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa dengan menjadi 
pelatih pemberdayaan ekonomi desa. Mereka dapat menjadi 
pendamping desa dan di masa depan akan menjadi pengusaha 
menengah maupun besar yang lahir dari desa. Prosesi 
wisuda dilaksanakan di Gedung Techno Park Universitas 
Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur, Surabaya, 
Selasa 18 September 2018. 

Wisudawan dan wisudawati tersebut berasal dari seluruh 
daerah di Indonesia. Sebanyak 60 wisudawan dan wisudawati 
telah mendapatkan pelatihan di Balai Besar Latihan Masyarakat 
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(BBLM) Yogyakarta. Sementara 30 lainnya dari Balai Latihan 
Masyarakat (BLM) Denpasar, Bali. Materi ajar untuk di 
angkatan pertama ini menyesuaikan kebutuhan masing-masing 
daerah. Turut hadir pada acara ini perwakilan dari Ambon, 
Banjarmasin, Jakarta, Makassar, Papua, dan Pekanbaru. 
Dengan latar belakang pendidikan dan sosial budaya yang 
berbeda, maka desa-desa ini perlu pendampingan untuk maju. 
etode lama pelatihan dengan mendatangkan orang daerah ke 


aa 


pusat dirasa tidak efektif. Dengan Akademi Desa 4.0 pelatihan 
itu bisa dilakukan secara virtual. 


Metode pembelajaran dalam Akademi Desa 4.0 


memanfaatkan kemajuan teknologi. Bahan ajar yang diberikan 


yakni dalam bentuk dokumen PDF melalui email maupun 
sarana virtual lainnya serta materi kuliah akan diunggah ke 
dalam kanal Youtube. Metode pembelajaran ini sedang terus 
dikembangkan bekerja sama dengan balai-balai pelatihan 
Kemendes PDTT dan Forum Perguruan Tinggi untuk Desa 
(Pertides) 
etode ini dipandang lebih murah dan lebih banyak 
diakses. Setiap enam bulan akan ada proses ujian untuk 


sertifikasi. Sekarang baru kerja sama dengan Badan Nasional 
Sertifikasi Profesi (BNSP). Ke depan akan diupayakan sertifikasi 


dari universitas atau perguruan tinggi. 


Akademi Desa 4.0 merupakan jawaban bagi tantangan 
baru di era saat ini. Tantangan itu, adalah demokratisasi 
akses informasi, teknologi digital, dan sumber daya manusia. 


Demokratisasi akses pengetahuan artinya kita bisa 
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memperoleh informasi dari manapun. Selain menghemat biaya 
dan mempercepat pesan yang ingin kita sampaikan, dengan 
perkembangan dan akselerasi kapasitas sumber daya manusia 
itu diyakini akan menghambat perpindahan warga desa ke kota. 

Akademi Desa 4.0 resmi diluncurkan pada akhir Mei 


2018 lalu. Akademi ini merupakan ekosistem pembelajaran 
bagi masyarakat desa dengan pendekatan yang inklusif 
dan memanfaatkan kemajuan teknologi terkini. Terdapat 
sembilan kurikulum dasar pelatihan, yakni materi mengenai 
Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades), BUMDes, 
Perencanaan dan Musyawarah Desa, Good Village 


Government, Keuangan dan Akuntansi Desa, Kepemimpinan 
Desa, Kewirausahaan Desa, Strategi Pertumbuhan Usaha 
Desa, dan Teknologi Tepat Guna Desa. 
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PEMANFAATAN TEKNOLOGI 4.0 
Percepat Pembangunan 
Daerah Tertinggal 


alam upaya meningkatkan hasil pertanian, teknologi pintar 
) menjadi pilihan tepat untuk digunakan. Bertepatan dengan 
Hari Tani Nasional yang jatuh pada 24 September 2018 dan 
Pembukaan Expo 2 Abad Kabupaten Situbondo, Kementerian 
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 
Kemendes PDTT) melalui Direktorat Jenderal Pembangunan 


Daerah Tertinggal (Ditjen PDT) melaunching Smart Farming 4.0 
di Kabupaten Situbondo. 

Acara tersebut dibarengi dengan penandatanganan MoU 
kerja sama antara Ditjen PDT dengan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Situbondo dan PT. Mitra Sejahtera Membangun 
Bangsa (MSMB) di Pendopo Bupati Situbondo. 
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Buah-buahan yang menjadi produk unggulan dari berbagai desa dipamerkan pada Expo & 
Conference Asian Games 2018. 


Penandatanganan MoU tersebut terkait dengan kegiatan 
percontohan penyediaan sensor tanah dan cuaca berbasis 
internet di bidang pertanian yang terintegrasi dengan Drone 
Sprayer dan Drone Surveillance dalam rangka meningkatkan 
produksi pertanian di Kabupaten Situbondo. 

Rangkaian launching Smart farming 4.0 ini diawali dengan 
diskusi Dirjen PDT dan Bupati Situbondo dengan para kelompok 
taniDesaBattal Kecamatan Panji tentangpenggunaanteknologi 
untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi tani serta 
pemasaran produk pertanian melalui e-commerce. Dengan 
penerapan smart farming ini diharapkan akan meningkatkan 
ketahanan pangan di Kabupaten Situbondo. 
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Selesai diskusi dengan para kelompok tani dilakukan 
penerbangan drone sprayer di areal persawahan yang disaksikan 


oleh Dirjen PDT, Bupati Situbondo, para kelompok tani dan 


warga Desa Battal Kecamatan Panji. 

Konsep Smart Farming secara sederhana bisa diartikan 
sebagai precision agriculture atau bertani yang lebih tepat. Smart 
farming ini memungkinkan satu lahan tidak harus dipupu 
semua, satu lahan tidak harus dikasih pestisida semua, bahkan 
satu lahan tidak harus dialiri air semuanya. Melalui sensor yang 
diciptakan oleh PT. MSMB informasi terkait kebutuhan lahan 
pertanian bisa diketahui oleh petani. 


Selain untuk mengetahui informasi terkait dengan 
lahan, penggunaan teknologi di bidang pertanian juga bisa 
mendata terkait jenis tanaman, informasi waktu panen, dan 
lain sebagainya. Teknologi bisa mengetahui berapa ribu pohon 
mangga yang ada di Situbondo, kondisinya seperti apa, kapan 
berbunga, kapan panen dan sebagainya, sehingga kita bisa 


prediksi dan itu akan memudahkan Dinas Pertanian untu 
mengatur logistiknya dan dijual ke mana. 


Smart Farming menjadi solusi untuk para petani kita. 


Dengan drone kita bisa memetakan lahan pertanian, kemudian 
yang bekerja adalah drone yang menggantikan peran manusia, 
dan drone ini bekerja sesuai dengan peta yang sudah dibuat. 


Teknologi ini sedang didorong penerapannya di bidang 


pertanian, khususnya di Kabupaten Situbondo, konsep 
pertanian masa depan akan mengarah pada pemanfaatan 
teknologi. Launching Smart Farming 4.0 diharapkan bisa menjadi 
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momentum bangkitnya pertanian Indonesia melalui pertanian 
berbasis teknologi. 

Selain smart farming, Ditjen PDT melakukan percepatan 
Pembangunan Daerah Tertinggal melalui pengembangan 
ekonomi digital. Pemanfaatan potensi ekonomi digital 


diperlukan untuk pemasaran produk unggulan di daerah 
tertinggal, sehingga petani dapat menjual produknya secara 
langsung kepada konsumen tanpa melalui tengkulak. Potensi 
ekonomi digital ini didukung dengan tingkat pengguna internet 
di Indonesia yang besar. Berdasarkan hasil survei tahun 201/, 
sebanyak 54,68 persen dari populasi penduduk Indonesia 
merupakan pengguna internet. 
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PROGRAM INOVASI DESA 
Mendorong Masyarakat untuk 
Berinvestasi 


irektorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan 
| aorta Desa (Ditjen PPMD) mempunyai tugas 
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan 


kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial 
dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan 


sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan 
sarana prasarana desa, danpemberdayaan masyarakat desa 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Direktorat ini memiliki fungsi sebagai perumus kebijakan 
di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, 
pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber 
daya alam dan teknologi tepat guna, dan pembangunan 
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an s 3 Hk dat ja 
Dialog dengan warga Desa Barada, Kecamatan Malaka Tengah, Malaka, NTT dalam rangka 
identifikasi pemenuhan pelayanan sosial dasar untuk mewujudkan Kampung Sejahtera. 


sarana prasarana desa, serta pemberdayaan masyarakat desa: 
Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan 
pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, 
pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, 
dan pembangunan sarana prasarana desa, serta pemberdayaan 
masyarakat desa: Penyusunan norma, standar, prosedur dan 


kriteria di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosia 
dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan 
sumber daya alam dan teknologi tepat guna, dan pembangunan 
sarana prasarana desa, serta pemberdayaan masyarakat desa: 
Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan 


pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha 
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ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi 


tepat 
pemberdayaan masyarakat desa: Pelaksanaan evaluasi da 
pelaporan di bida 


dasa 


sumber daya alam 


sara 
Pela 


dan Pemberdayaan Masyarakat Desa: Pelaksanaan fungsi lai 


H5 


r, pengemba 


Na prasarana 


ngan usaha ekonomi desa, pendayagunaa 
dan teknologi tepat guna, dan pembanguna 


sanaan adm 


inistrasi Direktorat Jenderal Pembanguna 


yang diberikan oleh Menteri. 
Undang-Undang UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 


Demokratis, Mandiri, dan Sejahtera. Salah satu amanah ya 


Program Inovasi 
terakhir ini. 

Program ini fokus pada dukungan bagi desa-desa untu 
melakukan investasi pembangunan yang baik dari dana 
dana yang mereka terima. Program ini bertujuan untu 


Desa yang telah berlangsung dua tahu 


ng pembinaan pengelolaan pelayanan sosial 


desa, serta pemberdayaan masyarakat desa: 


guna, dan pembangunan Sarana prasarana desa, serta 


n 


n 
n 


n 
n 


mengamanahkan kepada Kementerian Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) 
yakni menfasilitasi terciptanya desa-desa di Indonesia yang 
ng 
emudian diemban oleh Ditjen PPMD adalah menjalanka 


n 
n 


mendorong dan memberikan insentif kepada desa-desa 
untuk mengalokasikan lebih banyak Dana Desa untuk sektor 
wirausaha dan untuk meningkatkan kualitas teknis dari 
egiatan-kegiatan tersebut. Ada pembiayaan untuk tiga sarana 


di program ini, yaitu: Sarana inovasi desa di tingkat kabupaten 


yang akan mendukung pelembagaan fungsi-fungsi pertukaran 
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pengetahuan yang difasilitasi PNPM dan kegiatan-kegiatan 
pemberdayaan masyarakat: Peningkatan kapasitas bagi 
penyedia layanan teknis yang akan meningkatkan keahlian 
mereka dalam memberikan layanan teknis ke desa-desa: 
dan Data yang mendukung pemeliharaan dan penggunaan 
data untuk menjawab kebutuhan, prioritas serta hasil 


pembangunan desa. 

Secara bersama-sama, ketiga sarana ini akan meningkatkan 
apasitas desa-desa untuk merencanakan (dan pada akhirnya 
menggunakan) dana-dana yang mereka terima untuk investasi 
pembangunan desa dengan fokus pada kewirausahaan desa, 


pembentukan sumber daya manusia, dan infrastruktur desa. 


Untuk mendorong akselerasi pembangunan di desa 
dan penggunaan dana desa yang lebih efektif dan inovatif, 


Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi  (Kemendesa PDTT) meluncurkan Gerakan 
Inovasi Desa pada Bursa Inovasi Desa (BID) di Kabupaten 
Halmahera Utara pada akhir 2017 lalu, sebagai bagian dari soft 


launch program Inovasi Desa (PID). 
Bursa Inovasi Desa merupakan bagian tak terpisahkan dari 


pengelolaan pengetahuan dan inovasi desa yang diciptakan 
untuk menjadi wadah berbagai desa untuk belajar dan 
bertukar ilmu tentang solusi kreatif dan inovatif di bidang 
infrastruktur, sumber daya manusia dan layanan dasar, serta 
kewirausahaan dan pembangunan ekonomi lokal. Lewat 
pertukaran pengetahuan ini, desa didorong untuk mereplikasi 
dan mengadopsi inovasi yang ada, mendokumentasikannya, 
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memanfaatkan dan mengundang tenaga ahli yang tersedia 
dan pada akhirnya menciptakan solusi-solusi inovatif baru. 
Sepanjang tahun 201/, Bursa Inovasi Desa diadakan di tingkat 


kabupaten dan pada tahun 2018 direncanakan akan diadakan 
di tingkat kecamatan. 


Program Inovasi Desa telah diimplementasikan di 33 
provinsi, 434 kabupaten/kota dan 6.453 kecamatan di 
Indonesia. 


PID juga dimaksudkan untuk mengoptimalkan 
pemanfaatan dana desa baik sebagai pembangunan 


infrastruktur maupun pengembangan ekonomi. PID hadir 
sebagai langkah untuk mendorong peningkatan kualitas 


pemanfaatan dana desa (DD) dengan memberikan referensi 
dan inovasi pembangunan desa. 


Selain itu PID hadir juga untuk memperkuat peran 
pendamping dengan sejumlah referensi dalam proses 
pendampingan dari Program Pembangunan dan Pemberdayaan 


Masyarakat Desa (P3MD) dalam upaya memajukan desa. 


DD bisa digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan 
sepanjang melalui musyawarah desa. 


Namun demikian, DD lebih diutamakan untu 


pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan, dan untu 


pengembangan ekonomi lokal karena dari DD diharapkan 
muncul potensi lokal dan pengembangan ekonomi, sehingga 
desa akan menjadi maju dan mandiri. 

Melalui PID, diupayakan muncul dan berkembangnya 


usaha ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa 
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(BUM 
sejumlah desa. 
U 


Peningkatan Kapasitas Teknis 
P2KTD juga untu 
Posyandu, meningkatkan k 


Kemudian 
BUM 


embu 
Penyedia 


di bidang penge 


pengembangan s 
D, lanj 


P2KT 
teknis yang dilak 


ntuk mewujudkan 


Des, mengem 
(Prukades)), dan 
ng serta sarana olahraga desa. 
P2KID dalam PID merupakan 
profesional yang menyediakan jasa keahlian tek 


mM 
Uu 


— 


Uu 


hal 


meningka 


ntuk meni 


bangka 


Uu 


untuk meni 


u 
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Des), termasuk berkembangnya produk unggulan di 


tersebut, disiapkan penyedia 
Desa (P2KTD). Keberadaan 


tnya 
ngkat 


n Program 
ngkat 


tnya, bersifat mendukung pe 


ualitas pelayanan pada 


ualitas pelayanan pada PAUD. 


an kapasitas pelaku 


Unggulan Kawasan Desa 


an kapasitas pengelola 


lembaga 
nis tertentu 


bangan ekonomi lokal dan kewirausahaan, 
mber daya manusia, dan infrastruktur desa. 


ndampingan 


an oleh organisasi perangkat daerah (OPD) 


di kabupaten dan tenaga Pendamping Profesional Desa. 


Awal munculnya PI 


pemanfaatan 


sosial dasar, 


masyarakat desa. 
menyusun modul PID, Kemendesa menggande 
Komisi Informasi Pusat (KIP). Modul tersebut berguna untuk 


Dalam hal 


DD agar 
peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pelayanan 


termasuk mendukung produktivitas ekono 


tetap konsisten dalam menduku 


mewujudkan desa yang transparan. 
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KAWASAN PERDESAAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN 
Kualitas Hidup Masyarakat 
Meningkat 


awasan perdesaan sebagai bagian dari wilayah 
IK sanam ota secara umum menjadi sumber daya 
alam yang menjadi energi bagi pembangunan daerah 
bahkan nasional. Namun demikian proses pembangunan yang 
telah dilaksanakan selama ini telah menimbulkan berbagai 
permasalahan yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan 
antar wilayah yangtidak berimbang. Hal ini terutama bisa dilihat 
dari interaksi antara desa-kota yang secara empiris seringkali 
menunjukkan suatu hubungan yang saling memperlemah. 
Berkembangnya kota sebagai pusat-pusat pertumbuhan 
ternyata tidak memberikan efek penetesan ke bawah 
(trickle down effect), tetapi justru menimbulkan efek pengurasan 
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Plt. Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Harlina Sulistyorini mengunjungi pameran hasil 
produksi BUMDes Bersama di Garut. 


sumberdaya dari wilayah di sekitarnya (backwash effect). Ada 
beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya backwash effect 
tersebut. Pertama, terbukanya akses ke daerah perdesaan 
seringkali mendorong kaum elit kota, pejabat pemerintah pusat, 
dan perusahaan-perusahaan besar untuk mengeksploitasi 
sumberdaya yang ada di desa. Sebagai akibatnya masyarakat 


perdesaan kondisinya semakin terpuruk dalam kemiskinan dan 
ebodohan. Melihat kondisi yang demikian maka masyarakat 
perdesaan secara rasional mulai melakukan migrasi ke wilayah 
perkotaan. Meskipun tidak ada jaminan bahwa mereka akan 
mendapatkan pekerjaan, tetapi kehidupan di kota lebih 

Uu 


memberikan harapan untuk menambah penghasilan. Karena it 
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berkembanglah sektor informal dan pemukiman-pemukiman 
kumuh di perkotaan. Kecepatan urbanisasi yang sedemikian 
besar ini ternyata pada beberapa kasus menjadi semakin sulit 
untuk diatasi sehingga muncullah berbagai dampak negatif 
seperti kemacetan, polusi, sampah, pengangguran, kriminalitas 
dan sebagainya. Berdasarkan uraian di atas, beberapa 
permasalahan pokok dan isu-isu strategis pembangunan desa 
dan kawasan perdesaan adalah: 
1. Tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di 

perdesaan yang masih rendah: 
2. Ketersediaan sarana dan prasarana fisik maupun non-fisik 


di desa dan kawasan perdesaan yang belum memadai: 


3. Ketidakberdayaan masyarakat perdesaan akibat faktor 
ekonomi maupun non ekonomi: 
4. Kualitas lingkungan hidup masyarakat desa memburuk dan 


sumber pangan yang teranca 
Pengembangan potensi eko 


m berkurang: 
nomi lokal desa yang belum 


optimal akibat kurangnya akses dan modal dalam proses 


produksi, pengolahan, maup 


un pemasaran hasil produksi 


masyarakat desa. 


Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaa 
sebagai salah satu unit kerja eselon satu di Kementeria 
Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yan 


pelaksanaan kebijakan di bidang : Perencanaan Pembanguna 


n 
n 
g 
bertugas untuk menyelenggarakan tugas pokok perumusan dan 
. 
Kawasan Perdesaan, Pembangunan Sarana dan Prasarana 

n 


Kawasan Perdesaan, dan Pembangunan Ekonomi Kawasa 
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Perdesaan dan Fungsi Perumusan kebijakan dan pelaksanaan 
kebijakan, penyusunan NSPK, pemberian bimbingan teknis dan 
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang : Perencanaan 
Pembangunan Kawasan Perdesaan, Pembangunan Sarana dan 
Prasarana Kawasan Perdesaan, dan Pembangunan Ekonomi 
Kawasan Perdesaan. 

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, Rencana Strategis 
(Renstra) Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal 


dan Transmigrasi tahun 2015-2019, dan Rencana Strategis 
(Renstra) Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan 
Perdesaan tahun 2015-2019, Sasaran Program Pembangunan 
Kawasan Perdesaan tahun 2015-2019 ditujukan untuk 
Pemilihan sasaran strategis berdasarkan RPJMN 2015-2019 
sebesar berkurangnya 5.000 Desa Tertinggal dan 2.000 desa 
menjadi Desa Mandiri baru berasal dari 17.000 desa prioritas 
dengan target antara sebagai berikut: 

Capaian pelaksanaan pembangunan Ditjen PKP selama 
tahun 2015-2017 yang merupakan penjabaran Rencana 
Strategis Ditjen PKP Tahun 2015-2019, meliputi perencanaan 
pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/ 
prasarana kawasan perdesaan, pembangunan ekonomi 
awasan perdesaan, pengembangan sumber daya alam 


awasan perdesaan dan kerja sama serta pengembangan 
apasitas, penyusunan peraturan perundang-undangan dan 
etatalaksanaan. Secara garis besar hasil capaian Ditjen PKP 
selama tahun 2015-2017 adalah sebagai berikut: 
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Direktorat Perencanaan PKP, sebagai salah satu unit 
organisasi Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan 


Perdesaan telah melaksanakan berbagai program dan 
kegiatan strategis sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang 
perencanaan, melalui serangkaian kegiatan dalam tugas- 


tugas perencanaan yang dimulai dari koordinasi, pemantauan, 

evaluasi dan pelaksanaan analisa kebijakan, baik tingkat pusat/ 

daerah maupun sektoral/lintas sektoral. 

1. Tahun 2015 Fasilitasi Penetapan Kawasan Perdesaan di /2 
Kabupaten: 

2. Tahun 2016 Fasilitasi Penetapan Kawasan Perdesaan di /2 
Kabupaten (termasuk 35 KPPN): 

3. Tahun 2017, Fasilitasi Penyusunan Kawasan Perdesaan di 
10 Kawasan Perdesaan. 


Selain itu juga telah dilakukan Fasilitasi Penyusunan 10 
Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional yang menjadi amanat 
dalam lampiran RPJMN Tahun 2015-2019, serta 1 kawasa 
perdesaan yang mendukung KEK Melolo, sehingga tahu 


telah mencapai target dalam program pembangunan kawasa 


n 
2018 Direktorat Perencanaan Pembangunan Perdesaan 
: 
perdesaan melalui fasilitasi penyusunan Kawasan Perdesaan 

4 


Prioritas Nasional. Selain itu, dilaksanakan juga kegiata 
evaluasi terhadap Pembangunan Kawasan Perdesaan melalui 
perhitungan Indikator Perkembangan Kawasan Perdesaan. 
Rencana pada tahun 2019 akan melakukan pendalaman 
terhadap 10 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional serta 
menitikberatkan pada kegiatan monitoring evaluasi dan 
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1. 


melanjutkan perhitungan indikator pembangunan kawasan 
perdesaan baik KPPN maupun Bukan KPPN. 


memiliki tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan di bidang analisa kebijakan ekonomi 
awasan perdesaan, pengembangan pusat pertumbuhan 
ekonomi, pengembangan permodalan dan investasi, serta 
pengembangan fasilitas usaha dan pemasaran. 
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Direktorat Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan 


Pengembangan Fasilitasi Usaha dan Pemasaran dalam 
rangka Pengembangan Pusat Pertumbuhan Terpadu Antar 
Desa (PPTAD) 16 Kabupaten: 

Bantuan Modal Usaha Keluarga Miskin dan Bantuan 
nfrastruktur Ekonomi (Padat Karya) di 183 Kecamatan 
102 Kabupaten: 
Bantuan 1.628 hand tractor dalam rangka Pengembangan 
CPPD 136 Kabupaten: 
Pembangunan Pasar Kawasan Perdesaan di 29 Kawasan 
Perdesaan, 


Bantuan sapras produksi dan modal UBK 47 Kabupaten: 
Pelatihandan penguatan kelembagaan UBK 4/ Kabupaten: 
Faslitasi Pembentukan BUMDes Bersama (Desa'Smart): 
Pengembangan Inkubator Prukades 15 Paket: 
Pembangunan Pasar Kawasan 13 Paket: 


. Bantuan Modal UBK 30 Paket: 
. Bantuan Sarana dan Prasarana UBK 30 Paket: 
. Pendampingan Kelompok Rumah Tangga Miskin dalam 


Pengembangan Usaha 3 Paket. 
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Pada tahu 
Ekonomi 


Desa,P 
Sarana Prasar 


Kawasan Perdesaan dengan 


sesuai dengan target yang ingin dicapai dalam 
DT dan Transmigrasi. 


ebijakan di bidang pembangunan sa 


n 2018 juga telah dilakuka 


J 


perdesaanyang berkembangekonominya sebanyak 40 Kawasa 


Dire 


torat Pembanguna 


ana Kawasan Perdesaan m 
nakan penyiapan perumu 
rana 


tera, Jawa, Bali, Kalimantan, 


pUa. 


nan/Peningkatan Jalan 


ngan Kawasan P 


nan Dermaga Untuk Pengem 


, 


n Alat Peraga Pendidikan (PAU 


pokok melaksa 
Wilayah Suma 
aluku dan Pa 
1. Pembangu 

Pengemba 
2.  Pembangu 

Perdesaan, 
3. Penyediaa 
4.  Penyediaa 
5. Ba 


n Jaringan Komunikasi: 


san dan pelaksanaka 


112,5 km 
erdesaan 12 Kab: 


n Pembanguna 
umlah kawasa 


KU Kementeria 


empunyai tuga 


i 
" 
n 
n 
n 
s 
n 
prasarana pada 
Nusa Tenggara, 


untuk 


bangan Kawasan 


D, SD, SMP) 


ntuan Pengadaan Alat Pengolah Air Bersih dengan 


Teknologi Reverse Osmosis 98 Unit 40 Kab: 


6. Pembangunan Jalan sepanjang 131 km di 18 kabupaten 
(42 Kecamatan dan 42 desa) 18 Kabupaten: 

/. Penyediaan Alat Peraga Pendidikan PAUD sebanyak 549 
paket di 34 kabupaten (549 desa): di 34 Kabupaten: 

8. Penyediaan Alat Kesehatan untuk Rumah Sakit dan 
Puskesmas di 19 kabupaten (152 desa): di 19 Kab: 

9. Pembangunan Dermaga Apung Sungai di 1 kab (3 desa): di 
1 Kab: 

10. Pembangunan Jalan Poros antar Desa di 34 Kab: 
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11. Pembangunan Embung 22 Paket, 
12. Sarana dan Prasarana Air Bersih di 11 Paket: 


Pad 


Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan dengan Persentase 


pemenu 
perdesa 
kebutuh 
perdesa 


dicapai dalam IKU Kemendes PDTT. 
Direktorat Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan 
Perdesaan mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan perumusan 


a tahun 2018 juga telah dilakukan Pembangunan 


han kebutuhanprasarana dan saranaekonomi kawasa 
an sebesar 80 persen dan Persentase pemenuha 
an prasarana dan sarana pelayanan dasar kawasa 
an sebesar 20 persen sesuai dengan target yang ingi 


n 
n 
n 
n 


dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan Sumber 


Daya Alam dan Kawasan Perdesaan Wilayah Sumatera, Jawa, Bali, 


Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. 
1.  Keramba Jaring Apung di 16 Kab 


Alat pengering padi di 22 Kab 


2. 
3. Peralatan Pengolahan Kopi 1 Kab 
A 


Bantuan Pemberian Kapal tangkap Ikan 10 GT dan 17 GT 
di 24 Kab 
5. Bantuan Pengadaan Alat Pengolah Air Bersih dengan 


6. Ban 


f2. Pilot 


Pad 
Sumber 


Teknologi Reverse Osmosis 98 Unit di 40 Kab 


13 


tuan sarana dan prasarana perikanan di 16 Kab 
Project Pengembangan Biogas di 20 Kab 


a tahun 2018 juga telah dilakukan Pengembangan 
Daya Alam Kawasan Perdesaan dengan Jumlah 


kawasan perdesaan yang potensi Sumber Daya Alam 


Unggulannya dikembangkan dan dimanfaatkan dengan 
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pendekatan berbasis lingkungan hidup berkelanjutan sebanyak 
30 Kawasan sesuai dengan target yang ingin dicapai dalam IKU 
Kemendes PDTT. 

Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan Kapasitas 
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan di bidang pendampingan manajemen 
dan teknis, dan penyiapan media dan pembelajaran, dan kerja 
sama dan kemitraan, serta keserasian kawasan perdesaan: 

1. Pelaksanaan Pilot Project Program Usaha Bersama 

Komunitas (UBK) di 100 desa di 36 Kab 
2. Bantuan Pengembangan Sistem Informasi berbasis WEB 

di 2 Kab 
3. Pendampingan Manajemen dan Teknis 106 Pendamping di 

34 Kab/Kawasan 
4. Pendampingan Manajemen dan Teknis 128 Pendamping di 

64 Kab/Kawasan 
Pada tahun 2018 juga telah dilakukan Kerja sama dan 
Pengembangan Kapasitas dengan Jumlah Kawasan Perdesaan 
yang melakukan Kerja sama dan kemitraan sebanyak 20 Kerja 
sama dan Jumlah kawasan perdesaan yang mendapatkan 
pendampingan 60 kawasan perdesaan sesuai dengan target 


yang ingin dicapai dalam IKU Kemendes PDTT. 


Capaian Program 

Capaian pada pembangunan kawasan perdesaan selama 
tiga tahun terakhir adalah fasilitasi pembentukan /2 kawasan 
(2015), 72 kawasan (2016) dan pendalaman (deepening) pada 
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12 kawasan perdesaan (2017). Sementara pada tahun 2018- 
2019 ditargetkan untuk focusing kepada target RPJMN 2015- 
2019 yakni 39 pusat pertumbuhan. Dengan demikian sasaran 
Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah dengan menguatkan 
39 pusat pertumbuhan dalam rangka meningkatkan keterkaitan 
kota dan desa. Pada tahun 2016 telah berhasil ditargetkan dan 
direalisasikan 14 pusat pertumbuhan atau kawasan perdesaan 
sesuai dengan RPJMN 2015-2019. Dengan demikian para 
tahun 2018-2019 ditargetkan untuk mempertahankan 14 
pusat pertumbuhan dan memfasilitasi 25 pusat pertumbuhan 
yang memerlukan kerja keras. 


RPJM 2015 secara eksplisit mencantumkan konsep 
Tri Sakti, yakni berdaulat secara politik, berdikari secara 
ekonomi, berkepribadian secara budaya, sebagai paradigma 
dalam orientasi pembangunan Indonesia. Konsep Tri Sakti, 


secara operasional diterjemahkan sebagai pendekatan 
Tri Matra. Berdaulat secara politik direalisasikan dengan 
program Jaring Komunikasi Wiradesa (Jamu Desa) dalam 
kegiatan penguatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat 
desa. Berdikari secara ekonomi diwujudkan dengan fasilitas 


Lumbung Ekonomi Desa (Bumi Desa) berupa peningkata 


n 
akses masyarakat desa kepada aset desa. Berkepribadian 
secara budaya diimplementasikan dengan program Lingkar 


Budaya Desa (Karya Desa) berupa kegiatan penguatan basis 
budaya desa dan lokal. Konsep Tri Matra ini harus menjadi 
konsepdalam pencapaian sasaran Ditjen PKP untuk duatahun 


ke depan. Jamu Desa, Bumi Desa dan Karya Desa berfokus 
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pada pemberdayaan sebagai orientasi utama pembangunan 
development as empowerment). 
Sasaran pembentukan Kawasan Perdesaan juga perlu 


memperhatikan program prioritas Kementerian Desa, 


Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang 
mencakup Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades), 
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Embung Desa, dan 
Sarana Olahraga Desa. Prukades semestinya dari hasil 
pertanian karena karena 82,/7/ persen penduduk desa hidup 


dari sektor pertanian. BUMDes pada skala kawasan diarahkan 
pada pembentukan BUMDes Bersama atau BUMDes Antar 
Desa yang dapat dikelola oleh Badan Kerjasama Antar Desa 


BKAD). Sementara fasilitasi Embung Desa tidak semata- 


mata hanya untuk mendukung usaha pertanian tetapi 
juga ditujukan agar pada musim kemarau tidak kekeringan 
dan musim penghujan tidak kebanjiran. Dengan demikian, 
secara khusus, Ditjen PKP untuk dua tahun ke depan perlu 


memfokuskan pada prioritas Prukades, BUMDEs Bersama 
dan Embung Desa. 


Pengukuran kinerja dari Direktorat Jenderal 


Pembangunan Kawasan Perdesaan diarahkan pada sasaran 
masing-masing tahun dengan mempertimbangan indikator 
inerja utama. Pada tahun 2015-2019, sasaran program 


egiatan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasa 


eningkatnya Jumlah Desa Mandiri di Pinggiran Indonesi 


/ 
n 
Perdesaan yaitu Berkurangnya Jumlah Desa Tertinggal dan 
a 
n 


termasuk pada wilayah Tertinggal, Terdepan/Terluar da 
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Wilayah Timur). Sasaran program/kegiatan pada Tahun 2015- 
2019 dengan target yang telah ditetapkan dapat dilihat pada 
Tabel 2. 

Capaian pelaksanaan pembangunan Ditjen PKP selama 
tahun 2015-2017 yang merupakan penjabaran Rencana 
Strategis Ditjen PKP Tahun 2015-2019, meliputi perencanaan 
pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/ 
prasarana kawasan perdesaan, pembangunan ekonomi 
awasan perdesaan, pengembangan sumber daya alam 
awasan perdesaan dan kerja sama serta pengembangan 
apasitas, penyusunan peraturan perundang-undangan dan 


etatalaksanaan. 


Peran Bumdes Bersama 

Pemerintah memberi peluang kepada desa-desa untuk 
membentuk BUMDes Bersama di samping BUMDes yang 
dibentuk oleh masing-masing desa. Undang-undang 6/2014 


tentang Desa secara eksplisit menyatakan bahwa BUMDes 
dapat dibentuk oleh satu desa atau kerja sama beberapa desa 
membentuk satu BUMDes. (lihat BAB XI KERJA SAMA DESA 
Pasal 92 Ayat 6 : ...dalam pelayanan usaha antar-Desa dapat 


dibentuk BUM Desa yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau 
lebih...). BUMDes Bersama dapat dinyatakan sebagai badan 
usaha yang dibentuk oleh dua desa atau lebih, yang seluruh 
atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh dua Desa atau 
lebih. BUMDes Bersama dibentuk melalui Musyawarah Antar 
Desa (MAD) berdasarkan Peraturan Bersama Kepala Desa. 
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15 


BUMDes Bersama ini sangat tepat dibentuk oleh 


beberapa desa yang memiliki keterbatasan pada banyak aspek 


(S 


kebersamaan ini akan memunculkan kekuatan baru yang 
menjamin keberlangsungan dan pengembanganunit-unitusaha 
yang didirikannya. Acuan/ regulasi pembentukan BUMDesa 
dan BUMDesa Bersama yakni: 1) UU RI No 6/2014 tentang 


D 


Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 


umber Daya Manusia, Permodalan, Potensi dll). Diharapkan 


ESA: 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 


omor & Tahun 2014 tentang Desa: 3) Peraturan Menteri 
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 


Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, 


Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha 


M 


ilik Desa. 
BUMDes Aji Pitu Sukses Bersama dengan Kawasan/ 


Kecamatan Agropolitan Kecamatan Rawa Pitu dengan 


ju 
M 


Pi 
Pi 


mlah desa 3 desa yaitu Desa Sumber Agung, Duto Yuso 
ulyo, dan Desa Gedung Jaya yang berada di Kabupaten 


BUMAKAM (Badan Usaha Bersama Antar Kampung) Aji 


ES 


tu Sukses Bersama sudah terbentuk di Kawasan Rawa 


4 


tu Kabupaten Tulangbawang melalui Permakades No. 


09/BUMK/RP/2016. Produk unggulan yang hendak 


di 
di 
ju 


embangkan yaitu komoditi beras. BUMAKAM ini 
laporkan memiliki Modal Penyertaan Rp900 Juta, suatu 


mlah yang cukup besar. 
Data bulan per Juli 2018 disampaikan oleh pendamping 


bahwa omset permodalan sudah mencapai sekitar Rp1,1 M. 
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BUMAKAM Aji Pitu Sukses Bersama memiliki unit usaha 
Entertainment, Perdagangan di Rawa Pitu terdapat Kawasan 
Transmigrasi Mandiri dengan komunitas atau kelompok- 
kelompok usaha yang sudah maju. Di situ ada 3 Rice-Milling 
sudah beroperasi dan sudah memproduksi beras dalam 
kemasan dengan kapasitas 3 ton/jam. Ada juga usaha Rumah 
Pangan Kita milik BUMAKAM Desa Duta Yosomulyo, yang 
dilengkapi panel surya dan wifi. BUMAKAM Aji Pitu Sukses 
Bersama telah merangkul kelompok-kelompok tani untuk 
membantu jasa perdagangan dan pemasaran beras/padi. 
Usaha ini sudah dihitung perhitungan usahanya sebagai 
berikut: 


Modal bibit, pupuk, obat-obatan Rp3.005.000 
Biaya operasional/upah kerja Rp3.120.000 
Total Rp6.205.000 


Hasil panen GKP 9 ton/Ha 

Susut 15 persen 1,35 ton/Ha 

Jadi GKG (gabah kering giling) — 7,65 ton/Ha 

Harga 1 Kg GKG Rp3.500 

Hasil yang didapat Rp26.775.000 

Keuntungan Rp20.570.000/ musim tanam 
ntensitas penanaman 2 kali per tahun 
Keuntungan 1 tahun Rp41.140.000 

Penghasilan 1 bulan Rp3.428.333 


Analisa Return and Cost Ration — 3.32 
Simpulan: nilain R/C Ration » 1 Usaha Layak 
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Kemudian Bumdesma ini juga sudah melakukan Kerja sama 
dengan Pihak Ke-3 juga sudah dilakukan diantaranya BNI 46 
(untuk mendekatkan masyarakat kepada akses permodalan) 
dan BULOG untuk pemasaran produksi beras. Sementara 
Pemda Kabupaten juga sudah membuka peluang kerjasama 
dengan PT. HO Corpora Putra dan Majectic Buana Group. 
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WAJAH BARU TRANSMIGRASI 
Revitalisasi Kebutuhan Sesuai 
Perkembangan Zaman 


da empat tujuan penting dari transmigrasi, pertama 
Aas meningkatkan kesejahteraan melalui penyebaran 

penduduk atau pemerataan penduduk, kedua 
mengurangi angka kemiskinan, ketiga meningkatkan ekonomi 
regional, dan keempat menjaga persatuan kesatuan NKRI. 

Bila sebelumnya ada tagar #TransmigrasiJamanNow 
sekarang ada #WajahBaruTransmigrasi. Pada tagar baru 
tersebut, beberapa hal dilakukan, yang pertama adalah 
merevitalisasi daerah transmigrasi, terutama Kota Terpadu 
Mandiri (KTM). Revitalisasi yang utama adalah aset lahan atau 
sumberdaya, diharapkan lahan ini bisa optimal dalam artian 
produksi dan produktivitasnya bertambah atau meningkat. 


162 


RURAL EKOnomics II 


Meyakini Desa Mau & Mampu Membangun 


3 
3 
foj 
fe 
fe 
g 
2 
& 
T 
kel 
z 
- 


ota Terpadu Mandiri (KTM) Rawa Pitu, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. 


Yang pertama adalah konteksnya yaitu produk unggulan 
awasan pedesaam (prukades). Di sini banyak permasalahan 
lahan, satu karena sarana dan prasarana (sarpras) irigasinya, 
termasuk jaringan dan pintu-pintu air. Bagaimana mereka 
meningkatkan produksi dua kali atau tiga kali musim tanam. 
Yang kedua adalah berkaitan dengan lahan ini adalah bagaimana 
mengeksten sertifikasi dengan program cetak sertifikat. 

Selain revitalisasi lahan di KTM-KTM ini, juga tentang 
sapras penunjang ekonomi, yang tidak berfungsi selama ini. 
Misal jalan dan jembatan, kemudian sarpras pasar dan sarpras 
sosial budaya, disini ada bangunan sekolahan, puskesmas/ 
puskedes, Islamic Center dll. Fasilitas tersebut yang akan 
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dioptimalkan, dibangun terlebih dahulu. Sudah ada ada yang 
berjalan, tetapi ada juga yang belum maksimal.Ini semua telah 
dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo saat datang ke KTM 
Mesuji. 

Berikutnya adalah revitalisasi yang berkaitan dengan 
lembaga penunjang ekonomi. Ini kaitannya dengan Badan 


Usaha Milik Desa atau BUMDes Bersama untuk rice milling 
plant (RMP), rice milling unit (RMU), dan industri pengolahan 
jagung, juga industri pengolahan pupuk organik. 


4 


Selama ini, lembaga-lembaga tersebut dibangun, namun 


sayangnya sumberdaya manusianya (SDM) tidak dipersiapkan. 


Sehingga modal yang ada tidak didukung dengan sumberdaya 
sebagai pentugas operasional, misalnya tenaga operasional 
RMP. 

Persoalan ini yang seharusnya diselesaikan terlebih dahulu. 
Kemendes PDTT kemudian menyelesaikan permasalahan 
yang ada dengan bisnis model. Bisnis model ini yang paling 


penting adalah ada produksinya. Pertama scale of economic- 
nya, kedua offtaker, ketiga bantuan modal, dan keempat adalah 


SDM pengelolanya. Bisnis model ini yang sedang dikerjakan di 


esuji. Target sampai tahun 2019 adalah menerapkan di 20 
KTM. Hingga saat ini sudah dilaksanakan di 18 KTM dan pada 
tahun 2019 masih ada 2 KTM untuk diselesaikan. 

Dalam program revitalisasi, di dalamnya sudah masuk 


da 


empat program prioritas yang digalakkan oleh Kemendes 


PDTT. Yaitu Prukades, pembangunan embung, pembentukan 


BUMDes, dan pembangunan sarana olahraga desa. 
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1183 383 104 


Desa Definitif Ibukota Kecamatan Ibukota Kabupaten 
l 


Ibukota Provinsi 


619 3.606 148 2 PENGEMBANGAN WILAYAH 
Kawasan Pemukiman |(Kota Terpadu KETAHANAN PANGAN NASIONAL 
Transmigrasi | Transmigrasi Mandiri : - DAN PERKEBUNAN 
r T | | 
3,36 8,4 50 10.328 
Juta Ha Tanaman Juta Ton/ Tahun Kawasan Centa Wirausaha Baru 


Tidak kalah penting dalam revitalisasi adalah program 
kemitraan. Kemitraan kita lakukan dengan memanfaatkan 


lahan-lahan HPL (Hak Pengelolaan Lahan) transmigrasi untuk 


kerja sama dengan pihak ketiga. Hal tersebut sudah mulai 
dilaksanakan oleh Kemendes dengan melaksanakan kerja sama 


dengan kurang lebih 54 perusahaan dengan nilai sekira 16 


triliun. 


Model ini hampir sama dengan yangterdahulu dilaksanakan 


dengan skema yang berbeda. Pada zaman Presiden Soeharto 


ada yang namanya PIR Trans, zaman orde baru dan orde 
lama ada yang namanya PIR macam-macam, seperti Kredit 


Kepada Koperasi Primer (KKPA), kredit kecil 
perkebunan. Jika PIR Trans ini melalui BUM 
komoditi sawit, karet dan lain lain. KKPA mela 


ukan 


dengan pihak ketiga swasta dan ada dana yang diberi 


Penggarapan lahan dikerjasamakan dengan swas 


mengerjakan lahan inti dan plasma dikerjakan 


oleh m 


untuk program 
N seperti PTPN 


emitraan 
an. 

ta. Swasta 
asyarakat 


transmigran. Pihak swasta dapat memanfaatkan Ia 
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HPL transmigrasi. Program ini sudah dilaksanakan di Melolo, 
Sumba Timur dengan Djarum Grup untuk tanaman tebu. 
Kemudian juga dengan Grup Kapal Api di Sumba Timur untu 
tanaman Sisal (bahan untuk serat tali) untuk diekspor untu 
pemenuhan kebutuhan tali kapal. 


Sudah ada sekitar 54 perusahaan yang melaksanakan 
erja sama dengan model semacam ini. Seperti di lahan kelapa 


sawit, banyak yang dimitrakan Di Kutai Timur untuk tanaman 
elapa sawit dengan Tridaya, di Poso dengan Grup Astra. Yang 


menarik dari skema baru ini adalah adanya sertifikasi lahan 
yang cepat (SHM). 

Ada program pemerintah yaitu Tanah Obyek Reforma 
Agraria (TORA) ini juga kita kerjakan. Transmigran yang baru 
2-3 tahun, lahannya sudah dapat seritifkat. Sertifikat ini 


bisa dijadikan agunan melalui BUMDes. Kapitalisasi dapat 
dilaksanakan melalui BUMDes di satu kawasan, kemudian 


BUMDes bekerja sama dengan perusahaan swasta. Kerja sama 


itu nantinya bisa untuk mendapatkan pinjaman bank dengan 
menjaminkan sertifikat sebagai agunan. 
Selain program sertifikasi, program transmigrasi wajah 


baru offtaker-nya sudah jelas. Sama halnya dengan program 
yang dilaksanakan di Melolo, kemudian di Sumbawa ada kerja 
sama untuk pengolahan biomas. Yaitu pembuatan pelet dan 
powerplant senilai USD200 juta, hampir Rp2 triliun, yang 
merupakan investasi dari Konsorsium Korea. Korporasi 
agreement tersebut adalah untuk membangun powerplant dan 
pabrik pelet. Powerplant menghasilkan 30 Megawatt, bahan 
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bakunya dari limbah jagung, limbah jagungnya berasal dari 
plasma transmigrasi. 

Kemudian pabrik pelet dibangun dari lahan-lahan 
perhutanan sosial. Sedangkan jagung (bonggol) berasal dari 
plasma untuk powerplant. Jadi mereka akan dapat tambahan 
Rp3 juta perbulan dari jual limbah jagung. Jagungnya sendiri 


memiliki nilai tersendiri. Ini di Labangka Sumba. 
Kemudian dari lahan kehutanan di sekitarnya, BUMDes 
juga sudah masuk powerplant juga untuk pabrik. Sedangkan di 


lahan perhutanan sosial ditanam pohon gamal (kaliandra) untuk 
bahan pelet. Dibutuhkan sekitar kurang lebih 3.000 hektare, 
yang akan melibatkan tenaga kerja sekitar 8.700-an orang 


dengan menambah pendapatan sekitar Rp3 juta per orang. 

Proyek tersebut berbeda dengan proyek kemitraan yang 
lain misal kelapa sawit. Sebagai nilai tambahnya proyek ini lebih 
unggul dalam hal nilai lingkungan. Di mana untuk powerplant- 
nya memakai bahan baku renewable resources. Selain itu juga 
lahan yang ditanami dengan pohon gamal akan menghasilkan 
oksigen. Jadi proyek ini masuk dalam bagian skema carbon 
trade, yaitu komitmen untuk menurunkan karbon 26 persen 
yang ditandatangani oleh Presiden SBY. 

Proyek ini akan direplikasi di sentra-sentra jagung 
seperti di Gorontalo, di Kalimantan Tengah dan di beberapa 
tempat lainnya. Akan dibuat model yang serupa dengan apa 
yang telah dimulai di Labangka. Selanjutnya, lahan-lahan 
transmigrasi dengan status HPL yang masih menganggur 
akan dimanfaatkan juga. 
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Program TORA yang dilaksanakan pemerintah, pada 
intinya menyangkut tiga hal, yaitu : Legalisasi, Restribusi, dan 


Kehutanan Sosial. Program yang dilaksanakan oleh Kemendes 


PDTT adalah pe 


mberdayaannya. Sedangkan legalisasi berupa 


sertifikat, restribusi itu HPL-HPL, sedangkan HGU yang tidak 
dimanfaatkan diberi 


(gapoktan). Dan 
dikerja samakan 


ehu 


an kepada kelompok-kelompok tani 


tanan sosial adalah lahan hutan yang bisa 
dalam jangka waktu 30 tahun, petani hanya 


diberi hak akses bukan HGU. 


Program TORA m 
dengan nawacita, program ini akan meningkatkan nilai tamba 


angka gini ratio (kesenjangan) 
Kedepan Undang-Undang transmigrasiakan menggunakan 
pendekatan kawasan. Prinsipnya pendekatan kawasan ini 


omoditas, utamanya di daerah-daerah kawasan timur, kawasa 
pinggir, TORA masuk dengan legalisasinya, retribusi, da 
ehutanan sosialnya. Program seperti ini akan meningkatka 
esejahteraan seperti tujuan transmigrasi yaitu meningkatka 
esejahteran, meningkatkan ekonomi regional, mengurangi 
angka kemiskinan dan yang paling penting adalah mengecilkan 


memiliki dua klaster yaitu klaster komoditi untuk offtaker dan 
laster permukiman. 
Klaster komoditi inilah yang akan menghasilkan prukades. 


emiliki implementasi yang bagus. Dipad 


inimum skala ekomoni yang dituju, saat ini masih fokus pada 
peningkatan produksi dan produktivitas, misalnya melalui 
pembangunan embung. Dengan embung maka petani akan 


dapat melakukan panen sebanyak dua kali. 
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Kemudian klaster permukiman adalah jumlah orang yang 
ditempatkan. Skalanya bisa kurang lebih 4.000 KK di satu 
kawasan, bila satu orang memiliki 2 hektare, total bisa mencapai 
sekitar 8.000 hektare. Atau 1,5 hektare dari 4.000 KK menjadi 
sekitar 6.000 hektare. Bila lahan ini ditanami pohon komoditi 
itu, hasilnya sudah memenuhi syarat skala ekonomi. Misal kita 
ambil 1 hektare saja atau 4.000 hektare jika kemudian ditanami 
jagung atau padi pada musimnya maka skala ekonomi terpenuhi. 


Dengan terpenuhi skala ekonomi maka orang mulai berpikir 


investasi. Misal orang kemudian melakukan usaha lain seperti 
berjualan pupuk, yang memang dibutuhkan oleh petani. Setelah 


itu masyarakat akan melakukan perbaikan jalan, membangun 
gudang dan lainnya akan terjadi dengan sendirinya, ketika skala 
ekomoni meningkat karena adanya klaster komoditi. Kegiatan 
ini dapat dilakukan dengan percepatan dan revitalisasi program 
emitraan. 

Pendekatan kawasan-kawasan akan dilakukan dengan 
menumbuhkembangkan kawasan transmigrasi. Saat ini 
terdapat 44 permukiman, /2 desa pusat satuan kawasan 
permukiman, ada 48 KTM. 


Dengan terciptanya kawasan seperti di Melolo, akan 


membawa efek munculnya titik-titik perekonomian baru yang 
nantinya akan memperkuat perekonomian desa dan kawasan 


4 


transmigrasi. Sebagai gambaran, permukiman yang sekarang 


namanya perkim (UPT) ada sebanyak 144 Perkim. Di sana 
ada sekitar 72 desa utama atau pusat SKP (Satuan kawasan 


permukiman). Perkiminilahyangakan menjadi target. Sedangkan 
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KTM itu bisa mencakup 2-3 SKP.Pusat KTM itu nantinya dipilih 


dari KTM yang letaknya paling strategis dan dinamakan 
tapi kawasan tau KPB (Kawasan Perkotaan Baru). 


KTM 


Terkait dengan membangun dari pinggiran desa sesuai 


dengan nawacita menjadi sangat sejalan. Dari program i 
kemudian akan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan 


nilah 
baru 


di kawasan transmigrasi. Akan memperkuat ekonomi regional 


yang tujuannya meningkatkan kesejahteraan, mengu 
kemiskinan, dan mengurangi angka kesenjangan. Itu 


rangi 
akan 


tercapai karena di sana ada produksi, ada hasil, ada sarana 
pascapanen, pasar,offtaker dan ini sudah terbukti. Oleh karena 


itu program-program kawasan ini telah menunjukkan bukti. 


Tercatat, kini ada 1.000 lebih desa, di mana 600-an sudah 
menjadi ibukota kecamatan.Ada 144 menjadi ibukota kabupaten, 


juga terbentuknya dua provinsi dari kawasan transmigrasi. 


Kedepan tentu saja akan tambah banyak 


kabupaten-kabupatensehi 
pertumbuhan, dan pemera 


pertumbuhan di 


nggatujuanakhiryaitu kesejahteraan, 
taan yang berkualitas akan tercapai. 


Tentunya program ini harus dibarengi dengan peningkatan 


kapasitas sumberdaya ma 


nusia (SDM). Peningkatan kapasitas 


ini dapat dilakukan dengan menggandeng universitas terdekat 


atau perguruan tinggi untu 


pemerintah pusat dan daerah juga lembaga keagamaan. 


Kerja sama semaca 


mM 


k desa (pertides) dengan melakukan 
pendampingan atau KKN Tematik. 
melaksanakan pelatihan dengan m 


Selain itu bisa juga dengan 
elibatkan lembaga-lembaga 


itu telah dilaksanakan untuk 


meningkatkan kapasitas pendidikan kesehatan dan lingkungan. 
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Dari pelatihan ini kegiatan SDM dan lingkungannya selain akan 
menggunakan pendekatan-pendekatan ekonomi di pusat-pusat 
pertumbuhan, juga untuk keberlanjutannya akan dibutuhkan 
SDM yang terlatih. 

Untuk anak-anak transmigran, kementerian memberikan 
beasiswa sampai selesai S1. Setiap tahun mereka diundang 


pada peringatan Hari Bhakti Transmigrasi di Jakarta, khususnya 
penerima beasiswa yang mengambil universitas-universitas 
terdekat, seperti Universitas Jenderal Soedirman. 

Dengan gambaran di atas, bila dilaksanakan dengan benar, 
program pemekaran provinsi baru akan berkembang tidak 
membebani anggaran APBN. Sekarang ini banyak daerah 
ingin berkembang tapi tidak memiliki potensi. Tidak memiliki 
emampuan sendiri dan tumbuh secara organik. Terjadinya 


pemekaran bukan karena keputusan politik, tapi karena memiliki 
SDA, SDM seperti klaster permukiman dan klaster komoditi 
yang bisa bertumbuh dan berkembang menjadi daerah yang 
lebih maju. Ini akan terus bertumbuh dan tidak akan hilang, 


karena komoditinya bisa terus dikembangkan dan diekspor baik 


tamanan pangan atau tanaman lainnya. 


Contoh-contoh di atas belum menyangkut efek lain 
seperti peternakan, di mana jagung untuk ternak juga bisa 
tersedia. Seperti di KTM LunangSilaut, selain sawit ternaknya 
juga maju. Terdapat 3.000-5.000 ternak, Lunang Silaut 
berada di Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Di daerah ini ada 
industri pengolahan pupuk organik dengan memanfaatkan 
kotoran ternak. 
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Dengan memanfaatkan bahan baku berupa limbah 


jagung, kelapa sawit, yang dicam 
penggemukan ternak. Praktik ini 


pur konsentrat bisa untuk 
yang dinamakan pertanian 


terpadu. Dari 2-3 ekor sapi misalnya dapat menghasilkan energi 
listrik biogas untuk kebutuhan satu rumah. Dengan enam ekor 


sapi maka kebutuhan biogas dua ru 


mah dapat terpenuhi. 


Dengan skema seperti ini maka pengeluaran bisa dikurangi 


dan margin yang didapat bisa untuk saving, hingga akhirnya 


akan membuat perekonomian berkembang. Masyarakat bisa 


melakukan kapitalisasi dalam artian bisa berinvestasi ke usaha- 


usaha lain. 


Untuk memancing usaha masyarakat untuk melaksanakan 


pertanian terpadu, tahun ini kementerian telah memberikan 
bantuan sapi kurang lebih 300 ekor sapi di Toli-Toli. Sapi-sapi ini 
diberikan kepada 6-8 BUMDes untuk dikelola. 


Model bisnis yang sama ju 


ga dilakukan di kawasan 


transmigrasidiwilayahpesisir, sepertidi Boalemo, Gorontalodan 


Kabupaten Tanahbumbu di Kalimantan Selatan. Kementerian 


menjalin kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan 


Perikanan (KKP) dengan menyedi 


akan kapal-kapal dari KKP. 


Kemendesa menyiapkan sarana untuk prosesing. 


Transmigrasi mempunyai tugas me 


Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan 


nyelenggarakan perumusan 


dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan 


transmigrasi. 


Direktorat Jenderal Pengemba 


ngan Kawasan Transmigrasi 


menyelenggarakan fungsi: Perumusan kebijakan di bidang 
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promosi dan kerja sama kelembagaan, pembangunan dan 
pengembangankawasan,pengembanganusaha, pengembangan 
sosial budaya, dan pelayanan pertanahan transmigrasi: 
Pelaksanaan kebijakan di bidang promosi dan kerja sama 
elembagaan, pembangunan dan pengembangan kawasan, 
pengembangan usaha, pengembangan sosial: Penyusunan 
norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang promosi dan 
erja sama kelembagaan, pembangunan dan pengembangan 
awasan, pengembangan usaha, pengembangan sosial budaya, 
dan pelayanan pertanahan transmigrasi: Pemberian bimbingan 
teknis dan supervisi di bidang promosi dan kerja sama 
elembagaan, pembangunan dan pengembangan kawasan, 
pengembangan usaha, pengembangan sosial budaya, dan 
pelayanan pertanahan transmigrasi: Pelaksanaan evaluasi dan 


pelaporan di bidang promosi dan kerja sama kelembagaan, 
pembangunan dan pengembangan kawasan, pengembangan 
usaha, pengembangan sosial budaya, dan pelayanan pertanahan 


4 


transmigrasi: Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal 


Pengembangan Kawasan Transmigrasi: dan Pelaksanaan fungsi 
lain yang diberikan oleh Menteri. 
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TRANSMIGRASI BERBASIS KAWASAN 
Meningkatkan Standar Pelayanan 
Transmigran 


ada 25 September 2018 Direktorat Jenderal Penyiapan 
Diarasn dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 

(PKP2Trans) melepas Transmigran Asal Daerah Istimewa 
Yogyakarta (DIY). Tujuan para transmigran ini adalah ke Tanjung 
Buka SP.6B, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. 

Dalam kegiatan tersebut juga dilaksankan 
Penandatanganan MOU Pelaksanaan Transmigrasi Antar 
Pemerintah Daerah dengan Sharing APBD Program Tahun 
2019, perlu diketahui bahwa pelepasan Transmigran asal 
Provinsi DIY merupakan pelepasan perdana di Tahun 2018 
dan kali pertama menggunakan moda transportasi angkutan 
udara (Pesawat) setelah sekian lama menggunakan angkutan 
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VHLIM OLOI 


Sebanyak 72 calon transmigran asal Yogyakarta diberangkatkan melalui Bandar Udara Adisucipto 
menuju Tanjung Buka Satuan Permukiman 6B di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. 


darat dan angkutan laut. Hal ini merupakan salah satu bentu 
omitmen pemerintah dalam meningkatkan Standar Pelayanan 
Minimal dalam bidang Pelayanan Perpindahan. 
Seperti yang dikatakan Menteri Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko P 
Sandjojo, pembangunan transmigrasi yang berbasis kawasan 


merupakan salah satu dari skema pembangunan pusat 
pertumbuhan yang tidak hanya berbasis spasial dan komoditas 
unggulan tetapi juga secara bersamaan memberdayakan 
masyarakat di kawasan tersebut agar mampu menjadi pelaku 
ekonomi yang mumpuni dan penikmat manfaat dari hasil 


pembangunan itu. 
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Kehadiran program transmigrasi diharapkan menjadi 
salah satu solusi dalam mengatasi persoalan pembangunan 


bangsa melalui upaya peningkatan kesejahteraan rakyat secara 


berkeadilan dan berkelanjutan di Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI) yang berlandaskan Pancasila dan Undang- 


Undang Dasar 1945. 


Kita juga menyadari bahwa potensi sumber daya ekonomi, 
berupa potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan 


sumber daya modal masing-masing wilayah di Indonesia adalah 


modal dasar untuk peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat 


Indonesia. 


erupakan komitmen Pemerintah untuk membangun 


seluruh wilayah KRI melalui penciptaan pusat-pusat 
pertumbuhan baru yang berbasis ruang dan komoditas 


unggulan. Dengan demikian persebaran penduduk merupakan 


konsekuensi logis yang 


pusat pertumbuhan tersebut. 


dan sumber daya man 
akan menjadi efektif 


dipertemukan dan didukung oleh pe 


Sumber daya alam yang melim 


perlu ditata u 


usia yang po 
dan produk 


tif setelah kedua 


hal tersebut dirumuska 
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modal. Kebijakan nasional secara makro untuk mewujud 


ntuk tertarik ke pusat- 


pah di suatu wilayah 
tensial di wilayah lain 


nya 
aya 
an 


n melalui “Koridor Ekonomi”. Semua 
epentingan baik pemerintah, pemda, masyarakat, dan dunia 


usaha diwadahi dalam koridor ini dan transmigrasi sebagai 
salah satu elemen pembangunan berbasis spasial dan 
ependudukan dapat menjadi salah satu tulang punggung 
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oridor ekonomi tersebut. Artinya semua potensi tersebut 
di atas telah, sedang dan akan mampu dipertautkan dalam 
penyelenggaraan transmigrasi. 

Sebuah realitas yang tidak terbantahkan, bahwa 
penyelenggaraan transmigrasi telah mampu mendorong 
terbentuknya pusat-pusat produksi baru, yang kemudian 
berkembang menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru di 


ndonesia. Bahkan telah mampu mendukung pembentukan 


pusat-pusat pemerintahan baru, berupa pembentukan 
desa, kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi baru. 


Sampai dengan saat ini telah terbentuk 2 provinsi baru yaitu 
Kalimantan Utara dan Sulawesi Barat, 103 kabupaten/kota, 382 
permukiman transmigrasi menjadi ibu kota kecamatan, 1.183 


permukiman transmigrasi menjadi desa difinitif dan jumlah eks 


permukiman transmigrasi mencapai 3.330 permukiman. 
Indonesia menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan 


AB 


tugas pembantuan. Dengan asas desentralisasi, kewenangan 


pemerintah diserahkan kepada daerah otonom yang diberi 


ewenangan untuk mengurus dan mengatur kewenangannya 
sesuai kepentingan masyarakat. 

Sejalan dengan itu, diberlakukannya Undang-Undang 
Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang 
Nomor 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, telah 
memberikan peran yang semakin strategis kepada pemerintah 
daerah untuk melaksanakan program transmigrasi. Jika 
sebelumnya peran Pemerintah sangat dominan, maka dengan 
Undang-Undang ini peran pemerintah daerah lebih dipertegas 
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sejak tahap perencanaan, penyusunan program, penganggaran, 


pelaksanaannya hingga proses monitoring dan evaluasinya. 


Mengingat transmigrasi 


bersifat lintas sektor dan lintas 


daerah, maka pengelolaannya tidak bisa sepenuhnya menjadi 
kewenangan suatu daerah. Oleh karena itu Pemerintah Pusat 


(Kemendes PDTT) memiliki 


peran penting sebagai fasilitator, 


mediator, motivator, dan regulator terjalinnya kerja sama 


antardaerah di bidang transmigrasi. 


Pembangunan transmig 


ia 


rantai kegiatan multi sektor 


adalah proses mempertem 


ruang yang sama. Prose 


abupaten dan kota. 


omor 15 Tahun 1997 tenta 


rasi merupakan salah satu mata 
dan multi daerah yang berada di 


ruang yang sama, yaitu kawasan/lokasi transmigrasi sehingga 


memerlukan suatu titik temu. Dengan kata lain transmigrasi 


ukan pengelolaan sumber daya 


modal, sumber daya manusia dan sumber daya alam dalam 


s pengintegrasian inilah yang 


menjadikan program transmigrasi unik dan menarik. Oleh 
arena itu, penyelenggaraan transmigrasi amat memerlukan 
dukungan seluruh stakeholders terutama pemerintah provinsi/ 


Pada pasal 130 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 


ng Ketransmigrasian sebagaimana 


telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 
1997 tentang Ketransmigrasian, tertulis bahwa pelaksanaan 
transmigrasi merupakan proses pembangunan lintas daerah 


yang dilaksanakan dengan m 


ekanisme kerja sama pelaksanaan 
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transmigrasi antarpemerintah daerah dan dipertegas lagi dalam 
Perpres Nomor 50 Tahun 2018 Koordinasi dan Integritas 
Penyelenggaraan Transmigrasi dilakukan terhadap program 


dan kegiatan di Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah dan 
masyarakat yang terkait dengan penyelenggaraan Transmigrasi. 

Untuk mengatur mekanisme kerja sama tersebut telah 
diterbitkan Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi 
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Pelaksanaan 


Transmigrasi Antarpemerintah Daerah. Peraturan Menteri 
ini dimaksudkan sebagai pedoman yang wajib dipatuhi bagi 
pemda, K/L, dan masyarakat dalam menyelenggarakan kerja 


sama pelaksanaan transmigrasi antarpemerintah daerah. 
Kemendes PDIT memberikan penghargaan dan 

apresiasi kepada pemda Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, 

dan D.I.Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, 


Kabupaten Gunung Kidul dan Kota Yogyakarta yang telah 
melaksanakan program transmigrasi dengan sharing dana 
APBD ke Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara 
dengan membangun rumah dan sarana air bersih serta 
memberikan bantuan perbekalan bagi transmigran dan di 
Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat. Hal tersebut 
dapat diikuti oleh pemda provinsi/kabupaten/kota lain agar 
cita- cita kita untuk membangun daerah, mensejahterakan 


rakyat dan memperkokoh NKRI dapat terwujud. 

Pada tahun 2018 Kemendes PDTT memprogramkan 1.275 
KK yang dialokasikan untuk transmigran penduduk setempat 
(TPS) sebanyak 798 KK dan transmigran penduduk asal (TPA) 
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Permukiman Transmigrasi Lito, Kabupaten Bualemo, Gorontalo. 


sebanyak 477 KK yang akan ditempatkan pada 24 


kabupate 


n/kota di 11 provinsi daerah tujuan, de 


35 naskah perjanjian kerja sama pelaksanaan 


antarpem 


erin 


dan 125 naska 


antarpem 
kabupate 
Pada 


erin 


h perjanjian kerja sama pelaksanaan 


tah daerah kabupaten/kota daerah 
n/kota tujuan. 


Tah 


awasan, 36 
ngan jumlah 
transmigrasi 


tah daerah provinsi asal dengan provinsi tujuan 


transmigrasi 
asal dengan 


un 2019 direncanakan Program Transmigrasi 


dengan sharing APBD dari Provinsi Jawa Timur 100 KK, Jawa 
Tengah 100 KK, dan D.I Yogyakarta 38 KK. 
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Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasandan Pembangunan 
Permukiman Transmigrasi (PKP2Trans), merupakan salah 


satu dari 2 (dua) Direktorat Jenderal di Kementerian Desa, 


Pembangunan Daerah 


Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes 


PDTT) yang melaksanakan tugas dan fungsi terkait bidang 


etransmigrasian. 


awasan dan pemban 


etentuan peraturan p 


Ditjen PKP2ZTrans memiliki tugas menyelenggarakan 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan 


gunan permukiman transmigrasi sesuai 
erundang-undangan. 


Susunan organisasi Direktorat Jenderal Penyiapan 


Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 


(PKP?Trans) terdiri at 


AS: 


1. Sekretariat Direktorat Jenderal 


Direktorat Bina Potensi Kawasan Transmigrasi 


3.  DirektoratPerencanaanPembangunandan Pengembangan 


Direktorat Pemba 


SUN 


Direktorat Penata 
Transmigrasi meru 


masyarakat adil dan 
Dasar 1945. Selain i 


produksi, dan meningk 


nasional sebagai pengamalan Pancasiladalamupayamewujudkan 


upaya pemerintah dalam mencapai keseimbangan penyebaran 
penduduk, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan 


Kawasan Transmigrasi 
Direktorat Penyediaan Tanah Transmigrasi 


ngunan Permukiman Transmigrasi 
an Persebaran Penduduk 
pakan bagian integral dari pembangunan 


makmur berdasarkan Undang-Undang 
tu, transmigrasi merupakan salah satu 


atkan pendapatan. 
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Dalam penyelenggaraannya, transmigrasi dilaksanakan 
sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan 
peran serta masyarakat, pemerataan pembangunan daerah, 
serta memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa melalui 
persebaran penduduk yang seimbang dengan daya dukung 
alam dan daya tampung lingkungan serta nilai budaya dan adat 
istiadat masyarakat. 

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mendukung 
pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi 
meliputi: 

1. Melengkapi dan menyempurnakan regulasi pembangunan 
awasan transmigrasi, 
2. Identifikasi potensi kawasan transmigrasi dan perencanaan 
awasan transmigrasi 
3. Pencadangan dan Penyediaan Tanah untuk perencanaan 


awasan transmigrasi dan pembangunan satuan 


permukiman transmigrasi 

4. Perencanaan teknis kawasan perkotaan baru sebagai 
Pusat Pelayanan Kawasan, pusat SKP/Desa Utama 
sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan dan Satuan 
Permukiman 

5. Pembangunan Permukiman Transmigrasi dan 

6. Penataan Persebaran penduduk 


Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Ditjen PKP2Trans 


memberikan kontribusi pencapaian sasaran Kemendesa PDTT 
dalam mewujudkan desa mandiri atau desa berkembang di 
wilayah pinggiran. 
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Sasaran pembangunan dan pengembangan kawasan 
transmigrasi pada 2015-2019 yaitu: 
1. Terbangun dan berkembangnya 144 kawasan yang 


untu 


berfokus pada 72 Satuan Permukiman (SP) menjadi 
pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) atau Pusat 
Pelayanan Lingkungan (PPL) yang merupakan pusat 
pengolahan hasil pertanian/perikanan dan mendukung 


sasaran kemandirian pangan nasional: 


Berkembangnya 20 Kawasan Perkotaan Baru (KPB) 
menjadi kota kecil/kota kecamatan sebagai Pusat 
Pelayanan Kawasan (PPK) dengan berkembangnya industri 


pengolahan sekunder dan perdagangan. 
Program pelaksanaan transmigrasi memungkinkan 
k melaksanakan pemerataan pendidikan, kesehatan dan 


jaminan sosial kepada golongan penduduk yang selama ini tidak 


terjamah oleh fasilitas-fasilitas sosial tersebut. 


Beberapa program unggulan Ditjen PKP?2 Trans di antaranya: 
Pembangunan Transmigrasi di Perbatasan Negara (Pulau 
Kalimantan) 

Pembangunan diarahkan untuk membangun permukiman 
transmigrasi pada koridor t 20 km dari perbatasan (Malaysia), 
terdapat di kabupaten : Sambas, Bengkayang, Kapuas Hulu, 
Sanggau, Sintang Mahakam Ulu, Malinau, dan Nunukan. 
Potensi tersebut dapat menampung lebih dari 100.000 
Kepala Keluarga/KK. Padatahun 2016 sudah berlangsung 
proses pembangunan di Kabupaten Sanggau (lokasi 
Sei Tekam/Sei Beruang), Kabupaten Sintang (Lokasi 
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Sebetung Paluk) dan Kabupaten Kapuas Hulu (lokasi 
Nangakalis). 


Hasil klarifikasi sementara dari Direktorat Pengukuhan 
dan Penataan Kawasan Hutan, lahan yang bebas perizinan 
dari Kementerian Kehutanan, seluas 696.060 Ha dapat 
dimanfaatkan menjadi program transmigrasi. 

2. Pembangunan Transmigrasi di Pulubala, Kabupaten 
Gorontalo, Provinsi Gorontalo 
Pulubala merupakan Kawasan Transmigrasi yang 
berdekatan dengan Ibukota Kabupaten Gorontalo. 
Konsepsi yang dikembangkan adalah keterkaitan desa-kota 
dimana desa merupakan hinterland kota yang mensuplai 
kebutuhan konsumsi pangan perkotaan. Disamping itu 
kawasan Pulubala juga mendukung program unggulan 


Kementerian Desa yang dikembangkan dengan konsep 
Agriculture Estate (One Village One Product). Lokasi 
transmigrasi yang dibangun tahun 2016 pada Kawasan ini 
adalah Lokasi Bukit Aren dan Lokasi Ayumolingo. 

3. Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi di Kawasan 
Yubuai, Kabupaten Sumba Timur. 
Kawasan Yubuai Kabupaten Sumba Timur meliputi lokasi 
Laimbaru, Latapu Rumbu, dan Kotakawau merupakanareal 
padang rumput (savana), beriklim kering dan tanah kurang 
subur sehingga tingkat kesejahteraan masyarakatnya 
rendah. 
Pembangunan transmigrasi di Kawasan Yubuai bertujuan 
untuk pemberdayaan masyarakat dalam permukiman 
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transmigrasi yang bermitra dengan investor. Upaya ini 
berguna untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam 
kawasan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui 
kemitraan. 

Basis program mengacu pada pengembangan Agriculture 
Estate (one village one product). 
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MENGANGKAT DERAJAT DAERAH TERTINGGAL 
Kenalkan Pembangunan 
Ekonomi Digital 


esenjangan yangterjadi pada daerah-daerah di Indonesia 
Kasi terjadi hingga sekarang. Kesenjangan tersebut 

meliputi beberapa bidang, baik pembangunan fisik, 
pendidikan, ekonomi, kesehatan, sosial, maupun lingkungan. 
Adanya kesenjangan pada daerah-daerah di Indonesia dapat 
terjadi karena beberapa faktor seperti kondisi geografis 
tiap daerah yang berbeda-beda, kemampuan Sumber Daya 
Manusia (SDM), dana untuk pembangunan daerah, kebijakan 
pemerintah terhadap pembangunan, serta koordinasi antara 
pemerintah, pihak swasta, dan masyarakatdalam melaksanakan 
pembangunan. Kesenjangan yang terjadi ini, menciptakan 


adanya klasifikasi pada daerah-daerah di Indonesia. 
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je) 
je 
z 
g 


Pembangunan jalan Aa EA Pegan meter dari lebar F5 meter dengan kontnuksi 
aspal makadam bantuan Direktorat Peningkatan Sarana dan Prasarana di Desa Gondang, 
Kecamatan Gangga, Lombok Utara. 


Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal 
sebagai salah satu unit kerja eselon satu di Kementerian 
Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 
yang bertugas untuk menyelenggarakan perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan di bidang percepatan pembangunan 
daerah tertinggal sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan, mempunyai kewenangan untuk 
mengentaskan 122 kabupaten yang masuk ke dalam status 
daerah tertinggal. Status daerah tertinggal ditentukan 
melalui penilaian terhadap Indeks Komposit Ketertinggalan 
pada masing-masing daerah dengan menggunakan 6 kriteria 


dan 27 indikator pengukuran, sebagaimana diatur pada 
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Permendesa No 3 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis 
Penentuan Indikator dalam Penetapan Daerah Tertinggal 
Secara Nasional. Enam kriteria untuk mengukur Indeks 
Komposit Ketertinggalan adalah: ekonomi: sumber daya 
manusia: kemampuan, keuangan daerah, infrastruktur, 
aksesibiltas, dan karakteristik wilayah. 

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, Rencana Strategis 
(Renstra) Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi tahun 2015-2019, dan Rencana Strategis 
(Renstra) Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal 
tahun 2015-2019, Sasaran Program Pembangunan Daerah 
Tertinggal tahun 2015-2019 ditujukan untuk mengentaskan 
daerah tertinggal minimal 80 (delapan puluh) kabupaten 


dengan target antara sebagai berikut: 

1. eningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal 

menjadi rata rata sebesar /,24 persen: 

2 enurunnya persentase penduduk miskin di daerah 

tertinggal menjadi rata-rata 14,00 persen: 

3. eningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di 

daerah tertinggal menjadi rata-rata sebesar 69,59: dan 

4. Indeks komposit pembangunan daerah tertinggal di bawah 
satu atau negatif (« 1) sebanyak 80 kabupaten. 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) tahun 2015-2019, Rencana Strategis (Renstra) 
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi tahun 2015-2019, dan RencanaStrategis (Renstra) 
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Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal tahun 
2015-2019 setelah dikaji kembali maka target pembangunan 
daerah tertinggal menjadi: 

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal 
menjadi rata rata sebesar 6,9-/,1 persen: 

2. enurunnya persentase penduduk miskin di daerah 
tertinggal menjadi rata-rata 15,00 - 15,50 persen, 

3. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di 
daerah tertinggal menjadi rata-rata sebesar 62,78: dan 


4. Indeks komposit pembangunan daerah tertinggal di bawah 
satu atau negatif (« 1) sebanyak 80 kabupaten. 
Program pembangunan daerah tertinggal dilaksanaka 
melalui kegiatan perencanaan dan identifikasi daera 


PB 


tertinggal, pengembangan sumber daya manusia di daera 


4 


n 
h 
n 

tertinggal, pengembangan sumber daya alam dan lingkungan 

hidup di daerah tertinggal, peningkatan sarana dan prasarana di 

daerah tertinggal, dan pengembangan ekonomi lokal di daerah 


4 


tertinggal. 


Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal dilakukan 
melalui penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta 


oordinasi penatalaksanaan di bidang penyusunan indikator 

daerah tertinggal, identifikasi daerah tertinggal, penyusunan 

rencana dan skema pendanaan, serta evaluasi dan pelaporan. 

Pada tahun 2015-2017, yang telah dilakukan adalah: 

1. Tersusunnya Peraturan Presiden No 21 Tahun 2018 
Tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan 

Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019: 
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2. Tersusunnya Peraturan Presiden No 22 Tahun 2018 
Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Nasional 
Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal: 


3. Tersusunnya Peraturan Menteri No 3 Tahun 2018 Tentang 
Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Pembangunan 


Daerah Tertinggal: 


4. Tersusunnya Rencana Aksi Daerah Percepatan 
Pembangunan Daerah Tertinggal di 24 provinsi yang 


memiliki daerah tertinggal: dan 
5. Penetapan Sekretariat Percepatan Pembangunan Daerah 
Tertinggal melalui Surat Keputusan Dirjen dalam rangka 


meningkatkan koordinasi percepatan pembangunan 
daerah tertinggal seluruh Kementerian / Lembaga. 
Selain itu juga telah dilakukan analisis jumlah kabupaten 
yang berpotensi entas hingga tahun 2017 sebagai bahan untu 
mencapai target dalam program percepatan pembangunan 
daerah tertinggal. Selain melakukan analisis dari jumlah 


kabupaten yang berpotensi entas hingga tahun 2017, 


Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal juga dilakukan 
dengan cara analisis proyeksi terkait daerah tertinggal yang 


berpotensi entas di tahun 2018 hingga 2019. Secara lebih 
detail, Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal juga 
dilakukan dengan cara menganalisis pertumbuhan ekonomi, 


persentase penduduk miskin, serta Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM) pada daerah tertinggal. 

Pengembangan Sumber Daya Manusia di daerah tertinggal 
dilakukan melalui pelaksanakan penyiapan perumusan dan 
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koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan, 
kesehatan, keterampilan, tenaga kerja, serta inovasi dan 


penerapan teknologi. Pada tahun 2015-2017, yang telah 
dilakukan adalah: 


1 


Bantuan alat kesehatan dan peningkatan kecukupan gizi 
dalam rangka peningkatan kualitas lembaga kesehatan 
masyarakat dan lembaga kesehatan dasar di daerah 
tertinggal di 43 kabupaten dengan total /4 paket: 


Bantuan stimulan dan pemberdayaan masyarakat terkait 
air bersih dan sanitasi di daerah tertinggal di 22 kabupaten 
dengan total 80 paket: 

Pembangunan dan penyelenggaraan pelatihan dalam 
pelaksanaan kegiatan pembelajaran masyarakat di daerah 
tertinggal di 132 kabupaten dengan total 205 paket dan 36 
unit, 
Bantuan pelatihan dan peralatan untuk pendukung 
eterampilan (pertukangan, perbengkelan, elektronika) 


untuk peningkatan kecakapan hidup dan pendapatan 
masyarakat di desa tertinggal di 30 kabupaten dengan 
total 35 paket: 
Bantuan pelatihan dan alat untuk penyiapan skill tenaga 


erja muda di daerah tertinggal di 30 kabupaten dengan 
total 31 paket: 
Bantuan alat dan pelatihan untuk penerapan teknologi 


pengolahan komoditas pertanian, perkebunan, perikanan, 
dan pertambangan di 10 kabupaten dengan total 10 paket: 


Bantuan alat dan pelatihan untuk pengolahan komoditas 
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10. 


pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan 
yang telah memperoleh paten dari lembaga terkait di 10 
abupaten dengan total 10 paket: 

Pembangunan saung terampil untuk masyarakat di daerah 
tertinggal di 24 kabupaten dengan total 24 paket: 

Bantuan alat dan pelatihan untuk pengingkatan kapasitas 
masyarakat dalam hal produksi, pemasaran, dan 


pengemasan produk unggulan untuk mendukung BUMDes 


dan Prukades serta membuka lapangan pekerjaan di 102 
abupaten dengan total 104 paket: dan 
Pengolahan komod 


tas unggulan berbasis inovasi di 10 
abupaten dengan total 10 paket. 


Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup di 


daerah tertinggal dilakukan melaui pelaksanakan penyiapan 


perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang 


sumber daya hayati, tata guna lahan, pariwisata, sumber daya 
energi, serta lingkungan hidup. Pada tahun 2015-2017, yang 


telah dilakukan adalah: 


1. 


Bantuan stimulan pengembangan Sumber Daya Hayati 
berbasis daratan di / kabupaten dengan total / paket: 
Bantuan stimulan untuk pemanfaatan potensi dan 
pengembangan Sumber Daya Hayati berbasis maritim di 9 
abupaten dengan total 9 paket: 


Bantuan stimulan pengembangan Sumber Daya Alam 
berbasis perencanaan dan pendayagunaan Tata Guna 
Lahan di daerah tertinggal di 9 kabupaten dengan total 9 


paket: 
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ntuan stimulan pengembangan potensi Sumber Daya 
Alam dengan pemanfaatan energi terbarukan dan non 
kan di 10 kabupaten dengan total 10 paket: 
tuan stimulan pengembangan potensi dan promosi 
pariwisata di 21 kabupaten dengan total 39 paket: 


6. Bantuan stimulan pelestarian dan peningkatan kualitas 
lingkungan hidup di 12 kabupaten dengan total 12 paket, 
/. Pembangunan peternakan modern di 5 kabupaten dengan 


total 5 paket: 


8. Ba 


9. Pe 


wisata buatan di daerah tertinggal di 4 kabupaten dengan 


da 


n 


ngembangan fasilitas homestay, 


total 4 paket. 
ningkatan Sarana dan Prasarana daerah tertinggal 


Pe 


tuan penyediaan bibit dan pengembangan kebun buah 
di 4 kabupaten dengan total 4 paket: dan 


wisata kuliner, dan 


dilakukan melalui pelaksanakan penyiapan perumusan dan 
koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidangsaranadan prasarana 


transportasi, sarana dan prasarana air bersih dan permukiman, 


sarana dan prasarana ekonomi, sarana dan prasarana energi, 


dan sarana dan prasarana informasi dan 


telekomunikasi. Pada 


tahun 2015-2017, yang telah dilaksanakan adalah: 


1. Re 
pa 
2. Pe 


de 
3. Pe 
de 


habilitas rumah layak huni di 8 kabu 
et: 


ngan total 11 paket: 


paten dengan total 8 


mbangunan Keramba Jaring Apung di 11 kabupaten 


ngan total 22 paket. 
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4. Pembangunan energi biomasa di 3 kabupaten dengan total 


5. Pembangunan radio komunikasi tenaga surga dan siaran 
daerah di / kabupaten dengan total / paket: 

6. Pembangunan sarana komunikasi dan layanan internet 
masyarakat di 32 kabupaten dengan total 32 paket: 

/. Pembangunan jalan non status dan strategis pada daerah 
tertinggal di 5/ kabupaten dengan total 5/ paket: 

8. Pembangunan tambatan perahu di 3 kabupaten dengan 
total 3 paket: 


9. Pembangunan jembatan penyeberangan orang untuk 
mendukung Prukades di 10 kabupaten dengan total 9 
paket dan 1 unit: 

10. Pembangunan sarana air besih dan irigasi di daerah 


tertinggal di 21 kabupaten dengan total 21 paket: dan 


11. Pembangunan pasar kecamatan untuk mendukung 
Prukades di 11 kabupaten dengan total 11 paket. 


Pengembangan Ekonomi Lokal di daerah tertinggal 
dilakukan melalui pelaksanakan penyiapan perumusan dan 
koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang investasi dan 


permodalan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah 

(KUMKM), potensi produk unggulan, kemitraan usaha, serta 

industri, distribusi dan pemasaran. Pada tahun 2015-2017, 

yang telah dilaksanakan adalah: 

1. Bantuan investasi, permodalan, dan sosial pengembangan 
bagi kewirausahaan masayarakat di daerah tertinggal di 56 


kabupaten dengan total 56 paket: 
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n stimulan pengembangan komoditas unggulan 
tertinggal di 20 kabupaten dengan total 20 paket: 
n alat pertanian bagi daerah tertinggal di 73 
ten dengan total /3 paket, 

n stimulan pengembangan industri garam rakyat di 


3 kabupaten dengan total 3 paket: 


5. Bantuan stimulan pengembangan industri tenun di 5 


6. Bantuan stimulan sarana pengolahan dan pengembangan 


indu 


7. Bant 
indu 


abupa 


stri pengolahaan hasil perkebunan kopi di daerah 
tertinggal di 16 kabupaten dengan total 16 paket: 
uan stimulan untuk pengolahan dan pengembangan 
stri pengolahan hasil hutan (kakao dan kelapa) untuk 
mendukung Prukades di 22 kabupaten dengan total 22 paket: 


ten dengan total 5 paket: 


3 


8. Bantuan stimulan sarana produksi industri bahan galian di 


6 kabupaten dengan total 6 paket: dan 


9. Bantuan pembenihan, alat tangkap, keramba jaring apung, 


Daerah Tertinggal berupaya untuk meningkatkan program 


percepatan 


melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mengentaskan daerah 
tertinggal. Perencanaan dan Identifikasi 
dilaksanakan dengan kegiatan koordinasi dengan kementerian 


abupaten dengan total 22 paket. 
Pada tahun 2018, Direktorat Jenderal Pembangunan 


serta alat penyimpanan hasil produksi perikanan di 22 


pembangunan daerah tertinggal dengan 


Daerah Tertinggal 


lintas sektor untuk percepatan daerah tertinggal. Hasil 


koordinasi tersebut akan disusun dalam rangka Aksi Nasional 
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Evaluasi Pelaporan. Pengembangan Sumber Daya Manusia 
di daerah tertinggal dilaksanakan dengan pembangunan 
dan penyelenggaraan pelatihan dalam pelaksanaan kegiatan 
pembelajaran masyarakat di daerah tertinggal pada 25 
abupaten dengan total /0 paket. Pengembangan Sumber 


Daya dan Lingkungan Hidup di daerah tertinggal dilaksanakan 
dengan pemberian bantuan stimulan pengembangan potensi 
dan promosi pariwisata di 25 kabupaten dengan total 25 
paket. Peningkatan Sarana dan Prasarana daerah tertinggal 
dilaksanakan dengan pembangunan jalan non status dan 
strategis pada daerah tertinggal di 26 kabupaten dengan total 
73 km serta pembangunan sarana air bersih dan irigasi di 
daerahtertinggal di 13 kabupaten dengan total 15 paket. Selain 
itu juga, Peningkatan Sarana dan Prasarana daerah tertinggal 
dilaksanakan dengan membuat usulan berdasarkan data 
kebutuhan sarana dan prasarana informasi dan telekomunikasi 
daerah tertinggal ke Kementerian Kominfo/BAKTI dan 
melaksanakan optimalisasi jaringan informasi dan komunikasi 
kabupaten daerah tertinggal. 

Pada Pengembangan Ekonomi Lokal di daerah tertinggal 
di tahun 2018 dilaksanakan dengan melakukan kegiatan 
pemberian bantuan sebagai berikut: 
1. Bantuan investasi, permodalan, dan sosial pengembangan 
bagi kewirausahaan masyarakat di daerah tertinggal di 7 
abupaten dengan total / paket. 
2. Bantuan alat pertanian bagi daerah tertinggal di 1/ 


abupaten dengan total 1/ paket. 
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3. Bantuan stimulan sarana pengolahan dan pengembangan 
stri pengolahaan hasil perkebunan kopi di daerah 

tinggal di 2 kabupaten dengan total 2 paket. 

4. Bantuan stimulan untuk pengolahan dan pengembangan 

tri pengolahan hasil hutan (kakao dan kelapa) untu 


S 
mendukung Prukades di 7 kabupaten dengan total 7 paket. 


5. Bantuan pembenihan, alat tangkap, keramba jaring apung, 
serta alat penyimpanan hasil produksi perikanan di 15 
abupaten dengan total 15 paket. 


Salah satu upaya lainnya yang dilakukan oleh Direktorat 
Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal dalam melaksanakan 


program percepatan pembangunan daerah tertinggal adalah 
dengan cara memanfaatkan teknologi yang sedang berkembang. 
Salah satu terobosan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal 


Pembangunan Daerah Tertinggal adalah dengan mengenalkan 
konsep ekonomi digital pada daerah tertinggal. Secara sederhana, 
ekonomi digital adalah sebuah konsep terkait kegiatan ekonomi 
yang memanfaatkan media internet sebagai sarana transaksinya. 
Konsep ekonomi digital mempermudah terlaksananya transaksi 
ekonomi karena sifatnya yang cepat karena tidak perlu 
mendatangi lokasi secara langsung dan pembayaran secara 
cashless. Penggunaan teknologi internet pada transaksi jual beli ini 
mendukung adanya fakta bahwa pengguna internet di Indonesia 
adalah yang paling pesat di dunia dengan rata-rata pertambahannya 
sebesar 19 persen per tahunnya (Google dan Temasek, 2016). 
Konsepekonomi digital yangdiperkenalkan oleh Direktorat 


Pembangunan Daerah Tertinggal adalah dengan menggandeng 
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beberapa pihak e-commerce untuk dapat mempromosikan 
dan ikut berpartisipasi dalam penjualan produk-produk dari 
daerah tertinggal. Kerjasama dengan pihak-pihak e-commerce 
dikarenakan banyaknya potensi sumber daya alam di 
daerah tertinggal yang dapat didorong untuk meningkatkan 


perekonomian. Potensi sumber daya alam berupa hasil bumi di 


daerah tertinggal terutama pada produk sayur, buah-buahan, 


dan budidaya hewan pada daerah tertinggal di Indonesia selain 
dari segi kuantitas yang melimpah ternyata juga unggul dalam 
segi kualitasnya. Namun, salah satu permasalahan yang daerah 
tertinggal hadapi dalam hal pemasaran produknya adalah akses 
pasar yang sangat terbatas serta harga jual dari produk-produ 


tersebut ternyata masih jauh dibandingkan dengan produ 


lain dari daerah yang sudah maju. Oleh karena itu, pihak-piha 


e-commerce diajak untuk bekerja sama guna menyetarakan 


harga produk dari daerah tertinggal dengan daerah lainnya 
agar tidak ada kesenjangan dan membawa keuntungan bagi 


pihak petani, nelayan, maupun peternak di daerah tertinggal. 


Hingga saat ini, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah 
Tertinggal telah menggandeng 31 pihak e-commerce untuk 
pemasaran produk lokal dari daerah tertinggal. Salah satu 
pihak e-commerce yang bekerja sama dengan Direktorat 


Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal adalah RegoPantes. 
RegoPantes (dalam Bahasa Indonesia berarti harga pantas) 
merupakan platform perdagangan online yang memungkinkan 


petani untuk menjual hasil tani langsung kepada konsumen 
dengan harga pantas, tanpa adanya perantara atau tengkulak 
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yang selama ini selalu membeli ke petani dengan harga murah. 
Sehingga petani dapat menjual langsung produk mereka ke 
konsumen akhir. 

Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal 
bersama dengan pihak RegoPantes mempromosikan salah 
satu produk unggulan dari daerah tertinggal yaitu alpukat 
dari Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara 
Timur. Alpukat Soe mempunyai kualitas yang sangat baik 
karena dibudidayakan di iklim yang sejuk dan ditanam secara 
organik sehingga sehat untuk dikonsumsi. Alpukat Soe yang 
mempunyai kualitas bagus ini sayangnya tidak banyak diketahui 
oleh masyarakat Indonesia maupun masyarakat negara lain 


dikarenakan keterbatasan akses pemasaran. Keterbatasan 
akses pemasaran ini menyebabkan jumlah alpukat yang 
melimpah saat musim panen tiba menjadi sia-sia dan hanya 
digunakan untuk makanan ternak hewan. Setelah adanya 


intervensi dari Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan RegoPantes, alpukat Soe dapat di perjualbelikan 
secara online ke seluruh Indonesia. Harga jual dari alpukat Soe 
juga meningkat 3 kali lipat dibandingkan dengan harga jual 
kepada pedagang seperti dulu. Saat ini alpukat Soe menjadi 
komoditi terlaris di situs RegoPantes dna telah berhasil menjual 
833 kilo alpukat untuk konsumen di wilayah Jabodetabek. 
Pendapatan petani alpukat Soe kini meningkat hingga 100 
persensetelah penjualan alpukat dilakukan secara online. Selain 
itu, produk lain yang diperjualbelikan adalah beras organik dari 
Bondowoso, dan alpukat dari Pasaman Barat. 
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Guna mewujudkan mimpi nelayan di Indonesia, khususnya 
di daerah tertinggal untuk lebih sejahtera, Direktorat Jenderal 


Pembangunan Daerah Tertinggal bekerja sama dengan Crowde 
melalui optimalisasi bantuan Keramba JaringApung (KJA) untuk 
budidaya ikan Kerapu Cantang di Tanjung Lesung, Pandeglang, 
Banten. Selain di Pandeglang, program ini juga dilakukan di 
beberapa daerah tertinggal lainnya seperti di Situbondo, Jawa 
Timur dan Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. 


Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal 
juga bekerja sama dengan pihak Growpal dalam pelaksanaan 
rencana pendanaan dan pendampingan sistem budidaya 
perikanan pada beberapa komoditas lokal unggulan di 
Kabupaten Aceh Singkil seperti ikan gabus, kakap putih, bawal 
bintang, kerapu dan udang vaname. Dengan adanya Growpal 


maka dapat terjalin sinergi antara pemilik modal yang memiliki 


dana lebih tetapi tidak tahu potensi bisnis di bidang agribisnis 
perikanan, dengan para petani ikan laut yang memiliki lahan 
potensial dan kemampuan beternak yang baik tetapi tidak tidak 
memiliki modal untuk membesarkan produksinya serta ketika 
panen juga dapat dipertemukan dengan pengguna akhir tanpa 


melalui rantai perdagangan yang panjang. 
Dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal 
melalui ekonomi digital, masih terdapat tantangan berupa 


adanya beberapa lokasi blank spot di daerah tertinggal. Blank 
spot merupakan area di mana tidak adanya sinyal bagi alat 
telekomunikasi. Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah 


Tertinggal telah melakukan identifikasi dan pemetaan terkait 
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lokasi blank spot tersebut. Untuk menjawab tantangan 
tersebut, telah dilakukan koordinasi dengan Kementerian 
Komunikasi dan Informatika sehingga telah terjalin komitmen 
dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untu 
memprioritaskan penyediaan layanan internet di lokasi blan 
spot tersebut. 
Dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh 
masing-masing unit kerja teknis pada Direktorat Jenderal 


Pembangunan Daerah Tertinggal, pada tahun 2016 terdapat 
59 daerah yang berpotensi untuk bisa dientaskan. Untuk 
mencapai target sesuai dengan RPJMN tahun 2015-2019, 
dibutuhkan 21 daerah lagi yang mempunyai potensi untuk 


dientaskan. Untuk melakukan upaya pengentasan tersebut, 
Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal terus 


4 


tuk bangkit 


berusaha meningkatkan kemampuan daerah un 
lewat bantuan secara fisik maupun pemberdayaan masyarakat 
di daerah tertinggal. Dalam kurun waktu 1,5 tahun lagi menuju 
tahun 2019, diharapkan target pengentasan pada 80 daerah 
tertinggal di Indonesia dapat dilaksanakan dengan sukses. 
Pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari Laju Pertu 
Ekonomi (LPE) pada daerah tertinggal hingga tahun 2016 
menunjukkan angka 5,52 persen. Meskipun belum mencapai 
target Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) pada tahun 2019, 
yaitu 6,9 persen, Namun bila disandingkan dengan Laju 
Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Nasional pada tahun 2016 
sebesar 5,48 persen, maka capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi 
daerah tertinggal sudah di atas Laju Pertumbuhan Ekonomi 


mbuhan 
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3 TAHUN KINERJA 
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 
TAHUN 2015 - 2017 


PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PENGEMBANGAN PENINGKATAN 
DAN LINGKUNGAN HIDUP SUMBER DAYA MANUSIA SARANA DAN PRASARANA 
Pengembangan Sumber Bantuan Alat Kesehatan ap i 
Daya Hayati Berbasis Daratan & Peningkatan Kecukupan Gizi t menasies Rumah ajak Huni 
7 Paket di 7 Kabupaten 74 Paket di 43 Kabupaten aket di 8 Kabupaten 
Pembangunan Keramba 
| Pengembangan Sumber & Sarana Air Bersih & Sanitasi Pa Jaring Apung 
| | baya Hayati Berbasis Maritim...” 80 Paket di 43 Kabupaten 11 Paket di 11 Kabupaten 
“ES 9 Paket di 9 Kabupaten - 
Pembangunan & Pelatihan Kegiatan (8. Pembangunan PLTS 
Pembelajaran Masyarakat LN Terpadu dan Terpusat 
Pengembangan Sumba 205 Paket dan 36 Unit 22 Paket di 22 Kabupaten 
& 9 Paket di 9 Kabupaten Mabes ? Pembangunan Energi Biomasa 
ym. Pengembangan Sumber Daya Pendukung Keterampilan 3 Paket di 3 Kabupaten 


3 Alam Berbasis Energi Terbarukan “““ 35 Paket di 30 Kabupaten F3 Pembangunan Radio Komunikasi 


: " : Tenaga Surya dan Siaran Daerah 
10 Paket di 10 Kabupaten Pelatihan dan Alat Penyiapan . 
Pp: SE Tenaga Kerja Muda &P 7 paket di7 Kabupaten 


Pengembangan Potensi 
& Promosi Pariwisata 


Pelestarian & Peningkatan 


39 Paket di 21 Kabupaten 


Kualitas Lingkungan Hidup 
12 Paket di 12 Kabupaten 


31 Paket di 30 Kabupaten 


Pelatihan dan Alat Pengolahan 
Komoditas Unggulan 

10 Paket di 10 Kabupaten 
Pelatihan dan Alat Pengolahan 


Komoditas Unggulan dengan 
Hak Paten dari Lembaga Terkait 


Pembangunan Sarana Komunikasi 
& Internet Masyarakat 
32 Paket di 32 Kabupaten 


Pembangunan Jalan 
Non Status & Strategis 
57 Paket di 57 Kabupaten 


Pembangunan Tambatan Perahu 


10 Paket di 10 Kabupaten gl 3 Paket di 3 Kabupaten 
Pembangunan Saung Terampil Pembangunan JPO 


24 Paket di 24 Kabupaten k Untuk Mendukung Prukades 
10 Paket di 10 Kabupaten 


Pembangunan Sarana 
Air Besih & Irigasi 


Pembangunan Peternakan Modern 
5 Paket di 5 Kabupaten 


Penyediaan Bibit & 
Pengembangan Kebun Buah 


4 Paket di 4 Kabupaten 


Pengembangan Homestay 
B5 sWisata Kuliner 8 


4 Paket di 4 Kabupaten 


Bantuan Alat & Pelatihan 
aa Mendukung BUMDes dan Prukades 4 


104 Paket di 102 Kabupaten 20 Paket di 20 Kabupaten 


Pengolahan Komoditas Unggulan Pembangunan Pasar Kecamatan 
Berbasis Inovasi ET Untuk Mendukung Prukades 
10 Paket di 10 Kabupaten 11 Paket di 11 Kabupaten 


PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL 


Bantuan Permodalan & Sosial - Pengembangan 
& Bagi Kewirausahaan Masayarakat jun) Industri Garam Rakyat n 
56 Paket di 56 Kabupaten 3 Paket di 3 Kabupaten 


Pengolahan & Pengembangan 
Industri Kakao dan Kelapa 


22 Paket di 22 Kabupaten 


Pengembangan Industri Tenun 


Sarana Produksi 
5 Paket di 5 Kabupaten sb Industri Bahan Galian 


6 Paket di 6 Kabupaten 


P Bantuan Benih, Alat Tangkap, 
B & Penyimpanan Hasil Perikanan 
22 Paket di 22 Kabupaten 


Bantuan Pengembangan 
g Komoditas Unggulan 
20 Paket di 20 Kabupaten 


Bantuan Alat Pertanian - 
M63 73 Paket di 73 Kabupaten” 48 


Pengolahan Pasca Panen Kopi 
16 Paket di 16 Kabupaten 
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LPE) Nasional. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 
pada daerah tertinggal perlu dilakukan dengan memanfaatkan 
potensi ekonomi lokal yang dimiliki oleh masing-masing daerah 
tertinggal, terutama yang berkaitan dengan sumber daya 
alam yang dapat dimanfaatkan oleh daerah tertinggal untuk 
meningkatkan hasil perekonomian daerah. 

Persentase Penduduk Miskin (PPM) pada tahun 2017 


menunjukkan nilai 18,04 persen. Angka ini mengalami 


penurunan dari tahun 2014 hingga 2016. Trend positif yang 
ditunjukan oleh daerah tertinggal terkait capaian Persentase 
Penduduk Miskin (PPM) hingga tahun 2017 memunculkan 
sikap optimisme untuk dapat mencapai target pada tahun 2019. 
Untuk menurunkan Persentase Penduduk Miskin (PPM) dapat 
dilakukan dengan yaitu dengan cara perbaikan akses kesehatan, 


pendidikan, dan pangan bagi masyarakat miskin, pembuatan 
kebijakan yang tepat untuk melindungan masyarkaat yang 
rentan terhadap kemiskinan, serta penciptaan lebih banyak lagi 
lapangan kerja. 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2017 
mencapai nilai 61,23, angka ini terus mengalami kenaikan dari 
tahun 2014 dan menunjukan performa yang positif. Upaya 
peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada daerah 
tertinggal bisa dicapai dengan cara meningkat masing-masing 
aspek yangmempengaruhinya, yaitu dengan cara meningkatkan 
angka harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah dan rata - 
rata lama sekolah serta pengeluaran per kapita. 
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MERENGKUH TEPIAN INDONESIA 
Tingkatkan Kesejahteraan 
Masyarakat di Daerah dengan 
Karakteristik Tertentu 


mengamanatkan bahwa “Negara memiliki tanggungjawab 
mensejahterakan masyarakat”. Atas dasar itu falsafah 
itu, maka di dalam “NAWA CITA khususnya Nawa Cita ke 3, 
Pemerintah menempatkan langkah strategis “Membangun 
Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat daerah dan desa 


Pen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 


dalam kerangka negara kesatuan Indonesia”. Daerah pinggiran, 
seperti Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) adalah 
merupakan daerah khusus atau daerah dengan karekteristik 
tertentu. Daerah Tertentu memerlukan upaya pengembangan 
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Pemasangan Early Warning System (EWS) pendeteksi curah hujan untuk penanganan daerah 
rawan bencana dari Ditjen PDTu, Kemendes PDTT di Kampung Buti, Samkai, Merauke, Papua. 
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lebih lanjut secara konsisten dan berkesinambungan karena 
Daerah Tertentu memiliki nilai strategis bagi Bangsa dan 


Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, Daerah 
Tertentu atau daerah dengan karakteristik khusus selalu 
menjadi prioritas nasional dalam kebijakan pembangunan. 


Artinya, Daerah Tertentu selalu menjadi pertimbangan utama 


dalam penyusunan perencanaan pembangunan nasional, 
sebagai wujud nyata afirmasi Pemerintah dalam upaya 
pemberian perhatian khusus atau pemihakan pada masyarakat 
daerah tertentu dalam rangka peningkatan kesejahteraan 
masyarakat. 


Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi sebagai institusi Pemerintahan, melalui unit 
kerjanya yaitu Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah 
Tertentu diberikan tugas pokok mengemban amanah dalam 
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 
di bidang pengembangan daerah rawan pangan, perbatasan, 
rawan bencana dan pasca konflik, serta pulau kecil dan terluar 
dan fungsi diantaranya perumusan dan pelaksanaan kebijakan, 
pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang 


pengembangan daerah perbatasan, pulau kecil dan terluar, 
penanganan daerah rawan pangan, rawan bencana dan pasca 
konflik. Dalam menjalankan perannya, Direktorat Jenderal 


Pengembangan Daerah Tertentu memerhatikan beberapa 


isu strategis yang muncul, diantaranya yaitu (1) rendahnya 
aksesibilitas di daerah tertinggal dan perbatasan, serta pulau- 


pulau kecil dan terluar: (2) minimnya ketersediaan sarana 
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dan prasarana serta layanan dasar seperti kesehatan dan 
pendidikan. 


Dalam pelaksanaannya, tentu saja peranan tersebut harus 


sejalan dan mengacu pada arah kebijakan upaya percepatan 
pemenuhan kebutuhan akan pelayanan social ekonomi dasar 


serta upaya pengembangan perekonomian kawasan dan 


pemberdayaan masyarakat di daerah tertinggal, perbatasan, 


pulau-pulau kecil dan terlu 


ar, serta perdesaan termasuk 


kawasan transmigrasi. Untuk itu di dalam target RPJMN 


2015 -2019, sebagai pelaksa 


naan Nawa Cita ke 3, Direktorat 


Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Kementerian 


Tertentu yang m 
122 kabupaten 
Nomor 131 Tahu 


Sebanyak 11 kabupaten yang merupakan daerah 
perbatasan (dari 43 kabupaten/Kota dalam Perka BNPP 


Oo 1 Tahun 2015, 23 kabupate 
abupaten tertinggal): 

Sebanyak 36 kabupaten yang me 
terluar (dari 58 kabupaten terti 
diantaranya memiliki 21 pulau kecil 
No. 6 Tahun 2017): 
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n diantaranya adalah 


miliki pulau kecil dan 
nggal, 14 Kabupaten 


En 


Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 
berupaya mendukung upaya mengentaskan daerah tertinggal 
minimal 50 kabupaten berkarakteristik khusus sebagai Daerah 
erupakan bagian dari 80 kabupaten dalam 
Daerah Tertinggal (berdasarkan Perpres 
n 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal 
Tahun 2015 - 2019 sebanyak 122 kabupaten). Karakteristi 
ketertentuan 50 kabupaten tersebut terdiri dari: 

Ik 


erluar sesuai Keppres 
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3. Sebanyak 11 kabupaten rawan pangan (dari 54 Kabupaten 


tertinggal prioritas 1-2 dari Dewan Ketahanan Pangan): 
4. Sebanyak 48 kabupaten rawan bencana (dari 95 kabupaten 
tertinggal dalam Indeks Rawan Bencana Indonesia): dan 
5. Sebanyak 29 kabupaten pasca konflik (dari 41 kabupaten 
tertinggal pasca konflik berdasar SNPK dari Menko PMK). 


FB 


Dengan demikian, dalam mendukung upaya Pemerintah 


mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya pada 50 


abupaten Daerah Tertentu di daerah tertinggal, Direktorat 


Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Kementerian 
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 


sejak tahun 2016 telah melakukan identifikasi potensi 
unggulan daerah pada 3 (tiga) dari 5 (lima) kabupaten prioritas 
terintegrasi nasional 2017 - 2019 yang ditetapkan Bappenas, 
yaitu (1) Kabupaten Pulau Morotai (Provinsi Maluku Utara), (2) 
Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Provinsi Maluku) dan (3) 
Kabupaten Sabu Raijua (Provinsi NTT) untuk pengembangan 


aguaculture estate, yang dalam selanjutnya dikembangkan 


sebagai format pengembangan program unggulan kawasan 
perdesaan (Prukades) pada kawasan Daerah Tertentu. 


Prukades derah tertentu berupaya mengembangkan potensi 
sumber daya pada kawasan Daerah Perbatasan, Daerah 
Pulau Kecil dan Terluar, serta Daerah Rawan Pangan. Dari 
hasil identifikasi tersebut, pada tahun 2017 dimulai dengan 
pengembangan potensi budidaya rumput laut di 2 (dua) 
Kabupaten, yaitu di Pulau Morotai dan Maluku Tenggara 


Barat, dan tambahan pada Kepulauan Aru. Prukades melalui 
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SULAWESI : 
Denggela 
Piston MALUKU : 
an uru 
KALIMANTAN : Parigi Maung Maluku Tengah 
Sambas Naa Seram Bagian Barat PAPUA : 
Bengkayang B3 Ft Buru Selatan Merauke 
Landak Pang9ai aa Ulun Halmahera Barat Nabire: 
Ketapang Mai aa Kepulauan Sula Kepulauan Yapen 
Sintang J 3 Halmahera Selatan BEK Nninstar 
Kapuas Hulu Maka 2 halmahera Timur arm 
Melawi ba Pulau Morotai Keerem 
Kayong: tara Onawe K Sorong Selatan 
Seruyan Konawe Kepulauan g 
& Nunukan Boalemo s 
S 'ohuwato 
Mahakam Ulu Gorontalo Utara 
Polewali Mandar 
Mamuju Tengah Tp 
1 
S i 
—— - 


SUMATERA: 
Aceh Singkil 
Nias 
Nias Utara . 4 
Nias Barat Pa PA Ba 
Solok Selatan A Pan NIJ1 0 51 
Pasaman Barat TO Gg £ AG 2 Kupang 
Musi Rawas JAWA : 
Musi Rawas Utara Bondowoso Ne: ban Pd Pemer tongph Utara 
eluma : 1 
Lampung Barat Pan har Lombok Barat Lg Belu 
Pesisir Barat Sampan Lombok Tengah wu e 
Pandeglang Lombok Timur Mb Dada 
Lebak Sumbawa 3 a98 20 
Bempu Palu 
ima 
Sumbawa-Barat Malaka 


Manggarai barat 


pengembangan potensi sumber daya tersebut dilakukan 
secara berkelanjutan sampai tahun 2019 pada beberapa lokasi 
prioritas dari 50 kabupaten sesuai karakteristik kebutuhan 
pengembangan potensi sumber daya yang ada pada masing- 
masing daerah lokasi prioritas. 

Potensi pada daerah tertentu sangat banyak karena 
setiap daerah mempunyai potensi unggulan sesuai dengan 
karakteristik daerah. Untuk pulau-pulau kecil dan terluar, 
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Direktorat Jenderal Pengemba 


mengembangkan aguaculture 
ikan kerapu, ikan hias, dll, ma 
tangkap). Tidak hanya sebatas 


diolah menjadi produk derivat 


dan lain-lain. Potensi air laut di 
timur sangat bagus, dengan 


ngan Daerah Tertentu berupaya 
budidaya), seperti rumput laut, 


Upun marine culture (perikanan 


menghasilkan ikan, tetapi dapat 
f seperti ikan asap, sambal roa, 


ndonesia, khususnya di wilayah 
emarau/panas yang panjang (8 


bulan/tahun) juga menjadi potensi untuk pengembangan usaha 


garam rakyat, melalui ekstensifikasi tambak garam rakyat, 


sebagai upaya pemenuhan kebutuhan garam nasional, dimana 
sampai saat ini Indonesia masih melakukan impor garam, 


hususnya untuk garam industri. 


Selain potensi budidaya kelautan, 


Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu juga 


pengembangan 


mengembangkan potensi pariwisata, khususnya pariwisata 


epulauan di pulau -pulau kecil dan terluar dengan piloting 
Kabupaten Toli-Toli pada tahun 2017 untuk pembangunan 
desa wisata di Pulau Lingayan yang merupakan salah satu 
pulau kecil terluar Indonesia. Tidak hanya di tahun 2017, 
pengembangan desa wisata di Kabupaten Toli-Toli dilanjutkan 
di tahun 2018, dan pembangunan desa-desa wisata berbasis 
kepulauan di Kabupaten lainnya, yaitu Kabupaten Tojo Una- 
Una, Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Alor. Dengan 
diba 
akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat 
desa yang berada di sekitar lokasi desa wisata serta membuka 


ngunnya desa-desa wisata berbasis kepulauan tersebut 


lapangan pekerjaan baru. 
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Dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan, Direktorat 
Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu membangu 
embung-embung pertanian khususnya di daerah yan 


Aa 
8 
memilikit tingkat kerawanan pangan tinggi yang diharapkan 
dapat meningkatkan produktivitas pertanian sehingga 

n 


kesejahteraan masyarakat petani meningkat dan menjadika 


daerah tersebut dari rawan pangan menjadi tangguh pangan. 
Pemanfaatan pangan juga dilakukan dengan pengembangan 
diversifikasi produk pangan untuk peningkatan nilai tambah 


melalui pemberian sarana prasarana pasca panen di daerah 


rawan pangan, perbatasan dan pulau kecil dan terluar. 

Sementara, pada wilayah perbatasan darat memiliki 
potensi yang besar dalam pengembangan agriculture 
(pertanian, perkebunan dan peternakan). Hasil perkebunan 
seperti jagung, bawang merah, kemiri, kopra dan rempah- 
rempah pada daerah-daerah di Wilayah Timur memiliki 
kualitas yang baik. Pengembangan peternakan terutama sapi 
pada daerah perbatasan juga merupakan potensi yang dapat 
dikembangkan dalam upaya pemenuhan kebutuhan daging 
sapi nasional yang sampai saat ini masih impor. 


Disamping itu, oleh karena keterisolasian merupaka 


n 
permasalahan umum yang ada di daerah tertentu, maka 
sebagai upaya menbantu mengatasi permasalahan 

n 


onektivitas dan destinasi, maka Direktorat Pengembanga 


Daerah Tertentu memberikan sarana prasana transportas 
laut berupa kapal penumpang dan kapal barang untuk daerah 


pulau kecil dan terluar dan pembangunan serta peningkatan 
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jalan di daerah perbatasan guna peningkatan konektivita 


dan aksesibil 


itas barang dan orang dalam peningkata 


perekonomian masyarakat di daerah perbatasan dan pula 


kecil dan terl 


uar. Dan yang tidak kalah pentingnya dalam 


mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di daera 


perbatasan dan pulau kecil dan terluar, Direktorat Jenderal 


Pengembangan Daerah Tertentu juga memberikan bantua 


sarana prasar 
air bersih. 
Pada dae 


ana dasar dalam pemenuhan elektrifikasi da 


S 
n 
Uu 


h 


n 
n 


rah-daerah yang memiliki tingkat kerawana 


bencana tinggi, pencegahan terhadap dampak yan 


di 


n 
g 


timbulkan akibat bencana, seperti gempa bumi, tanah longsor 


dan banjir maka dibangun sistem peringatan dini (EWS) 


penahan tebi 


Sedangka 


integrasi sosial berbasis penanganan daerah pasca konflik, 


Direktorat J 


serta peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah da 
masyarakat dalam menghadapi kebencanaan melalui pelatiha 
pengurangan risiko (mitigasi) bencana. 


n dalam upaya meningkatkan kohesivitas da 


enderal Pengembangan Daerah Tertent 


Fa 


estival itu, 


esadaran ber 


memfasilitasi penyelenggaraan Festival Budaya Prana 
yang dilaksanakan sejak tahun 2017. Selain penyelenggaraa 


Direktorat Jenderal Pengembangan Daera 


Tertentu juga berupaya melakukan upaya pengembanga 


sama untuk mewujudkan perdamaian di wilaya 


daerah pasca konflik serta dengan mendorong pengembanga 
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terhadap bencana, pembangunan bronjong/talud sebagai 
ng terhadap longsor maupun abrasi pantai, 


N 
N 


n 


Uu 
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n 
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sosial ekonomi masyarakat korban konflik dalam rangka 
normalisasi roda perekonomian daerah. 


Dengan memperhatikan realitas bahwa percepatan 
pembangunan untuk daerah-daerah dengan karakteristik 


En 


tertentu masih belum optimal, maka Direktorat Jenderal 


Pengembangan Daerah Tertentu menyusun terobosan baru 
melalui kebijakan alternatif strategis yaitu strategi pengelolaan 
potensi sumberdaya terpadu (SIPADU) untuk mendukung 


4 


terwujudnya kesejahteraan masyarakat pada daerah tertentu. 


Terobosan ini telah di inisiasi sejak tahun 2017 melalui 
16 kabupaten prioritas terintegrasi Direktorat Jenderal 


Pengembangan Daerah Tertentu tahun 2018 -2019 yang 
ditetapkan berdasarkan (1) lokasi prioritas tahun 2018 versi 
Ditjen PDT berdasarkan surat Direktur Perencanaan tentang 


penyampaian 80 lokasi prioritas 2018: (2) lokasi prioritas 
2018 versi Bappenas yang disampaikan pada saat pertemuan 
Bilateral: (3) overlay lokasi prioritas 2018 versi Bappenas 


dan versi Ditjen PDT: (4) Intervensi 5 Kabupaten terintegrasi 


tahun 2017: (5) Keterwakilan/irisan dari masing-masing UKE 
2 Ditjen PDTu. 
Selain dalam mengupayakan percepatan pengentasan 


etertinggalan dari ke enam belas kabupaten lokasi prioritas 
terintegrasi tersebut, juga akan disusun rencana aksi 
untuk mengentaskan desa-desa tertinggal dan sekaligus 
mengupayakan desa mandiri dan maju pada ke enam belas 


abupaten tersebut pada akhir tahun 2019, dengan mengacu 


pada Index Desa Membangun (IDM) yang telah diterbitkan 
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Kemendesa P 
telah ditetapkan oleh Kementerian PPN/BAPPENAS. 


Kabupaten diantaranya akan menjadi piloting pengembanga 


Sistem Pengelolaan Potensi Sumbedaya Terpadu (S 


bs 


Sistem Pengelolaan 
SIPADU) sendiri merupakan tools (alat) mengembanga 


3) Kabupaten Lombok Timur untuk pengem 
PIJAR (Agriculture dan Aguaculture), dan (4) Kabupate 
aluku Tenggara Barat untuk program Aguaculture untu 
pembangunan tambak garam. 


3 

PADU) 
Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu yang 
mewakili karakteristik wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, dan 


aluku dengan program unggulan pada masing-masing daerah: 
Kabupaten Aceh Singkil untuk program pengembanga 
pariwisata kepulauan, (2) Kabupaten Manggarai untu 
pengembangan program SIMANTRI (Agriculture/Holtikultura 


Potensi Sumberdaya  Terpad 


potensi unggulan daerah khususnya di perbatasan dan pulau 


—pulau kecil dan terluar dengan penekanan pada penerapa 


strategi sinkronisasi, sinergitas, integrasi dan harmonisasi 
kebijakan pengelolaan potensi sumberdaya daerah tertentu 


dan pengu 


atan koordinasi internal dan eksternal termasu 


DTT, dan Index Pembangunan Desa (IPD) yang 


Dari 16 Kabupaten prioritas terintegrasi tersebut, 4 


n 


L 


bangan program 


n 


Uu 
N 


n 


Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta Desa, baik secara 


administra 


sumberdaya daerah tertentu. SIPA 


DU mengacu pada 6 pila 


tif, teknis dan substantif dalam pengelolaan potensi 


r, 


yaitu penentuan jenis potensi sumberdaya yang akan menjadi 


garapan S 


PA 


DU, identifikasi permasalahan sosial, ekonomi 
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n identifikasi kebutuhan program dan kegiatan, penerapan 
ndekatan intervensi pembangunan melalui pendekatan 
munitas dan kawasan, pemberian fasilitasi dan bantuan 
merintah, dukungan ketersediaan anggaran (APBN, APBD, 


swasta, APBDesa, Swadaya), dan penguatan manajemen 


pe 


ngelolaan program dan kegiatan SIPADU. 
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PERAN BALAI LATIHAN MASYARAKAT 
Meningkatkan Keterampilan 
Masyarakat dalam Berwirausaha 


adan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan 

» Pelatihan,dan Informasi (Balilatfo) mempunyai tugas tugas 

melaksanakan penelitian dan pengembangan, pendidikan 

dan pelatihan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang 
desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. 

Adapun fungsi lembaga ini adalah melaksanaka 

penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggara 


penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, sert 


daerah tertinggal dan transmigrasi, Pelaksanaan penelitia 


n 
n 
a 
pengelolaan data dan informasi di bidang desa, pembangunan 
n 
dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta 

n 


pengelolaan data dan informasi di bidang desa, pembanguna 
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HVSSVAVW W18 0G 0103 


Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Eko P Sandjojo foto bersama peserta Pelatihan 
Hidroponik Bagi Difabel di Balai Besar Latihan Masyarakat (BBLM) Yogyakarta. 


daerah tertinggal, dan transmigrasi: Pemantauan, evaluasi, 
dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, 
pendidikan dan pelatihan, serta pengelolaan data dan 
informasi di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan 
transmigrasi: Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan 
Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi: dan 
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. 

Di seluruh Indonesia Balilatfo memiliki Sembilan (9) 
Balai untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Kesembilan 


balai tersebut adalah: Balai Besar Pengembangan Latihan 
Masyarakat (BBPLM) Jakarta: Balai Besar Latihan Masyarakat 
Yogyakarta: Balai Latihan Masyarakat (BLM) Denpasar: 
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Balai Latihan Masyarakat (BLM) Pekanbaru: Balai Latihan 
asyarakat (BLM) Makassar: Balai Latihan Masyarakat 
Banjarmasin: Balai Pengkajian dan Penerapan Teknik Produksi 
BPPTP) Bengkulu: Balai Latihan Masyarakat (BLM) Ambon: 
dan Balai Latihan Masyarakat (BLM) Papua. 

BBPLM Jakarta sudah ada sejak tahun 1979 dengan 
nama Pusat Pendidikan Latihan dan Pendidikan Transmigrasi 


(PLPT) dibawah Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 


Kemudian tahun 1984 Departemen Tenaga Kerjadan 


Transmigrasi berpisah, dan Departemen Transmigrasi menjadi 
Departemen Transmigrasi dan Permukiman Perambah 


Hutan, nama PLPT menjadi Pusat Latihan Transmigrasi 
PUSLATRANS). 

Tahun 1997 nama PUSLATRANS berubah menjadi Pusat 
Bina Pelatihan Transmigrasi (PUSBINLATRANS). Tahun 2000 
Departemen Transmigrasi dan PPH berubah nama menjadi 
Badan Administrasi Kependudukan dan Mobilitas Penduduk 
BAKMP), Unit kerja Puslatrans sempat hilang dan baru 


muncul kembali setelah bergabungnya Departemen Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi. Melalui Surat Keputusan Menteri 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. KEP. 137/MEN/2011 
Pusat Pembinaan Pelatihan Transmigrasi berada di bawah 
Direktorat Jenderal Pembinaan, Pelatihan dan Produktivitas, 
dan berubah lagi pada tahun 2004 menjadi Pusat Pelatihan 
Masyarakat. 

Tahun 2006 nama Puslatmas berubah menjadi Balai Besar 
Pengembangan Latihan Ketransmigrasian (BBPLK) melalui 
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Calon transmigran mengikuti pelatihan pembuatan pupuk organik di Balai Latihan Masyarakat 
(BLM) Makassar, Sulawesi Selatan. 


Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 
PER. 06/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 
Pelaksanan Teknis di Lingkungan Kemenakertrans 

Tahun 2015 Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
berpisah dan Bidang Transmigrasi bergabung dengan 
Kementrian Desa, PDT dan Transmigrasi, menjadi Balai Besar 
Pengembangan Latihan Masyarakat berubah berdasarkan 
Permendes, PDT dan Transmigrasi RI Nomor 09/2015 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis menjadi Balai 
Besar Pengembangan Latihan Masyarakat dibawah Badan 
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aa PAP : k 
Pa parah 1 (Ba : 
Pelatihan hidroponik di Balai Latihan Masyarakat (BLM) Denpasar, Bali. Selain hidroponik, 


BLM Denpasar juga memfasilitasi pelatihan keterampilan menjahit dan pelatihan kesehatan 
lingkungan untuk masyarakat adat. 


5 


Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan da 
nformasi. 

Adapununtukdaerahterdapatbalai-balailainyangcakupan 
erjanya meliputi wilayah terdekat. Di balai-balai latihan 
masyarakat inilah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) melaksanakan 
pelatihan tentang keterampilan untuk mengasah keterampilan 
masyarakat desa dalam upaya mendongkrak ekonomi desa. 
Selain itu balai-balai yang ada juga digunakan untuk pelatihan 
para calon transmigran keterampilan atau keahlian sebelum 
mereka terjun ke lokasi transmigrasi. 
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Dalam hal pelatihan keterampilan contohnya, Kemandes 


PDTT melalui BBLM Yogyakarta telah 


Wonosari bertanam hidroponik. Pelatihan Hidroponik itu 


dilaksanakan bagi 30 warga masyarakat di 
Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung 
tersebut dilaksankan dari tanggal 24 - 28 Ag 


Kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian 


Kemendes PDTT kepada msayarakat. Ba 


Desa Wonosari ini adalah karena adanya a 


egiatan untuk kemajuan desanya. 
Materi yang diberikan dalam kegiatan 


hidroponik dari yang sederhana sampai 


hama terpadu, dan Packaging. 


teori dan praktik. Teori yang diberikan adalah Pengan 


melatih Warga 


Desa Wonosari, 
Kidul. Pelatihan 
ustus 2018. 


lai-balai ini siap 


memberikan pelatihan untuk warga yang membutuhkan. 
Pelatihan hidroponik yang dilakukan di Dusun Gadungsari, 


ntusiasme warga 


yang dikomandani oleh Ibu-Ibu PKK yang menginginkan 


tersebut berupa 


4 


tar/ 


pengenalan hidroponik: Manfaat budidaya secara hidroponik: 
Pengenalan alat dan bahan hidroponik: Macam-macam sistem 


bentuk instalasi: 


eracik dan mencampur nutrisi hidroponik: Pengendalian 


Sedangkan materi praktik antara lain penyemaian, meracik 


dan mencampur nutrisi, pembuatan sistem 


hidroponik wick 


system, pembuatan instalasi penyemaian, pembuatan instalasi 


peremajaan, dan packaging. 


Selain pelatihan untuk warga masyarakat dan pembekalan 
bagi para calon transmigran. BBLM Yogyakarta telah 


mengawali satu pelatihan yang ditujukan untuk penyandang 
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Uji coba pemanfaatan rawa dengan diversifikasi tanaman padi, perikanan, dan bebek di Balai 
Pengkajian dan Penerapan Teknik Produksi (BPPTP) Bengkulu. 


disabilitas. Pelatihan ini adalah sebagai bentuk komitmen 
Kemendes PDTT untuk terus mendorong pemberdayaan bagi 
seluruh masyarakat pedesaan di berbagai wilayah Indonesia, 
tak terkecuali warga penyandang disabilitas. 

Pelatihan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas 
hidup penyandang disabilitas yang selama ini diketahui sulit 
mendapatkan pekerjaaan di bidang formal, karena kalah 
bersaing dengan pencari kerja pada umumnya. 

Salah satu upaya Kemendes PDTT tersebut, dilakukan 
dengan menggelar percontohan pelatihan budidaya sayuran 
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hidroponik bagi para penyandang disabilitas di berbagai 
wilayah.  BBLM Yogyakarta mengawali kegiatan tersbut 
dengan memberikan pelatihan hidroponik kepada kaum 
disabilitas. Kegiatan ini akan direplikasi di balai-balai lain di 
seluruh Indonesia. 

Penyandang disabilitas harus diberi kesempatan untuk 
bisa hidup mandiri. Dengan diberi kesempatan, Kemendes 
yakin, penyandang disabilitas akan mampu sukses sebagaimana 
warga lainnya. Pelatihan budidaya sayuran hidroponik dipilih 
karena tergolong mudah dan mampu memberikan pendapatan 
cukup besar bagi setiap pelakunya. Satu unit (tanaman 
hidroponik) bisa menghasilkan keuntungan sekitar Rp500 
ribu. Pelatihan ini nantinya akan menggandeng pihak swasta 
seperti dunia perbankan. 
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Sebagai wujud tanggung jawab dan 
transparansi, perangkat desa memasang 
informasi mengenai rincian jumlah anggaran 
belanja desa beserta berbagai penggunaannya 
di halaman Balai Desa Banyuroto, Sawangan, 
Magelang, Jawa Tengah. 
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PENUTUP 
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dapat dikatakan telah menuai hasil yang memuaskan. 
Desa-desa di seluruh wilayah Indonesia, kini menikmati 
dana yang langsung digulirkan dan berlomba-lomba untuk 
menghasilkan sesuatu dari dana desa yang telah memasuki 
tahun keempat ini. 
Dalam empat tahun terakhir sejak 2015, dana desa 
dikucurkan ke desa sebanyak Rp 187 triliun. Melihat gairah dan 
keberhasilan tersebut tak kurang Presiden Republik Indonesia 
Joko Widodo (Jokowi) pun berpesan, agar penggunaan dana 
desa tepat sasaran. 

Presiden pun mengatakan target dana desa adalah 
pemerataan. Aparatur desa harus fokus dalam pembangunan 


S ema dana desa yang dijalankan pemerintah Indonesia, 
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dari dana desa. Hal tersebut dikatakan saat Presiden Jokowi 
memberikan arahan pada acara Peningkatan Kapasitas 


Aparatur Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan 


Desa Lingkup Regional Balai Pemerintahan Desa di Gedung 
Graha Pradipta Jogja Expo Center (JEC) Yogyakarta, Rabu, 25 
Juli 2018. 

Bahkan presiden secara khusus berpesan, untuk dapat 
memenuhi target pemerataan tersebut yang menurutnya 
akan membuat hilangnya ketimpangan antara desa dan kota, 
penggunaan dana desa tidak boleh diecer-ecer. Tapi satu 


En 


tahun harus fokus pada satu pembangunan, misal untuk 


pembangunan jalan desa. Sehingga hasil akan terlihat dan tepat 
sasaran, sesuai dengan kebutuhan desa. Ia mencontohkan 
pemanfaatan dana desa harus tahu apa yang diperlukan di desa 


tersebut. Infrastruktur dalam bentuk jalan kampung, jalan desa, 


jalan produksi akses pertanian, perbaikan irigasi, atau untuk 
lahan lebih produktif. 

Demikian pula dalam membelanjakan kebutuhan material 
dengan dana desa, Presiden Jokowi juga mewanti-wanti agar 


pembelian barang-barang materialnya di desa itu, maksimal 


lingkup kecamatan. Dimaksudkan agar perputaran uangnya 
ada di situ juga. Dana desa yang dikucurkan pemerintah kepada 
desa haruslah berputar di desa juga. Paling jauh ke kecamatan 
atau kabupaten. Jangan sampai dana desa kembali ke pusat. 
Sebagai kementerian yang mendapatkan amanah untuk 


Ft 


terian Desa, 


mengawal proses pelaksanaan dana desa, Kemen 


Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes 
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PDTT) terus berusaha memacu warga desa untuk menjadi 
warga yang aktif dalam proses membangun desa. Penggunaan 
dana desa juga harus transparan, masyarakat., warga dapat 
dengan mudah mengecek laporan penggunaan dana desa yang 
wajib ditampilkan melalui baliho di sudut-sudut desa. 


Dengan demikian empat tahun pelaksanaan Undang- 


Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa dan implementasi 


nawacita ketiga, yakni membangun Indonesia dari pinggiran 
dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka 
negara kesatuan, nyata dapat dilihat di desa-desa. Program 
pemerintah yang menjadikan desa sebagai titik sentral 


pembangunan adalah sebuah program nyata yang bukan lagi 


berada di tingkat wacana. Roda perekonomian tumbuh di 
perdesaan, di kawasan-kawasan yang jauh dari perkotaan, di 


pelosok-pelosok pulau terluar. 
Dana desa yang dikucurkan pemerintah tidak lain adalah 
sebuah upaya besar untuk menciptakan suasana kondusif 


bagi pembangunan di perdesaan. Sebab, di masa lalu, skenario 


yang dibangun untuk pembangunan perdesaan dinilai kurang 
berhasil, meskipun pemerintah, baik itu Orde Lama atau Orde 


Baru, sudah menyusun aneka strategi. 

Dana desa yang merupakan program satu-satunya 
yang dilaksanakan di dunia, yang awalnya dikatakan sebagai 
sebuah sebuah ekperimen, ternyata berhasil dilaksanakan. 
Ketika pemerintah meyakini bahwa desa mau dan mampu 
membangun, mata dunia pun terpesona memuji keberhasilan 
dana desa. Tak kurang peraih Nobel di bidang Ekonomi Josept 
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Stiglits, mengapresiasi model pembangunan wilayah perdesaan 
di Indonesia dengan dana desa sebagai stimulus pembangunan. 

Menurutnya, model pembangunan seperti dengan 
menggunakan dana desa ini dimulai berdasar pada kebutuhan 
yang berbeda pada setiap daerah. Dan pembangunan tersebut 


menghasilkan pola pembangunan wilayah yang menakjubkan. 
Pujian dari mantan Penasihat Presiden Clinton itu dilontarkan 
dalam Forum Tri Hita Karana (THK) Sustainable Development, 


yang diselenggarakan Nusa Dua, Bali. Pujian lain datang dari 


Presiden The International Fund for Agricultural Development 
IFAD) Gilbert Houngbo. 
enurut Houngbo program dana desa adalah sebuah 


H5 


transformasi untuk wilayah perdesaan, di mana dengan model 
ini semua pihak mandapatkan manfaat, sejalan dengan program- 


program IFAD untuk membangun wilayah perdesaan melalui 
bidang pertanian. Houngbo mengaku terkesan dengan program 


dana desa, di mana pembangunan dilakukan terintegrasi antara 
sektor pembangunan sosial dan ekonomi. Bahkan Houngbo 


terus akan melakukan komunikasi dengan Kemendes PDTT 
untuk membuat presentasi yang akan direkomendasikan agar 
pola ini dilaksanakan untuk negara-negara berkembang di 
seluruh dunia. 

Tentu ini menjadi sebuah prestasi yang membanggakan. 
Dana desa yang dikucurkan sejak tahun 2015 ternyata 


mampu menjadi sebuah stimulus pendorong pembangunan di 
wilayah perdesaan. Terlebih dengan jurus yang didorong oleh 
Kemndes PDTT salah satunya dengan pengembangan Produk 
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unggulan kawasan perdesaan (Prukades). Prukades sendiri 
merupakan program gabungan antara pemerintah, perbankan, 
dan dunia usaha sehingga mampu mendorong pertumbuhan di 
wilayah perdesaan. Dan terbukti prukades mampu mengatasi 
kemiskinan di perdesaan. 

Produk unggulan yang dimaksud adalah satu atau lebih 
desa memiliki produk unggulan yang tidak hanya bisa menjadi 
andalan masyarakat, tetapi juga mempunyai skala ekonomi yang 
besar. Skala ekonomi merupakan elemen yang teramat penting 
sehingga kementerian ini tidak pernah bosan menekankan 
perlunya diciptakan skala ekonomi yang luas di perdesaan. 


Di negara-negara maju, masing-masing desa memiliki 
produk unggulan yang berbeda satu sama lainnya. Misalnya, 
jagung dihasilkan di kawasan A sedangkan gandum dihasilkan 


di kawasan B. Namun, yang menjadi kekuatan mereka adalah 
produk tersebut memiliki skala yang besar, sehingga meskipun 
hanya satu produk, besarnya skala itu bisa mendatangkan 
manfaat yang sangat luas. 

Pendapatan tentunya bisa lebih besar karena mereka 
mampu mengontrol proses pengelolaan mulai dari proses 


produksi hingga distribusi. Di sini, peran masyarakat tani jauh 


lebih dominan ketimbang penguasa pasar karena mereka 
memiliki produk dengan skala yang besar. Nasib petani yang 


selama ini ditentukan oleh para tengkulak tentu bisa dihindari 
dengan skenario ini. 
Di sinilah program Prukades yang dicanangkan Kemendesa 


PDTT terasa sekali dibutuhkan. Melalui program ini desa-desa 
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diharapkan menghasilkan produk dengan dengan skala yang 
lebih luas dari pada yang ada sekarang. 

Kemandirian pangan juga merupakan salah satu agenda 
yang hendak dicapai dari peningkatan skala ekonomi desa. 
Sebab, meskipun produksi pertanian di Indonesia terus 
meningkat, namun jumlahnya tidak pernah mencukupi 
kebutuhan domestik yang juga meningkat. Kebutuhan hidup 
masyarakat selalu ada setiap saat, sedangkan produksi 
pertanian bersifat musiman dan terpengaruh sekali oleh cuaca. 


Itulah sebabnya kemandirian pangan perlu diwujudukan. 
Prukades tidaklah berdiri sendiri, dalam program tersebut 
ada pembangunan embung yang akan membantu di saat 
masalah kekurangan air. Prukades yang sebagian besar adalah 
produk pertanian, sangat ergantung dengan air. Demikian 
dengan sarana pascapanen. Kemendes PDTT membangkitkan 


Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang akan menangani 
proses penjualan dan menghubungkan dengan pasar. 


Untuk kelancaran akses ke pasar, infrastruktur berupajalan 


tani masif dilaksanakan. Dengan skema padat karya tunai (PKT), 
egiatan ini pun menjadikan warga desa dapat menikmati dana 


desa dengan mengikuti pekerjaan yang dilaksanakan dengan 
skema PKT. 

Konsep desa membangun negeri sudah pasti melibatkan 
semua desa yang ada di Indonesia, termasuk juga desa-desa 


yang berada di kawasan transmigrasi. Di kawasan tersebut juga 
telah dikembangkan pola pembangunan wilayah di kawasan 
transmigrasi yang disebut dengan Kota Terpadu Mandiri 
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KTM). Program ini merupakan terobosan yang menggunakan 
instrumen transmigrasi dengan mengembangkan produk- 
produk unggulan. 

Di wilayah itu, produksi padi sudah dikembangkan bukan 
hanya menanam, tetapi juga proses produksi pascapanen 
yang dilakukan secara mandiri. Misalnya, ketersediaan pusat 
penggilingan beras (rice milling plant) yang berkapasitas besar 
sehingga menghasilkan pendapatan yang besar pula bagi 
masyarakat. 


KT Mjuga memiliki misi untuk mewujudkan akselarasi pusat 


pertumbuhan ekonomi baru seperti akselarasi pengembangan 
agrobisnis dan agroindustri, fasilitas pengembangan sosial 
budaya, hingga sarana prasarana intra dan antarkawasan. 
Diharapkan, sentra-sentra agrobisnis dan agroindustri dapat 
menarik investasi swasta dan menumbuhkembangkan pelopor- 
pelopor wirausaha baru sekaligus membuka kesempatan kerja 
dan peluang usaha. 

Melalui KTM, akan disatukan rencana pengembangan 
pemenuhan kawasan transmigrasi yang akan dibangun dan 
dikembangkan memenuhi fungsi-fungsi perkotaan. Di antaranya 


pusat kegiatan ekonomi wilayah, pusat kegiatan industri 


pengolahan hasil, pusat pelayanan jasa dan perdagangan, pusat 


pelayanan kesehatan, pusat pendidikan dan pelatihan, sarana 


pemerintah, serta fasilitas umum dan sosial. 

Melihat program pembangunan perdesaan yang sudah 
berjalan pada jalurnya, tidak berlebihan agaknya bila tumbuh 
optimisme bahwa desa akan benar-benar menjadi penggerak 
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pembangunan nasional. Amanat UU No. & Tahun 2014 untuk 
mendorong pembangunan desa mandiri dan berkelanjutan juga 
bukan mustahil segera terwujud. 

Kini, harapan negeri ini sudah beralih ke desa-desa, ke 
pelosok-pelosok negeri yang jauh di ujung pulau sana. Desa 
bukan lagi perpanjangan tangan kota, bukan sekadar obyek 
untuk memenuhi kebutuhan perkotaan. Desa sudah tampil 
dengan jati dirinya sebagai salah satu bagian integral dari 
negara yang diatur secara spesifik mengingat keunikan unit 


sosio-kulturalnya. 

Kemandirian desa juga diharapkan bisa mewujudkan 
paradigma baru dalam pembangunan nasional, sebagaimana 
yang tengah diupayakan pemerintah saat ini. Yakni, bukan lagi 
sekadar membangun desa, melainkan desa membangun. "" 
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Haryono Suyono 
e Advisor Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi 
« Ketua Umum Persatuan Wredatama Indonesia 
» Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat 
dan Pengentasan Kemiskinan Indonesia Kabinet Reformasi 
Pembangunan 
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KATA MEREKA 


Te 


Membangun Desa 
dan Masyarakatnya dengan 
Kasih Sayang 


ada suatu sore saya mendapat telepon dari seseorang 
Dera menyebut dirinya “Saya Eko" karena saya tidak ingat 

memiliki teman bernama Eko, kecuali teman SMA yang 
sudah lama meninggal dunia, saya segera bertanya “Eko siapa?” 
Jawabannya tegas “Eko Menteri Desa dan Pembangunan 
Daerah Tertinggal” “Mohon maaf Bapak Menteri, apa yang 
dapat saya bantu?” 

Begitulah perkenalan kami pertama dengan Menteri Eko 
Putra Sandjojo melalui hubungan telepon yang berlanjut akrab 
karena beliau meminta saya membantunya di Kementerian 


yang dipimpinnya. 
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Percakapan singkat itu diulangi lagi keesokan harinya 


karena beliau mengundang untuk rapat pada jam 19.00 


WIB 


bersama rekan-rekan lain dari Kementerian Desa, 


Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes 


Mem 


PDTT). Dalam pertemuan pertama di ruang rapat, Menteri 


inta Sekretaris Menteri mengambil dokumen yang 


langsung diserahkan kepada saya. Penyerahan dokumen itu 


& 


disertai pengantar bahwa saya diangkat menjadi Ketua Tim 


Paka 
lainn 


r Menteri Desa PDTT bersama para anggota profesional 
ya. Jadilah saya makin akrab dengan Menteri yang 


kemudian makin saya kagum karena mirip atau bahkan lebih 


dinamis dibanding sikap, penampilan, dan tingkah lakunya, 


menggebrak program pembangunan dibanding saya muda. 


Dengan terlebih dulu memanjatkan puji syukur kehadirat 


Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, ajakan beliau membantu 


membangun desa dan masyarakatnya saya sambut dengan 
hormat dan tangan terbuka. Sejak Rapat pertama malam 


itu, 

saya 
kepa 
diam 
mem 


alau beliau ingin masukan dari saya, dengan rasa tulus 
sumbangkan segala pengetahuan dan pengalaman saya 
da beliau. Saya melihat langkah dan kebijaksanaan yang 
bilnya dalam melaksanakan tekad Presiden Jokowi 
bangun dari desa dan daerah pinggiran sungguh sangat 


tepat. Langkah-langkah yang diambil Kementerian Desa PDTT 


yang 
diam 


dipimpinnya sangat mirip dengan langkah-langkah yang 
bil pada zaman Pak Harto, utamanya pada tahun 1990- 


an tatkala pembangunan ekonomi lima tahunan tidak lagi 


Mem 


berikan dorongan pada upaya pengentasan kemiskinan. 
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Upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi hanya 
dinikmati oleh segelintir pengusaha besar, upaya pemerataan 
pembangunan dengan pesan khusus delapan jalur pemerataan 
tidak mendapat tanggapan serius, akibatnya tingkat kemiskinan 


tidak otomatis turun biarpun angka pertumbuhan ekonomi 
naik dengan baik dan banyak keluarga kaya makin kaya tetapi 


eluarga miskin tetap miskin atau bahkan menjadi merasa lebih 
miskin akibat banyak orang kaya tidak tahan mempertunjukkan 
ekayaannya di tengah keluarga miskin di desa atau di kota. 


Presiden Jokowi membuat gebrakan, tanpa melihat apaka 
perangkat desa siap atau tidak, pada permulaan masa jabata 


sebagai Presiden RI menyatakan dan membuktikan pengucura 


h 
4 
n 

dana desa sebesar Rp20,/6 trilliun langsung ke desa. Tahun 

berikutnya dana yang dikucurkan berlipat menjadi Rp46,98 
triliun, tahun 2016 Rp60 trilliun dan tahun 2017 Rp60 
trilliun. Dua tiga tahun pertama dana desa itu diprioritaskan 
untuk penyempurnaan infrastruktur desa. Program itu sama 


dengan kebijakan Pak Harto yang mengucurkan dana Inpres 
Desa Tertinggal (IDT) pada 20.000 desa tertinggal dengan 
mengutamakan perbaikan infrastruktur di desa, hanya jumlah 
danawaktu itu lebih sedikit. Pada 40.000 desa lainnya dilakukan 
pemberdayaan dan pembangunan keluarga sejahtera yang 
diserahkan kepada BKKBN, jaringan konglomerat swasta dan 
eluarga mampu lainnya. 


Hasilnya sangat menakjubkan karena tingkat kemiskinan 
turun dari sekitar /0 persen di tahun 1970-an menjadi 


sekitar 11 persen pada tahun 199 /, sehingga Bapak Presiden 
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mendapatkan penghargaan PBB untuk pengentasan 
kemiskinan pada tahun 1997. 

Untungnya pengembangan infrastruktur pada masa 
Presiden Jokowi selama tiga tahun pertama berdemensi 
luas, termasuk pembangunan Posyandu sebanyak 18.4// 
unit, pembangunan MCK sebanyak 1/8.034 unit, air bersih 
sebanyak 225.599 unit, pembangunan PAUD sebanyak 
48.694 unit, pembangunan pasar sebanyak /.421 unit dan 


pembangunan drainage sebanyak 39.920.120 meter sehingga 
pada tahun 2018 kegiatan pembangunan tidak saja dalam 
bidang ekonomi tetapi harus dikerahkan untuk memanfaatkan 
sarana yang sudah dibangun yaitu meningkatkan mutu sumber 


daya manusia yang menempati prioritas yang makin tinggi. 
Dengan modal itu, pada tahun ini saya melihat langkah- 


langkahyangdiambiloleh Menteri Ekosungguhsangatstrategis. 


Dengan keberanian luar biasa, di antara empat prioritas utama, 
Menteri segera menggebrak pembangunan Prukades. Langkah 


pertama yang mendapat dukungan moril dan teknis sangat 
tinggi dari Tim Pakar adalah menyelenggarakan pertemuan 
dengan para Bupati dan kalangan swasta. Pertemuan pertama 
diikuti lebih dari 140 kabupaten yang menghasilkan lebih dari 
240 MOU dengan kalangan swasta, suatu capaian yang belum 
pernah terjadi sebelumnya. Apabila ditangani dengan sungguh- 
sungguh, dalam dua tiga tahun ini tingkat pertumbuhan ekonomi 
dari dampak kerja sama itu akan mendorong pertumbuhan 
ekonomi nasional yang luar biasa karena pertumbuhan ekonomi 


korporasi yang digarap oleh Kementerian Perindustrian dan 
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Perdagangan akan ditopang dengan pertumbuhan ekonomi 
desa yang tidak kalah galaknya dengan sumbangan korporasi 
besar yang telah dikembangkan beberapa tahun tersebut. 
Langkah kedua yang sangat strategis dari Pak Eko yang 
didukung penuh oleh Sekjen Kemendes PDTT Anwar Sanusi 
dan jajaran Kemendes lainnya adalah mulai digelarnya Akademi 


Desa 4.0 yang mendapat dukungan gigih dari Tim Pakar. 
Akademi Desa 4.0 yang diselenggarakan oleh Balai Pelatihan 
Kemendes PDTT dengan melibatkan ratusan perguruan tinggi 
anggota Perguruan Tinggi untuk Desa (Pertides) seluruh 
ndonesia akan merupakan terobosan guna memenuhi tenaga 
profesional dan terampil pada tingkat desa. Upaya penyediaan 


& 


tenaga profesional ini masih perlu dilanjutkan dengan memberi 


esempatan kepada anak-anak lulusan Sekolah Kejuruan, 


Lulusan Pendidikan Bidan, lulusan Akademi Pariwisata dan 
lainnya, sehingga tenaga profesional desa segera dapat dicukupi 
guna menggali potensi desa yang melimpah. Bersamaan dengan 
itu juga perlu segera diperkenalkan tehnologi tepat guna agar 
proses maju berkembangnya desa menuju industri 4.0 dari 
zaman 3.0 tidak memakan waktu terlalu lama. 

Karena itu investasi di desa sejak tahun 2015 sampai 
tahun 2018 yang mencapai hampir 200 trilliun harus segera 
diikuti dengan upaya pemerataan yang langsung dirasakan 
rakyat banyak melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDes) yang diikuti oleh keluarga miskin dan keluarga 
tertinggal di pedesaan. Sebanyak Rp120 triliun yang akan 
ditambahkan pada tahun 2018 perlu dipertimbangkan guna 
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memperluas semangat membangun ekonomi kerakyatan yang 
dewasa ini telah mulai menghasilkan perubahan sikap dalam 
membangun di kalangan rakyat banyak. Ada banyak inovasi 
pembangunan sosial ekonomi yang dimasa lalu dianggap 
barang aneh dan tidak perlu disentuh telah mulai menjadi 


garapan masyarakat dalam bentuk usaha sosial ekonomi yang 
menguntungkan. Usaha yang tidak saja meningkatkan tingkat 
pendapatan masyarakat tetapi menguntungkan karena bersifat 
mendorong pencapaian kenaikan Indeks Pembangunan 


anusia (IPM) atau Human Development Indeks (HDI) telah 
ditangani dengan kesadaran penuh dan mendapat perhatian 


masyarakat luas. 
Garapan beberapa BUMDes yang mulai berkembang 
sungguh menarik untuk diamati karena tidak terpaku pada 


produksi barang laku jual dan menguntungkan dengan bahan 
baku dari desa, tetapi bervariasi mulai dari Bumdes untuk 
usaha pelayanan anak balita agar ibunya bisa bekerja sehingga 
kemiskinan dalam keluarga bisa digarap berdua, oleh suami 
istri, bukan hanya oleh suami yang tingkat pendidikan rendah 
saja. Kemiskinan dikeroyok oleh suami istri, sehingga kecepatan 
suatu keluarga bebas dari kemiskinan menjadi lebih tinggi. 

Usaha lain adalah pengolahan limbah kambing, sapi, kerbau 
dan juga limbah manusia, ternyata bisa menghasilkan pupu 


dan menjadi upaya BUMDes yang sangat maju. Ada suatu 
desa yang hanya karena mengolah limbah saja dalam waktu 
kurang dari satu tahun telah memiliki lebih dari 154 kendaraan 
truk untuk mengangkut limbah ke pusat pengolahan, sehingga 
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BUMDes maju pesat sekaligus membuat lingkungan bebas dari 
otoran yang otomatis meningkatkan nilai IPM. Urusan limbah 
ini sangat menarik karena telah ada ratusan desa yang membuat 
BUMDes guna mengolah sampah sehingga di banyak desa 


it 


tersebut sampah telah berubah menjadi berkah dan BUMDes 
tidak hanya mengolah bahan baku produk makanan saja, tetapi 
menolong daerahnya bebas polusi sehingga warganya bebas 
penyakit, dan usianya makin panjang. 


Banyak daerah yang dengan berbagai aturan mendapat 


esukaran memelihara lingkungan alamnya. Dengan munculnya 
gagasan pembentukan BUMDes wisata alam, mendadak desa 


itu serta merta rakyatnya menjadi makin cinta alam semesta dan 
pemandangan gunung yang rimbun dan indah serta sumber air 
arena dijadikan obyek wisata penuh pesona. Secara otomatis 


penduduk desa mempertahankan daerah pegunungan dengan 
sumber airnya karena mendatangkan tamu yang dengan rela 
menyerahkanuangkarena puas menikmati alam indah yangsejuk 


dengan mata air yang mengalir bebas polusi dan menyajikan 


pemandangan yang sangat indah alami seperti dalam lukisan. 

Bahkan mulai banyak desa yang mendirikan BUMDes 
sekaligus mengubah embung desa menjadi tujuan wisata yang 
menarik sehingga persediaan air dalam embung dilindungi 
pepohonan rindang yang mencegah penguapan yang terlalu 
cepat karena perlindungan pepohonan dan rimbunan bunga itu 
mengubah embung desa menjadi tujuan wisata pemancingan 
dengan tempat duduk nyaman yang diiringi musik anak desa 
yang menyanyi dengan polos dan tidak takut disalahkan. 
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Anak-anak muda yang selalu ingin mengelana ke kota 
menjadi segan karena di desanya seakan sudah seperti di 
kota karena dapat mempergunakan alat canggih internet 
untuk berhubungan dengan dunia, mengakses buku melalui 
Perpustakaan Nasional, melihat film langsung dari alat yang ada 


di tangannya. Apalagi kalau mau aktualisasikan dirinya di desa 
terdapat lapanga 


olah seni yang m 


n olahraga yang bisa disulap menjadi wahana 
enarik sehingga anak muda bisa membangun 


variasi hidup seakan seperti di kota tetapi tidak harus merasa 


rendah diri karena mereka bisa merenda hidup di desa bersama 
kelompoknya dan menarik teman dari kota mengagumi ciptaan 
orisinal yang berasal dari kekayaan budaya desa yang kaya. 
Apabila pengembangan BUMDes bisa makin dipicu 
pada periode 2018 - 2019, pendapatan masyarakat desa 


akan bertambah merata dan tinggi. Apabila semangat 


membangun BUMDes dijiwai oleh falsafah Pancasila diperkuat 
dengan munculnya zaman industri 4.0, yang mengharuskan 
pengembangan kerja sama internal, bukan sekadar sama-sama 
bekerja. Lebih dari itu kalau antarBUMDes bisa dibangun 


olaborasi 


maka pend 

Denga 
waktu, ma 
yang miski 


membentuk 


n penggunaa 
a setiap des 


n dan miski 


apatan rakyat d 


BU 


np 
aa 


MDes bersama atau usaha bersama, 


esa akan bertambah berlipat-lipat. 
eta keluarga yang diperbaharui setiap 


kan memiliki sarana yang jelas siapa 


nnya bisa diketahui sebabnya. Artinya 


indikator nasional maupun indikator PBB yang lemah dari 
keluarga yang bersangk 


dimasukka 


uta 


n dan menyebabkan sebuah keluarga 


n dalam kategori miskin dapat diketahui dengan jelas, 
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sehingga secara gotong royong, keluarga yang miskin tersebu 
dapat ditangani bukan hanya oleh pemerintah, tetapi keluarg 
sekitar yang sudah makin mampu akan merasa malu dan denga 
sistematis bisa ikut turun tangan membantu pemberdayaa 


eluarga tetangganya menuju keluarga yang sejahtera. 
Upaya melalui empat program prioritas yang dicanangka 


enteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, da 
Transmigrasi Eko Putro Sandjojo secara sistematis aka 
membawa langkah positif ke arah Indonesia yang kuat di tahu 
2030 yang akan datang. Lebih lagi dengan upaya khusus untu 


t 
a 


Pa aa | 


di 


5 


semangat yang menggebu secara tepat sehingga pada zama 


yang makin terpadu, kerja sama internal yang makin koko 


bu 
be 
pe 
de 
da 
be 


enyelesaikan masalah anak stunting yang ditempuh melalu 


Ai 
n 
4.0, melalui accountabilitas yang makin transparan, penerapan 
h 


m 
Upaya Padat Karya Tunai yang diperkenalkan pada tahun 2018. 
Apabila upaya itu dipadukan dengan penanganan gerakan gizi 


seluruh Indonesia, utamanya di daerah rawan gizi, dengan 


memanfaatkan Posyandu yang telah dibangun, maka modal kita 
enuju tahun 2030 akan makin lengkap dan sistematis. 


Menteri Eko Putro Sandjojo telah melangkah denga 


tem yang mendukung seluruh program dan kegiata 


an sekadar bersama-sama bekerja serta kolaborasi antar 
rbagai kekuatan pembangunan yang saling mengisi kekuatan 


merintah membangun desa dan masyarakatnya, akan 
ngan tegar bisa membawa rakyat pada arahan yang tepat 


n mendorong semangat tidak kunjung menyerah. Selamat 
rtugas pak Menteri. 
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Rhenald Kasali 
e Advisor Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi 
« CEO Rumah Perubahan 
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hh 


Bersama dan Bersinergi 


emasuki tahun keempat kelahiran Kementerian Desa, 
Mi Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

(Kemendes PDTT) yang fokus kerjanya diarahkan ke 
desa-desa, menurut saya sudah ada pergerakan yang terjadi. 
Bersama dan lebih sinergi. 

Kemendes PDTT ini mengisi salah satu elemen dari konsep 
nawacita yaitu nawacita ketiga, membangun Indonesia dari 
pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam 
kerangka Negara kesatuan. Mari kita lihat satu persatu. 

Pertama, akses menuju desa kini dibuka. Dulu disediakan 
dana desa, namanya PNPM Mandiri. Kendati ada dana, akses 
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menuju desa tak dibangun secara bersamaan. Sehingga kita 
bisa baca di koran ada desa tak ada jembatan, ada anak-anak 
yang pergi ke sekolah harus gelayutan di jembatan, sekolah 
mereka mau roboh. Akses tidak dibangun. 

Kali ini kita menyaksikan di era Menteri Eko Putro Sanjoyo, 
akses seperti ini dibangun. Bahkan dana desa banyak dipakai 
untuk membangun infrastruktur desa. 122 ribu kilometer jalan 
desa dibangun. Ini tak pernah terjadi sebelumnya. 

Yang kedua, pemerintah pusat membuka jalan-jalan yang 
tadinya terisolasi. Jalan Tol Sumatera dibuka, Jalan Tol Medan 
- Tebing Tinggi dibuka, Trans Jawa dibangun, Jalan Tol sekitar 
Jakarta ke Sukabumi ditembus, tadinya lokasi ini dikenal 
sebagai pusat kemacetan. Sekarang banyak desa di Sukabumi, 
lebih terjangkau karena ada jalan tol baru. Perjalanan dari 
satu tempat ke tempat lain, seperti ke desa-desa lebih efisien. 
Distribusi juga sumber daya manusia seperti guru juga bisa 
masuk desa dengan lebih nyaman. 

Listrik dibangun. Zaman sebelum Presiden Jokewi, listrik 
sering byar pet. Sebentar-sebentar mati. Kita takut. BBM (Bahan 
Bakar Minyak) murah akan tetapi listrik byar pet. Ini kan bikin 
warga di rumah terganggu aktivitas dan belajarnya. Kemudian 
guru demo terus, karena tidak ada kepastian. Sekarang mereka 
(guru) sudah banyak yang diangkat, meski masih ada juga yang 
belum. 

Di bidang penanganan kesehatan, dulu tidak ada BPJS. 
Sekarangdengan BPJS kesehatan terjamin. Ada Kartu Indonesia 
Pintar (KIP) sehinga semua anak-anak bisa sekolah. 
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Dari segi konektiviti, Kementerian Komunikasi dan 
nformatika (Kemenkominfo) membangun palapa ring di 
pedesaan dan dibentuk Badan Layanan Usaha (BLU) yang 
namanya Badan Aksesibilitas Teknologi Informasi (Bakti) 

Bakti ini menjalankan peran pada desa-desa, pada 


abupaten yang pelaku usaha tidak mau masuk membuka BTS 


di sana sehingga tak ada jaringan internet. Sedangkan sekolah- 
sekolah kalau mau ujian nasional harus menggunakan komputer 


sekarang. 

Apa artinya? Artinya pada saat bersamaan dana desa mulai 
berbunga. Dan dimulailah di era Pak Menteri Eko ini satu konsep 
yang sinergistik, satu contohnya adalah dengan melibatkan 
para expert. Sehingga ada efek adviser yang sesuai bidangnya. 
Ada ahli manajemennya, ahli desanya, ahli statistiknya, ahli 
keuangannya, semua ngumpul di sini. Kemudian dicarikan juga 
dana penguatan yaitu dari World Bank. 

Yang ketiga, mengepung desa secara sistematis dengan 
program yang membuat desa tak hanya jadi supplier, tapi 
menjadi motor penggerak. Misalnya begini, Pandeglang 
mempunyai 50 ribu hektare lahan jagung. Pertanyaannya kalau 
sudah menjadi jagung siapa mau ambil? 

Dulu masalahnya infrastruktur jalan. Tapi sekarang jalan 
sudah bagus. Jadi harus ada “motor” yang mengambil. Jika 
dulu pelaku usaha memilih impor karena murah, Menteri Eko 
lalu bergerak berdiskusi dengan Gubernur dan Bupati. Bicara 
dengan Bupati Pandeglang, Ibu Irna, untuk meng-offtaker 
jagung dari petani. Pelaku usaha pun akan mengurangi impornya 
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karena dapat yang lebih murah. Petani bergairah, permodalan 
pun ikut masuk seperti KUR dari BRI. 

Jadi konsep mengepung desa dari Pak Menteri Eko saya 
anggap baik. Saya percaya itu karena beliau berlatar belakang 
pengusaha dan tahu persis bahwa suplai saja takkan mampu 
mengatasi masalah ekonomi di desa. Banyak contohnya, 
misalnya di Sumba. Di sana tanahnya tandus, tapi kini bisa 
ditanami tebu dan ada pabrik gulanya. Kenapa bisa terjadi 
karena program embung yang dilakukan kementerian desa 
diperkuat. Embungnya besar. Sehingga di tanah-tanah tandus 
di sana ada show room airnya. Dengan demikian berpikir 
komprehensif dan sinergitis ini menjadi penting. 

Pada zaman menteri Eko ini berpikir seperti itu telah 
dilakukan. Sinergis dan strategis: dipikirkan dulu, dituangkan 
roadmap-nya, direncanakan. Stepnya harus begini, begini, dan 
begini. Budegetnya ditopang, birokrasinya diperbaiki. Banyak 
menteri tak memikirkan itu, dia (Menteri Eko) memikirkannya. 
Menteri Eko berpikir bahwa strategi tak bisa dicapai jika 
SDM-nya tak diperbaiki. Mungkin juga karena banyak tim bisa 
membantu sehingga dia convidence. Dengan begitu assignment 


jalan, talent pool jalan, birokrasi disederhanakan, bisnis 
proses dikerjakan lalu anggaran disesuaikan dengan konsep 
membangun desa. 


Saya kira inilah yang membedakan (Program) Kementrian 
ini dengan program-program yang lain. Artinya dengan dana 
desa ini kita akan mendapat kejutan tahun 2019 bahwa angka 
kemiskinan akan turun. 
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Hermawan Kartajaya 
e Advisor Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Republik Indonesia 
e Founder & Executive Chairman of MarkPlus, Inc. 
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Desa Membangun, 
Indonesia Semakin WOW! 


ejak beberapa waktu terakhir, Indonesia semakin menjadi 
sorotan dunia. Selain telah tergabung menjadi salah satu 


negara G-20, Indonesia pun menjadi sorotan dunia. Di 
ranah politis, posisi Indonesia kerap kali diperhitungkan di 


dunia internasional. Di ASEAN, Indonesia memiliki posisi yang 
sangat diperhitungkan. Belum lagi Indonesia kerap kali diminta 
sebagai mediator perdamaian konflik antarnegara. 


Namun yang menjadi daya tarik utama Indonesia adalah 


perekonomian. Dengan jumlah populasi yang besar, relatif 
muda,dan daya beli yangterus meningkat menjadikan Indonesia 
menjadi pasar yang sangat berpotensial di masa mendatang. 
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Sedangkan dari sisi produktivitas, Indonesia pun diuntungka 


A 
karena bonus demografi yang tentu berpengaruh langsung 
pada ketersediaan tenaga kerja. Belum lagi baru-baru ini telah 
dicanangkan rencana besar pemerintah untuk menjadikan 
Indonesia 4.0 dalam menyambut era Industry 4.O. 


Jadi tidak heran, para pelaku bisnis baik dari dalam maupun 


luar negeri pun semakin antusias untuk menjalin hubungan 
dagang dan investasi dengan Indonesia. Semua pihak memiliki 


tingkatoptimisme tinggi pada prospekjangkapanjang Indonesia. 


Hal ini diperkuat oleh beberapa lembaga riset dan konsultan 
yang memprediksi bahwa pada tahun 2030, Indonesia menjadi 


salah satu dari 10 negara dengan PDB tertinggi dunia. 

Bicara tentang perekonomian Indonesia, tentu kita 
harus membahas juga pembangunan pedesaan. Karena biar 
bagaimana pun pembangunan desa pun menjadi salah satu 
faktor utama pembangunan Indonesia dalam jangka panjang. 
Terlebih lagi, ada banyak sekali potensi desa yang masih dapat 
digali dan dimaksimalkan untuk kepentingan masyarakat luas. 


Desa Sebagai Penopang Indonesia Masa Depan 


Sebenarnya Desa tida dapat dilepaskan dari 
pembangunan Indonesia. Bagaimana tidak, menurut data 
BPS 50,36 persen penduduk Indonesia tinggal di pedesaan. 
Luas wilayah total pedesaan pun kalau dijumlah jauh lebih 


besar daripada luas perkotaan. Jadi tidak heran, kita pun 
memang sudah seharusnya memberi perhatian besar pada 


pembangunan desa. 
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Bahkan pada masa pemerintahan Pak Joko Widodo- 
Pak Jusuf Kalla pun memberi perhatian sangat besar. Hal ini 
tercermin dari agenda Nawacita pada butir ketiga yang berbunyi: 
“Membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat daerah- 
daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan”. 

Namun bukan asal membangun saja, kita pun memang 
sudah seharusnya mengidentifikasi dan memetakan kemajuan 


desa. Secara umum, pemetaan desa pun terbagi menjadi tiga 


golongan yaitu, desa tertinggal, desa berkembang, dan desa 
mandiri. Dengan pemetaan yang tepat, inisiatif pembangunan 
desa pun dapat dilakukan dengan lebih tepat dan akurat. 
Namun perlu diperhatikan, bahwa pembangunan desa 
pun tidak sebatas pada fasilitas dan infrastuktur saja. Tapi juga 
pembangunan sumber daya manusia, karena mereka lah yang 
menjadi aktor utama untuk mendorong kemajuan desa. Saat 
ini lebih dari 60 persen angkatan kerja di pedesaan berstatus 
lulusan sekolah dasar. Tentu hal ini angkatan kerja ini tidak 
cukup hanya dengan menempuh jalur pendidikan saja namun 
perlu diberikan pembekalan yang mencukupi agar menjadi 


AB 


tenaga kerja yang terdidik dan terampil. 


Inisiatif Prioritas Pembangunan Desa 
Agar dapat berjalan secara efektif, pembangunan desa pun 
harus dilakukan dengan terfokus. Oleh karena itu, Menteri 


Desa PDT dan Transmigrasi, Pak Eko Putro Sandjojo pun 
menetapkan 4 kegiatan prioritas kementerian yaitu: Prukades, 


BUMDes, Embung Desa, dan Sarana Olahraga Desa. 
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Prukades (Produk Unggulan Kawasan Perdesaan) 

Sejak lama, produk desa memang sangat sulit bersaing di 
tingkat lokal, nasional, dan internasional. Beberapa masalah 
yang ditemui seperti skala ekonominya yang terlampau kecil, 
akses pasar yangterbatas, tidak terintegrasinya kegiatan usaha, 
minim permodalan dan keterlibatan swasta, dan tidak adanya 
dukungan kuat industri paska produksi. 

Karena itulah program Prukades hendak memperbaiki 
kondisi dengan klusterisasi produk unggulan desa, penciptaan 
integrasi vertikal, dan kolaborasi dengan sektor swasta untuk 
industri paska produksi. Harapannya peningkatan produktivitas 


ekonomi desa, efiensi pengelolaan, biaya produksi dapat 
ditekan, dan pada gilirannya profit dapat dioptimalkan untuk 
masyarakat desa. 


BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) 

Untuk menjadi mandiri, tentu desa perlu memiliki inisiatif 
untuk membangun masyarakatnya secara swadaya. Tidak 
hanya mengandalkan alokasi pendanaan pemerintah atau pun 
menunggu kontribusi dari pihak swasta. Oleh karena itulah, 
setiap desa didorong untuk mengembangkan BUMDes. 

Bila dikelola dengan cermat, sangat mungkin BUMDes 
ini dapat mengoptimalkan potensi daerah secara efektif. 
Karena biar bagaimana pun masyarakat desalah yang paling 
mengetahui kondisi setempat dan merekalah yang paling 
mengetahui potensi apa yang belum tergali dan dapat 
dimanfaatkan dengan baik. 
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Embung Desa 

Saat ini sekitar 82 persen penduduk desa bekerja pada 
sektor pertanian. Karena itulah berbagai faktor yang berkenaan 
dengan pertanian sangat krusial bagi pengembangan daerah. 
Pengembangan pertanian tentu tidak terlepas dari pengairan 
yang dikelola dengan baik. Oleh karena itulah prioritas 
pengembangan desa adalah Embung Desa. 

Dengan adanya Embung Desa, panen yang biasa dilakukan 
1-1,5 kali pun dapat dilakukan 2-3 kali per tahunnya. Selain itu, 


Embung Desa pun dapat dikelola untuk pengembangan sektor 
pariwisatadan budidayaperikanan.Agar berjalandengan efektif, 


tentu pengembangan Embung Desa ini pun menggandeng 
Kementerian terkait seperti Kementerian Kelautan dan 
Perikanan untuk bantuan bibit ikan dan Kementerian Pertanian 
untuk pompa distribusi dan bibit pohon. 


Sarana Olahraga Desa 

Pengembangan desa pun tidak terlepas dari sarana 
perekonomian saja, namun juga Sarana Olahraga Desa. Tujuan 
dari pengembangan sarana ini sebenarnya juga untuk menjadi 
ruang publik dan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. 
Tidak hanya olahraga, sarana ini pun sebenarnya efektif dapat 


H5 


dimanfaatkan untuk pusat aktivitas desa lainnya. 


Sehingga tidak hanya aktivitas sosial saja yang dapat 


terjalin dengan baik. Sarana Olahraga desa pun dapat menjadi 
ruang bagi generasi muda untuk menyalurkan energi untuk 


aktivitas positif. Pada gilirannya, akan mengurangi tingkat 
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kriminalitas, radikalisme, tawuran, narkoba, dan aktivitas 
negatif lainnya. 


Pencapaian Pembangunan Desa 
Setelah berjalan empat tahun, kita perlu mengapresiasi 


berbagai inisiatif dari Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi. 
Kita dapat melihat berbagai pencapaian dan perkembangan 
ribuan desa di berbagai wilayah Indonesia. Mulai dari penurunan 
emiskinan, perbaikan gizi, hingga penyerapan tenaga kerja 
pedesaan. 

Pada RPJMN, kita pun dapat memperhatikan bahwa target 
penurunan 5 ribu desa tertinggal, peningkatan 2 ribu desa 
mandiri pun telah terlampaui di tahun keempat. Realisasinya 
sudah lebih dari 8 ribu desa tertinggal dan lebih dari 2.300 desa 
telah berstatus mandiri. Hal ini memang karena peningkatan 


inerja kementerian mulai dari reformasi birokratis, 
akuntabilitas kinerja, standar pelayanan publik, penyerapan 
anggaran, dan banyak hal lainnya. 

Berbagai pencapaian ini memang tidak terlepas dari 
tangan dingin Pak Eko. Berbekal pengalaman panjang di dunia 


bisnis, ia tularkan ke seluruh staf Kementerian Desa, PDT, dan 
Transmigrasi. Karena memang pengembangan pedesaan di 
Indonesia memang membutuhkan jiwa entrepreneurship yang 
sangat kuat. 

Karena keterbatasan dan rintangan yang dilalui, setiap 
desa memang harus dapat mencermati peluang yang terlihat 
ataupun yang belum tergali. Kemudian harus berani mengambil 
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risiko untuk mendapatkan hasil optimal. Inilah salah satu hal 
yang ditanamkan Pak Eko untuk pembangunan perekonomian 
perdesaan. Semua ini ditujukan untuk menjadikan Indonesia 
semakin WOW! 
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Aviliani 
# Advisor Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Republik Indonesia 
« Ekonom INDEF 
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Mengikis Kemiskinan di Desa 


ersentase penduduk miskin lima tahun terakhir 
Pama menggambarkan ketimpangan yang cukup 

memprihatinkan antara penduduk kota dan penduduk 
desa. Maret 2018, persentase penduduk miskin di desa 
berjumlah 13,20 persen sedangkan di perkotaan hanya 
mencapai /,02 persen. Oleh sebab itu, langkah untuk 
melakukan reformasi struktural perekonomian dianggap 
penting saat ini. Reformasi yang dimaksud dapat dilakukan 
dengan mewujudkan harmonisasi sektor informal dan sektor 
formal sehingga diharapkan dapat mendorong ekonomi yang 


memiliki produktivitas dan kualitas tinggi. Pekerja di Indonesia 
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saat ini masih didominasi oleh pekerja sektor informal (sekitar 
60 persen), sehingga peran sektor informal sangat kuat dalam 
mendorong pertumbuhan ekonomi secara agregat. 
Harmonisasi sektor informal dan formal pada dasarnya 
merupakan upaya pemerataan dan keadilan untuk menekan 
angka kemiskinan. Untuk itu, peran stakeholders sangat penting 
untuk melaksanakan kebijakan ini. Saat ini, salah satu upayayang 
dapat dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan ruang 


yang lebih besar bagi pelaku informal melalui platform ekonomi 
digital. Diketahui bahwa pesatnya perkembangan ekonomi 
digital mampu membawa perubahan perilaku ekonomi secara 
gobal. Tentu saja, penguasaan teknologi, pengembangan modal 
manusia, keterampilan, dan inovasi adalah beberapa kunci 
utama untuk dapat terus beradaptasi dengan perkembangan 


ekonomi digital. 
Pemberian akses dan kesempatan kepada pelaku ekonomi 
sektor informal merupakan hal utama yang harus dilakukan 


oleh pemerintah. Akses dan kesempatan tersebut dapat berupa 
fasilitas sumber pembiayaan, fasilitas pendidikan vokasi atau 
pelatihan keterampilan, serta fasilitas untuk bekerja sama 
dengan sektor formal. Pemberian akses pemerintah tersebut 
dapat dilaksanakan bersinergi dengan program Dana Desa 
dan Pembinaan Desa yang selama ini sudah dilaksanakan. 
Harapannya adalah meningkatkan peluang-peluang pelaku 
ekonomi informal di desa untuk dapat melakukan harmonisasi 
dengan sektor ekonomi formal, sehingga produktivitasnya 


dapat meningkat. 
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Selain pemberdayaan pelaku usaha informal untuk 
bersinergi dengan pelaku usaha formal, pemerintah juga harus 
melakukan fasilitas pengusaha dan masyarakat luas dalam 


4 


peningkatan produktivitas. Anggaran subsidi pemerintah tahun 
2018 yang dialokasikan untuk subsidi Bahan Bakar Minya 
BBM), listrik, pupuk, bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan 


perumahan merupakan salah satu upaya pemerintah untu 


dapat menjaga produktivitas masayarakat. Tujuan utamanya 


4 


tentu untuk menurunkan kemiskinan di desa di mana masalah 


emiskinan di desa saat ini belum teselesaikan. 


Tiga Tahun Dana Desa 


Program Dana Desa tengah memasuki tahun keempat 
saat ini. Prestasi dan dampak positif dari kinerja program 


Kementerian Desa PDTT inisudah banyak dirasakanwarga desa. 
amun demikian, diperlukan langkah inovatif agar manfaat dari 


program Dana Desa lebih meluas dan berkelanjutan. Program 


Dana Desa ini sebaiknya lebih didorong agar dapat melakukan 
olaborasi dengan konsep kemitraan. Misalnya di laha 


$ 
perkebunan, konsep kemitraan dapat menjadi salah satu jalan 
eluar agar tercipta kolaborasi antara petani dan perusahaan 
dalam mengelola sumber daya alam. 
Untuk menjebatani konsep kemitraan ini, Kementerian 


Desa PDTT membuat program pembuatan dan penguatan 
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Salah satu tugas BUMDes 
ini adalah mengelola dana desa sehingga bisa bermanfaat bagi 


masyarakat luas. BUMDes dapat menjadi penghubung antara 
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untu 


Pru 
atau 
di m 


distribusi perdagangan dapat berpihak 


ades). Produk unggulan sendiri adalah 


ana memiliki nilai ekonomi, 


usaha sehingga keadaan perekonomian manjadi welfare state. 
Selain itu, diperlukan juga komitmen pem 


pelaku usaha di sektor hulu kepada pelaku usaha di sektor 
hilir. Harapannya, melalui peran BUMDes tersebut margin 


epada semua pelaku 


erintah daerah 
k mendorong terciptanya produk unggulan kawasan desa 
suatu barang 
pun jasa yang dikuasai pengerjaannya oleh suatu daerah, 
mampu menyerap tenaga 


kerja, dan mengandung unsur sosial sebuah daerah. Jadi 


suatu produk unggulan daerah mempunyai dampak ekonomi 


dan sosial sebua 
lang 


Pembangunan ka 


kolaboratif antar 


sebuah desa na 
kawasan perdesaan. 


Kemitraan melalui BU 


inidapatmendorongr 
pihak pengusaha: seh 
memiliki keberdayaa 
pihak korporasi mela 
antara pengusaha ya 


ini dengan petani sebagai pelaku ekonomi di desa. 
adanya transfer pengetahuan tersebu 


h daerah. Prukades i 
ah nyata dari adanya pembangu 
wasan perdesaan sendiri harus m 
desa. Jadi Prukades tidak hanya 
mun juga m 


elasiya 


ingga d 


uka 
ng me 


petani dapat melaku 


an ek 


n. Pemberdayaa 


nan kawasa 


embangun keseluru 


ng lebih kuatantara pe 


alam jangka panjang, p 
n yang dila 


n suatu proses transfer 


“ 


tani denga 
etani dapa 
ukan ole 
knowledg 


ngetahui kebutuhan 


A2 


spansi ka 


pasar” saa 


N 
C 


ni merupakan salah satu 
n perdesaan. 
emiliki unsur 
membangun 
han desa di 


Des untuk mendorong Prukades 


n 
t 


Denga 


t 
n 


maka diharapkan para 
pabilitas, salah satunya 


mengetahui secara strategis isu-isu penting bagi pemberdayaan 
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mereka sendiri. Misalnya, pekebun pisang tidak hanya berhenti 
sampai proses memanen pisang tetapi kemudian dapat 
melakukan berbagai pengolahan pisang hingga packaging dan 
penjualan produk pisang tersebut. 

Selain itu, proses pemberdayaan akan membentuk 
edaulatan dan kemandirian ekonomi desa. Namun, 
pemberdayaan masyarakat desa tidak boleh lepas dari sistem 
nilaidan kearifan lokal setempat. Prinsip-prinsip pemberdayaan 


harus memiliki common understanding dan mutual assessment 


antara perusahaan yang hendak bekerja sama dengan petan 
agar kebutuhan kedua-belah pihak dapat terpenuhi dan dapat 
menciptakan keuntungan bagi kedua-belah pihak. 

Dukungan pemerintah melalui program-program di 
kementerian dan lembaga untuk mengurangi kemiskinan dan 


meningkatkan kesejahteraan menjadi salah satu penentu 


dalam mencapai tujuan besar tersebut. Program Dana Desa 
dari Kemendes PDTT adalah salah satu jalan untuk mengurangi 


tingkat kemiskinan khususnya di desa-desa Indonesia. 
Namun demikian, diperlukan pembinaan berkelanjutan pada 
setiap program yang kita tawarkan kepada pelaku ekonomi 
di desa agar mimpi besar Indonesia dapat terwujud. Selain 
itu, kolaborasi dan harmonisasi sektor informal dan sektor 
formal dalam kaitannya dengan perkembangan ekonomi 
digital saat ini juga dapat menjadi pintu gerbang bersama 
untuk meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat desa. 
Kedepannya, kolaborasi dengan berbagai stakeholders adalah 
motor penggerak kedaulatan ekonomi nasional. 
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4 


Menebar Inspirasi 
dan Keahlian 


Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 
(Kemendes PDTT) yaitu Produk Unggulan Kawasan 
Perdesaan (Prukades). Secara ilmiah merupakan pendekatan 


Gr akan menyoroti satu program Kementerian Desa, 


bagus, kalau kita berbicara dalam ilmu daya saing yang 
dikembangkan oleh professor ekonomi Michael Porter, 
icroeconomics of Competitiveness, ada dua pendekatan 
peningkatan kemakmuran, yaitu inherited prosperity dan created 
prosperity. Yang pertama adalah kemakmuran yang diwariskan, 
pendekatan seperti kemakmuran yang mengandalkan alam yang 


ada atau warisan, seperti tanah yang subur yang di dalamnya 
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mengandung mineral dll, lebih pada pengerukan eksploitasi 
daripada SDA yang ada. Pendekatan ini bisa menimbulkan 
koruptif karena pendekatannya membagi-bagi kue. Biasanya 
pemerintah karena punya actor sentral, yang betul-betul men- 
drive pemerintah itu sendiri. 


Kemudian created prosperity, bagaimana memberikan 
nilai tambah. Memang ada unsur modalnya, entah itu alam, 
kecantikan dari buminya, namun itu digunakan sebagai modal 


untuk memberikan nilai tambah melalui inovasi dan kreasi, 


TB 


sesuatu yang diproses secara kreatif dipakai sebagai strategi. 


Expandingthe pie, pendekatanini mengharuskankolaborasi 
antara pemerintah, swasta, akademisi, komunitas/masyarakat. 
Pemerintah tetap berperan sebagai pengambil kebijakan tapi 


nanti yang lebih berperan masyarakat, swasta, akademisi, yang 
memberikan pandangan-pandangan atas kebijakan-kebijakan 
yang diambil. 

Prukades lebih condong ke created prosperity karena 
melibatkan semua pihak. Ada unsur pemerintah pusat 
Kemendes PDTT) dan pemerintah daerah provinsi/kabupaten 
sebagai fasilitaror. Menjadi fasilitator masyarakat sebagai 
produser dari produk tertentu seperti kopi jagung, dll. Swasta 
sebagai offtaker. Mereka akan ambil dan proses nilai tambah 
hingga harga tidak rendah dan petani terangkat. Kemendes 


PDTT dan perintah kabupaten memberikanan fasilitasi regulasi. 

Setiap daerah memiliki keunikan dan kearifan lokal, harus 
jeli melihat apa yang bisa dilakukan daerah tersebut sebagai 
media kemakmuran tadi. Misal, ada daerah yang cocoknya 
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jagung, kopi, wisata, perlu penggabungan antardesa karena 
skala ekonominya tercakup makanya perlu Kawasan perdesaan 
tadi. Tidak harus 2-3 desa, bukan hanya 1 kabupaten bisa lintas 
kabupaten karena lintasnya kearifan lokal. Dunia swasta lebih 
senang karena skalanya ekonomi lebih besar, biaya logistik 


lebih murah. Semua bisa jalan bila kolabarasi ini didukung SDM, 


di sini perlu Akademi Desa. 
Di sana (Akademi Desa) akan ada pengetahuan seper 


is 


ti 
cara menanam yang benar, bagaimana mengelola keuangan, 
" 


bagaimana cara marketing, orang ini yang mau kita bentu 
untuk meningkatkan kapasitas. Akademi desa hadir untu 


peningkatan kapasitas SDM tadi. Akademi desa tidak berdiri 


sendiri tapi bagian ekosistem yang mendukung untu 
peningkatan kaspasitas secara efektif. Perlu ada kolaborasi 


berbagai pihak. Termasuk Lembaga bisnis seperti perbankan, 


pemerintah dalam hal ini Kemendes PDTT, masyarakat, 
digabungkan dan modulnya dibikin di Akademi Desa. Akademi 


desa 4.0 diharapkan materi-materinya bisa diakses melalui 


internet, pembelajaran tidak selalu harus tatap muka. Akademi 
desa hadir sebagai peningkatan kapasitas melalui standarisasi 
epada pengajaran, modul hal terkait pembangunan di desa. 


Bisa teknis. Melalui internet dan tatap muka. Offline dan online. 
Empat tahun pembangunan desa ini, telah dilakukan 


pendekatan-pendekatan menggunakan kreasi, tidak hanya 


membuat kebijakan untuk bagi-bagi kue, tidak seperti sinterklas 
yang memberikan bantuan-bantuan, tapi ini memfasilitasi 


supaya ada nilai tambah bagi program dan kemakmuran 
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desa, ditandakan dengan peningkatan cukup pesat, dari desa 
tertinggal ke desa mandiri. Itu hasil akhir. 

Tapi kita lihat proses juga. Ada peluang perbaikan, adalah 
menebar inspirasi dan keahlian. Skill dan attitude, positif thinking 
“kita bisa” kepercayaan diri meningkat, yang membuat mereka 
bisa dihindari tidak ke kota, dan lebih menarik orang-orang dari 
ota pulang ke desa. 

Nah yang pulang ke kota itu yang dari luar negeri. Saya lihat 
program-program yang di buat Pak Eko P Sandjojo ini meng- 
created job, menghasilkan pekerjaan dan penghasilan yang 
meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan. 
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K4 


Bertarung Melawan 
Kemustahilan 


“Desa adalah berkumpulnya masyarakat dengan 

nilai gotong royong tinggi dan lain-lain. 

Kini desa seolah menjadi tempat berburu rente negara 
dengan segala dampaknya.” 

( Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, 

Kompas, 17 Oktober 2018, halamam 6) 


embayangkan tugas Menteri Desa, Pembangunan 
Mi Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) 
Eko Putro Sandjojo, mengelola desa yang jumlahnya 
sekitar 75.000 dalam lanskap politik yang sarat dengan 
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kepentingan kekuasaan, bagaikan masuk lorong gelap dan 
licin serta penuh dengan onak dan duri. Banyak kalangan yang 
khawatir dan bertanya-tanya jurus dan terobosan apa yang 
akan di pergunakan agar obsesi Presiden Joko Widodo untuk 
meningkatkan masyarakat desa secara bertahap tetapi pasti 
dapat diwujudkan. 

Perasaan was-was, cemas, khawatir, skeptis terhadap 
pengelolaan desa dapat dipahami mengingat atmosfer politik 
pasca-reformasi sarat dengan politik kepentingan. Akibatnya, 
aksioma kedaulatan rakyat semakin pudar karena dalil rakyat 
sebagai pemegang supremasi kekuasaan telah dibajak oleh 
para pembiak kekuasaan: kebebasan dan kesetaraan dipelintir 


maknanya oleh persekutuan nafsu kuasa dan dominasi kapital. 
mbasnya, perilaku mereka merayap pula dalam menyusun 
regulasi tentang desa: pertarungan elit politik sudah mulai 
memanas sejak muncul gagasan beberapa tahun menjelang 
Pemlihan Umum (Pemilu 2014). Retorikaparaelit meningkatkan 


ualitas pembangunan desa dengan menjanjikan satu miliar 
rupiah setiapdesamengakibatkan elit politik bertarung berebut 
pengakuan sebagai pemrakarsa otentik gagasan mulia tersebut. 
Akibatnya, Undang-Undang (UU) nomor 6 tahun 2014 tentang 
Desa dipersepsikan identik dengan bantuan satu miliar rupiah 


setiap desa. 


Kalkulasi politik para pembiak kekuasaan sangat 
sederhana, jumlah desa sekitar 75.000 ( tujuh puluh lima 
ribu) dan tersebar di seluruh pelosok nusantara, merupakan 
basis konstituensi yang amat besar kontribusinya dalam 
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Pemilu. Desa dengan segala perangkatnya adalah mesin 
politik yang sangat ampuh. Politisasi desa dikhawatirkan akan 
semakin kehilangan karakter otentiknya sebagai paguyuban 
(gemeinschaft), kelompok sosial yang memiliki ikatan batin 
yang murni, bersifat informal, alami dan merawat kelestarian. 
Kesalahan mengelola desa dapat menggiring desa sehingga 
arakter desa semakin berciri patembayan (gesellschaft), 
elompok sosial yang memiliki ikatan lahir jangka pendek, 


formal, orientasi ekonomi, sesaat, kalkulasi pragmatis, dan 
utilitarian. Kebijakan pemerintahan yang menggeser desa dari 
paguyuban menjadi patembayan mengakibatkan desa sebagai 


medan pertarungan politik paling dekat antara masyarakat 
dengan pemegang kekuasaan. 

Kekhawatiran tersebut bukan tanpa bukti empirik. 
Pengalaman masa Orde baru, skema dana pembangunan 
desa (Inpres Bandes) dan sejenisnya lebih kurang selama 30 
tahun disertai kontrol ketat penguasa mengakibatkan desa 
tidak leluasa menentukan penggunaan dana desa. Hasilnya 
dapat dikatakan sia-sia karena tidak mengangkat martabat, 


esejahteraan serta memperkukuh kemandirian desa. Hal 
tersebut juga berseberangan dengan pengakuan atas otonomi 
asli sebagai komunitas yang memiliki hak mengatur dan 


mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan asal-usul dan 
adat-istiadat setempat (self governing community). 

Selain itu, kecemasan lain, ancaman megaskandal korupsi 
dana desa akan semakin memporakporandakan masyarakat 
desa karena Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang 
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Desa dijabarkan dengan Peraturan Presiden, Perpres 11/2015 
tentang Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dan Perpres 


12/2015 tentang Kementerian 
Tertinggal, dan Transmigrasi (Ke 


Desa, Pembangunan Daerah 
mendes PDTT). Berdasarkan 


perpres tersebut desa dikelola oleh dua kementerian. Kemdagri 


PDTT menangani urusa 
Sebenarnya pengeloaan desa oleh dua kementrian tidak 


menjadi persoalan kalau kebijakan tersebut tidak diintervensi 


mengelola urusan pemerintahan desa, sementara itu Kemendes 
n pembangunan serta pemberdayaan. 


oleh kepentingan politik kekuasaan. Namun karena sejak awal 
regulasi tentang desa sudah terkontaminasi dengan transaksi 


dengan 
cairnya dana desa. Bahkan, la menganca 
berupa penundaan penyaluran Dana Alo 


atau 


Desa, Pembangunan 


niat politik yang mulia. 
Kegalauan tersebut antara lain diungkapkan oleh Menteri 


sebelum Eko Putro Sandjojo, Marwan 
menyembunyikan kekesalannya yang sudah sampai ubun-ubun. 
Hal itu d 
Desa” ditayangkan 


Dana Bagi Hasil. Litani penyataan 


politik, maka pelaksanaan undang-undang tersebut bias dari 


Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 


Jafar. Ia tidak dapat 


apat disaksikan pada acara “Solusi dan Guyonan Orang 
inggu, 1 November, 2015 sekitarjam 13.00 
WIB, oleh salah satu TV swasta. Bebera 
eras kepada para Bupati/Walikota yang mempersulit 


pa kali ia menghimbau 


m menjatuhkan sanksi 
asi Umum (DAU) dan/ 
keras dengan bumbu 


ancaman sebenarnya telah berlangsung beberapa bulan, 
namun nampaknya kurang efektif sehingga perlu mengemas 


rasa gregetan tersebut dalam bentuk dra 


218 


ma komedi. 


RURAL EKOnomics II 


Meyakini Desa Mau & Mampu Membangun 


Kekhawatiran penyalahgunaan dana desa dapat ditelusuri 
jauh ke belakang. Tidak terlalu berlebihan bila dikatakan 
skandal korupsi dana desa merupakan akibat dari proses 
pelestarian pemerkosaan desa oleh para penguasa sejak zaman 
pra-kolonial, kolonial, prakemerdekaan sampai dengan zaman 
normal (kemerdekaan). Eksistensi, peranan dan status desa 
sekadar obyek permainan dari struktur kekuasaan negara yang 
amat besar. Para sejarawan, antara lain, Hans Antlov & Sven 
Caderroth (1996), Lombard (1996) serta Frans Husken (1998) 
menegaskan para penguasa sepanjang zaman menindas rakyat 
desa, mengekploitasi dengan kebijakan monetasi dengan 
melakukan penetrasi kapital di pedesaan serta kesewenang- 
wenangan struktur kekuasaan otoriarian memasung rakyat 
desa. Bahkan dalam tertib politik yang mantranya rakyat adalah 
pemegang kedaulatan, demokrasi, nasib desa tidak beringsut 
dari posisi yang harus siap diperkosa oleh nafsu para pembiak 
politik kekuasaan (Political Entrepreneurs: Hate Spin, Cherian 
George, 2016). 

Perdebatan publik yang memanas waktu itu tentang 
pengelolaan desa, khususnya dana desa, waktu itu adalah 
peraturan yang tumpang tindih, ego sektoral serta pertarungan 
politik kekuasaan. Isu ego sektoral bersumber kerancuan 
menjabarkan filosofi eksistensi desa yang dibahasakan dalam 
Penjelasan Umum UU nomor & tahun 2014 tentang Desa 
sebagai persenyawaan antara Self Governing Community - SGC 
(Masyarakat yang mengatur urusannya sendiri) dan Local Self 
Government - LSG (Pemerintahan lokal yang mandiri). 
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Tarik menarik kepentingan berputar-putar dalam dua isu 
sentral tersebut. Pertama, bila titik berat pengelolaan desa 
adalah fungsi LSG maka kewenangan desa hanya terbatas 
pada kepentingan pengawasan dan pengendalian oleh struktur 
pemerintahan yang lebih tinggi. Akibatnya, mengabaikan 


4 


aspirasi dan partisipasi masyarakat desa. Kedua, jika titik berat 


kepada SGM , otoritas desa dikhawatirkan dapat mengabaikan 
bahkan mengeliminasi peran pengawasan dan pembinaan oleh 


struktrur Pemerintah Daerah (Pemda) yang lebih tinggi. 


Pertarunganegosektorallebihdipertajamdenganterbitnya 
PP 47/2015 tentang Revisi PP 43/2014 yang menegaskan 
kementerian yang menangani urusan pemerintahan desa 


adalah Menteri Dalam Negeri, dan mencabut kewenangan 


Kemdes PDTT mengelola Pemerintahan Desa. Maknanya, 
pemerintahan desa adalah rezim Pemda. 

Isu mutakhir yang menjadi kekhawatiran publik adalah 
kecenderungan kelurahan ingin kembali menjadi desa, 
sebagaimana disampaikan oleh Irfan Riwan Maksum di harian 
Kompas, Rabu 1/ Okrober 2018. Intinya la mengkhawatirkan 
berduyun-duyunnya elit politik mendorong kelurahan menjadi 
desa adalah kucuran dana desa yang cenderung semakin 


ae 


meningkat setiap tahun. Masifikasi para pembiak kekuasaan 
tersebut akan semakin sulit dikendalikan bila berkelindan 


dengan animo masyarakat desa. Oleh sebab itu ia menegaskan, 
iblat politik perburuan rente yang masif seperti itu harus 


diberhentikan. Caranya, merevisi pasal 12 undang-undang 


nomor & tahun 2014 agar melarang kelurahan berubah 
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menjadi desa. Terlebih dalam perspektif sosiologis perubahan 
yang seharusnya terjadi adalah dari desa menjadi kelurahan 


sebagai unit pemerintahan di kawasan perkotaan. Sementara 


desa mempunyai perangkat sendiri karena merupakan unit 


sosial yang mempunyai atribut, 


nilai serta kultur eksklusif 


yang berbeda dengan masyarakat perkotaan. Oleh sebab itu, 


nalarnya perubahan dari desa menjadi kelurahan, bukan dibalik- 


balik kelurahan menjadi desa. 


Narasi panjang di atas ingin mengungkapkan, tugas 


Mendes PDTT mengelola desa dalam kompleksitas pengelolaan 
kekuasan negara tanpa pakem yang jelas, bagaikan bertempur 


melawan kemustahilan. Namun berkat naluri entrepreneurship, 


keberanian mengambil risiko yang dikalkulasi, tekad serta niat 
yang kuat Mendes PDTT mampu memitigasi kemustahilan 


dengan melakukan terobosan membangun Badan Usaha Milik 


Desa (BUMDes) sebagai program 


wisata alam dan lain sebagainya. 


primadona. Sekadar ilustrasi 


berbagai jenis BUMDes telah dibentuk, seperti BUMDes yang 
mengolah limbah kambing yang menghasilkan pupuk, BUMDes 


Selain BUMDes, Mendes PDTT juga mempunyai program- 


program lain yang tujuan utam 


anya adalah meningkatkan 


martabat dan kesejahteraan masyarakat desa. Buku ini 


menyajikan banyak sekali gagasa 
dilakukan di tengah pertarungan k 
Pencapaian itu berkat kemam 


n dan program yang dapat 
epentingan kekuasaan. 
puan daya persuasi Mendes 


PDTT melakukan pendekatan dengan para kolega serta 


pimpinan kementerian sektor lain. Keangkuhan ego sektoral 
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lumer sehingga program Kemendes PDTT dapat dilaksanakan 


dan mulai dirasakan masyarakat. 


birokrasi, ia mempergunakan ju 
yang mungkin dapat dilakukan. 


Di tengah kejumudan 
rus adhocracy, ia melakukan apa 


Semoga capaian selama beberapa tahun oleh Mendes 


P 
agenda berikutnya yang lebih 


DTT dapat menjadi modal 


temu desa bukan sekadar wilayah administratif, melainkan 


sebagai unit sosial, budaya, e 


sebab itu desa seyogyanya secara gradual ditransformasika 


menjadi komunitas yang mem 
menggerakkan perekonomian 
dan budaya setempat. Pem 


daerah, bukan menggerakka 


aka paradigma pengaturan m 
dasar menuju kemandirian, 


yang kuat menuju terbang 


pertarungan politik kepentinga 
Pak 
telah dicapai dapat menjadi 
utnya serta 


Selamat Berkarya 


perjuangan selanj 


onomi, politik dan hukum. Ole 


punyai energi sosial yang mampu 


bangunan dan pemberdayaa 
masyarakat merupakan bagian dari pelayanan pemerinta 
n partisipasi masyatakat desa. 
engenai desa harus memberika 
artinya memberikan landasa 
un 
mengatur dirinya sendiri. Selain i 


untuk melangkah menapa 
rumit. Yaitu menemukan titi 


h 
n 
lokal serta merawat kearifan 
. 
h 


n 
n 


nya suatu komunitas yang 
tu desa harus dibebaskan dari 
n para pembiak kekuasaan. 

Menteri, keberhasilan yang 
tonggak untuk melanjutkan 


empelajari kekurangan guna 


Mm 


menyempurnakan agenda berikutnya. 


282 


RURAL EKOnomics II 


Meyakini Desa Mau & Mampu Membangun 


Kata Mereka 


& 


Prof Suratman 


» Pertides dan Pegiat Desa 
e Guru Besar Fakultas Geografi UGM 
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4 


Desapolitan, Model Inovasi 


Pembangunan Kawasa 


hn Desa 


pembangunan suantu negara. Sumberdaya wilayah desa 


()- merupakan unsur wilayah terkecil dalam 
merupakan aset bangsadalam peradabanmasyarakatnya 


yang lebih mengutamakan gotong royong untu 
saling bantu membantu dan membentuk persat 


hidup damai 
uan sosial yang 


kokoh. Di Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki Potensi 


desa yang berjumlah /4.95/ desa yang bera 


da di berbagai 


ragam ekosistem seperti pegunungan, perbukitan, dataran 


rendah dan sungai, sekitar danau dan bendunga 


n, sepanjang ke 


pesisiran yangpada umumnya hidup dari pertanian, perkebunan, 


perikanan, hutan sosial, dan peternakan. 
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Destinasi wisata San Phstorjum Bukit Batu di Desa Jimbung, Kalikotes. Klaten. 


Revolusi pembangunan desa dimulai sejak di 
implementasikan Undang Undang Desa No 6 tahun 2014 
Tentang Desa, maka Desa dapat pengakuan hak otonomi dalam 
sistem pemerintahan nasional. Era revolusi pembangunan 
desa dimulai dari perubahan sistem pemerintahan desa 
untuk mewujudkan masyarakat berdaulat sejahtera damai, 
dan demokratis. Dengan demikian kiblat pembangunan desa 
berorientasi pada desa sebagai subyek pembangunan yang 
mandiri sejahtera dengan gerakan inovasi percepatan ekonomi 
kreatif yang adil dan merata. Kebijakan pemerintah untuk 


mbangun deso merupakan terobosan di abad 21 Asia, dimana 
kebangkitan negara besar China, India, Brasil dan Indonesia 
akan mengubah masyarakat ekonomi global. 
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Bonus demografi di Indonesia merupakan potensi 
sumberdayamanusiayangperludipersiapkansecaraprofesional 
dan memiliki kompetensi global dalam menyongsong abad 21 
Asia dan MEA. Peta sumberdaya manusia di Indonesia secara 
geografis masih di dominasi dari asal desa yang tersebar tidak 
merata di seluruh kepulauan di Indonesia. Modal sumber daya 
alam yang melimpah tidaklah cukup menjamin kemakmuran dan 
kesejahteraan bangsa, namun kekuatan sumberdaya manusia di 
desa perlu dididik dan dilatih untuk bisa unggul, kreatif, inovatif, 
berjiwa gotong royong sehingga dapat menjadikan Indonesia 
hebat, kuat, mandiri, dan sejahtera. 

Pertanyaan yang berkembang adalah sudah siapkah 
masyarakat desa dan aparat desa bersama pemerintah 
pusat dan pemerintah daerah untuk melaksanakan program 
percepatan pembangunan ekonomi desa di era global abad 
21 Asia dan tantangan Revolusi Industri 4.0? Menjawab 
pertanyaan tersebut maka dibutuhkan strategi baru dengan 


model pendampingan desa untuk menciptakan good governance 
agar roadmap pembangunan desa memiliki grandplan dengan 
visi, misi dan tujuan serta sasaran pembangunan yang jelas dan 
terukur keberhasilannya dengan indikator utamanya dari segi 
ekonomi, pendidikan dan kesehatan dan kesejahteraan sosial 
masyarakat desanya. 


Pembangunan Desa Terpadu 


Inovasi pendekatan pembangunan desa yang masih 
bercorak agraris dapat dilakukan dengan menggeser tradisi 
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pandangan desasebagaihinterland kotadenganmengembangkan 
pembangunan terpadu dan kemitraan. Konsep pembangunan 
desa terpadu sangat sesuai dengan semangat pembangunan 
desa yang tertuang di Undang Undang no & Tahun 2014 
tentang Desa. Di Eropa Teori Integrated Rural Development telah 
berkembang pada tahun 1970-an dengan mengarusutamakan 
inovasi iptek untuk pembangunan desa berkelanjutan. 

Aspek utama dari pembangunan desa secara terpadu 
dimulai dari rural landuse planning yang diawali dengan analisis 


dan evaluasi lahan untuk mendapatkan produk unggulan 
desa. Inovasi dan kreativitas kelompok usaha di desa menjadi 


subyek dalam memajukan ekonomi dan kesejahteraan desa. 
Program pemberdayaan masyarakat desa menjadi bagian dari 
implementasi perencanan penggunaan lahan di desa. 

Dalam konferensi Rural Research and Planning Group se- 


Asean di Bali tahun 2018 dengan keynote speech Pak Menteri 
Eko Putro Sandjojo, telah disepakati adanya inovasi pembagunan 


desa yang dituangkan pada Deklarasi Bali, sebagai berikut. 

1. Kerja sama untuk mengembangkan pendidikan tentang 
pengembangan desa berkelanjutan 

2. Penelitian, publikasi,dan kolaborasi pengembangan desa 

3. Program pertukaran untuk pemberdayaan sumberdaya 
pedesaan 

4. Sharing pengetahuan dan pengalaman tentang kebijakan 
dan perencanaan pedesaan 

5. Mengembangan pendekatan inovatif dan entrepreneurship 


untuk promosi pedesaan dan regional 
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Kawasan Desapolitan 
di Kabupaten Klaten 


Hasil Mapping Kawasan Desapolitan menggunakan Drone 


Sekjen Kemendes PDTT, Bapak Anwar Sanusi, Ph.D. 
mengatakan bahwa, pembangunan desa sangat signifikan 
berdasarkan indikator terukur dapat menurunkan kemiskinan 
di desa melebihi di kota. Pengangguran terbuka di pedesaan 
juga menurun. Selain itu ada dua indeks yang digunakan 
untuk mengukur keberhasilan pembangunan desa yaitu, 
pembangunan desa dan desa membangun. Dalam indeks 
tersebut dilakukan klasifikasi desa yakni paling tinggi bisa 
mandiri desa berkembang, dan desa tertingga 
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Desapolitan Desa Inovatif dan Kreatif 
Konsep Desapolitan merupakan model pengembangan 


agropolitan yang berorientasi pada inovasi pembangunan 

kawasan desa dengan ciri keterpaduan berbagai aspek yaitu: 

1. Aspek kawasan desa yangterdiri dari lebih dari 2 desa yang 
memiliki modal pembangunan bersinergis 

2. Aspek keterpaduan one policy one plan and one integrated 
program 


3. Aspek keterpaduan pembangunan ekonomi masyarakat 
kreatif berbasis manajemen kolaborasi BUMDes. 

Ketiga aspek sistem tersebut dapat menjadi ciri integrated 
rural development model yang merupakan model regional 
development approach untuk pengembangan pembangunan 
desa inovatif. 


Dewasa ini pembangunan kota juga menuju ke model 
smart city yang selaras dengan abad digital dan revolusi 
industri 4.0, Demikian juga secara psikososial masyarakat 
desa terdorong untuk mengejar ketertinggalan ilmu dan 
pengetahuan dalam gaya hidup berbasis teknologi informasi. 
Oleh karena itu gerakan revolusi desa di era digital ini desa 
perlu juga berbenah menjadi smart digital village. Untuk itu 
model desapolitan merupakan solusi terkini untuk revolusi 
kehidupan agraris super modern berwawasan global (Iocally 


rooted globaly respected) 

Desapolitan di Kabupaten Klaten dirancang dengan 
metode Intergreted Palace Planingyang melibatkan perencanaan 
dengan tim work dari akademisi sebagai pendamping dengan 
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ERA DESA PUSAT INovasi“GJ 
EKONOMI KREATIF BERBASIS 


BUMDes 
. 8 e 

e @ 2 e () 

PROMOSI » DESA 
. Ps DESA INOVATIF 

@..9 

BRANDING OVOP OFOP 

& MARKET Ovoc 


melibatkan pemerintah desa, tokoh desa, pemerintah 
kecamatan dan pemerintah Kabupaten. Mapping Potens 


Wilayah Desapolitan mencakup Desa Jomboran, Krakitan da 


menggunakan 


menggunakan 


KKN tematik 


sebagai suatu 


n 
Jimbung. Survey dan pemetaan potensi di tiga desa tersebut 
Ki 
n 


Un 


inovasi teknologi terkini yaitu, pemetaa 


drone untuk mendapatkan data wilayah da 


penggunaan lahan secara sangat detail berbagai program 
pendampingan oleh akademisi dari UGM adalah program 


Desa Wisata, penerapan teknologi tepat guna, 


program desa binaan yang dilaksanakan selama dua tahun 


program PERTIDES (Perguruan Tinggi Desa). 


Desapolitan memiliki visi yaitu pembangunan Smart Village 
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dikawasan desa wisata Inovatif berbasis homdes. Dengan misi 
yaitu : 


1. engembangkan masyarakat cerdas, inovatif, kreatif 
berbasis ekonomi digital 

2. engembangkan management kolaboratif Homdes di 
Desapolitan. 

3. engembangkan program Sosio Preneurship masyarakat 


Desapolitan berkelas dunia. 


Visi dan misi tersebut dijabarkan kedalam tiga tujuan 


pembangunan desa politan yaitu : 
1. Percepatan pembangunan ekonomi masyarakat 


2. Pengelolaan sumberdaya Desapolitan inovatif berbasis IT 
dan kolaborasi Homdes. 

3. engembangkan pusat wisata inovatif dengan tata 
elola modern dan jejering promosi global. Pelaksanaan 
pembanguna desapolitan berasaskan gotong royong, 
awasan dan kolaborasi bersama. 

odel pendanaan berasal dari dana desa, Pemerintah 
Kabupaten, Pemerintah Pusat dan dana dari Universitas dan 
CSR(Perbankan). Hasil pembangunan Implementasi dari Grand 


Plant Desa Politan Kabupaten Klaten di Launching oleh bapa 


Mentri Eko Putro Sanjoyo dan Bupati Klaten bersama dengan 
pelaksanaan upacara Sumpah pemuda Oktober 2016. Dalam 
program Desapolitanjuga memiliki program Prukades(Homdes, 
Embung, Gor, Produk Unggulan) sesuai dengan, program yang 


dicanangkan oleh Kemendes PDTT. 
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FOTO: HANNIF ANDY 


Berada di tengah laut tak menghalangi anak-anak Desa 
Sama Bahari (Bajo Sampela), Kaledupa, Wakatobi, 
Sulawesi Tenggara bermain bola, berkat lapangan kecil 
yang dibangun menggunakan dana desa. 
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Eko P Sandjojo 


Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Republik Indonesia 


ulai menjabat sebagai Menteri Desa, Pembangunan 
Mi Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) 
dalam kabinet kerja pada 27 Juli 2016 menggantikan 
pendahulunya, rekan satu partai, Marwan Jafar yangmerupakan 
Mendes PDTT pertama dalam Kabinet Kerja Presiden Joko 
Widodo Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). 
Pria kelahiran 21 Mei 1965 ini didaulat untuk ikut masuk 
ke dunia politik oleh Partai Kebangkitan Bangsa. 
Peraih gelar Sarjana Elektro dari University of Kentucky, 
Lexington pada tahun 1991 dan Master of Business 
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Administration dari Institute Pengembangan Manajemen 
Indonesia (IPMI), Jakarta pada tahun 1993. 

Sejak tahun 2015, la menjabat sebagai Direktur Utama 
PT Sierad Produce Tbk setelah sebelumnya menjabat sebagai 
Wakil Direktur Utama sejak tahun 2009. la juga menjabat 


sebagai Komisaris Independen PT Central Proteina Prima Tbk 
berdasarkan keputusan RUPSLB Perseroan pada tanggal 12 
Juni 2015. 

Karier pendidikan dan profesional Eko P. Sandjojo cukup 
bersinar. Setelah lulus Politeknik Universitas Indonesia (UI), 


ia lalu melanjutkan studi ke Bachelor Degree University of 
Kentucky 1991 bidang electrical engineering. Lulus dari IPMI 
MBA Jakarta tahun 1993 Eko bekerja di PT Indonesia Farming 
mulai tahun 1994-1997 sebagai General Manager, di mana 
orang tuanya memiliki 5 persen saham. 

Pada 1997 ia bergabung dengan PT Sierad Produce Tbk 
hingga menjadi Direktur Utama pada 2005-2006. Kemudian 
pindah ke Humpuss pada tahun 2007 sebagai Direktur Utama. 
Pria kelahiran Jakarta, 21 Mei 1965 ini kembali ke PT Sierad 
Produce Tbk sebagai Presiden Direktur PT Sierad Produce Tbk 
di tahun 2009. 

Dia pernah mengikuti sejumlah kursus kepemimpinan 


dalam pembangunan pascakonflik yang diselenggarakan oleh 
Universitas PBB di Amman, Yordania, pada tahun 2000. 

Dalam konsep kepemimpinan, Menteri Eko mengatakan 
bahwa seorang pemimpin itu tidak bisa langsung mengambilalih 
pekerjaan anak buahnya karena hasilnya tidak sesuai yang 
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diharapkan. Hal itu merupakan kesalahan besar seorang 
pemimpin. Seorang pemimpin harus mampu mempersiapkan 
anak buahnya bekerja dengan baik dan sempurna. 
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KH. Said Agil Siroj 
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 


“Desa Membangun” bukan saja mengakui dan menghormati keragaman 
desa, kedudukan, kewenangan, dan hak asal-usul maupun susunan 
pemerintahan. Lebih dari itu, melalui UU Desa berarti melakukan 
redistribusi ekonomi dalam bentuk alokasi dana dari APBN maupun 
APBD. Redistribusi uang negara kepada desa merupakan resolusi, 
menjawab ketidakadilan sosial-ekonomi karena intervensi, eksploitasi, 
dan marjinalisasi yang terjadi selama ini. Dari desalah kita berasal, maka 
kita perlu kembali ke asal. 


Puan Maharani 
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan 
Kebudayaan Republik Indonesia 


“Indonesia, bagaimanapun adalah kumpulan dari ribuan desa. Maka, 
membangun Indonesia meniscayakan pembangunan terhadap desanya, 
good will tersebut harus diikuti oleh evaluasi yang ketat sehingga 
penggunaan anggaran benar-benar sesuai dengan kepentingan, dan hanya 
untuk, kemajuan desa.” 


Luhut B. Panjaitan 
Menteri Koordinator Maritim Republik Indonesia 


Indonesia akan menjadi negara ekonomi terbesar ke-5 dunia pada 2030 
dan naik ke peringkat4 pada 2050. Proyeksi tersebut merupakan hasilriset 
PricewaterhouseCoopers (PwC) salah satu auditor terbesar internasional, 
dalam outlook berjudul “The Long View, How will the global economic 
order change by 2050?” Menyambut era keemasan tersebut, strategi 
pembangunan pemerintah tidak hanya berfokus pada pertumbuhan 
ekonomi tapi juga pemerataan. Selain peningkatan Anggaran Infrastruktur, 
program dana desa telah menjadi kunci untuk menciptakan eguality. 


Prof. Kadarsah Suryadi 
Ketua Perguruan Tinggi untuk Desa (Pertides) - Rektor ITB 


“Buku ini memberikan inspirasi bagaimana memajukan desa dalam 
menghadapi era baru, era digital. Desa akan maju kalau ekonomi bergulir 
dan membangkitkan kegiatan yang bernilai tambah. Kehadiran dana desa, 
membangkitkan gairah ekonomi di perdesaan. Pemanfaatan dana desa 
yang tepat guna, efisien, akan menjadikan semua desa maju ekonominya. 
Ini akan menjadi kekuatan besar dalam menuju masyarakat yang adil, 
makmur, dan sejahtera. 


Samuel Clark 
Local Governance and Community Development at the World Bank 


“The Coverage on Dana Desa and the work of your ministry on enabling 
villages to resolve many fundamental development challenges for 
Indonesia (and the world more generally) including local economic 
development, infrastructure, participation, and empowerment as well as 
human capital and stunting - congrats Pak Eko, your strategy has enabled 
this multi-pronged approach to village development and your leadership 
has really energized your ministry and all stakeholders.” 
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